BAB II.

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

1. Kondisi Geografi

Luas wilayah Kabupaten Wonosobo adalah 98.468 ha (984,68 kmz2) atau 3,03 %
dari luas Jawa Tengah. Secara administratif, letak wilayah Kabupaten Wonosobo
berbatasan dengan kabupaten tetangga, sebelah utara berbatasan dengan
Kabupaten Kendal dan Batang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten
Temanggung dan Magelang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten
Kebumen dan Purworejo sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten
Banjarnegara dan Kebumen.
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Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Wonosobo
(Sumber : Peta Administrasi Kabupaten Wonosobo)

[

Secara geografis, letak wilayah Kabupaten Wonosobo berada pada 7°.11°.13” dan
70.36’.40” garis Lintang Selatan (LS) serta 1090.43’.19” dan 110°.04’.40” garis
Bujur Timur (BT). Secara geografis, Kabupaten Wonosobo berada di tengah wilayah
Jawa Tengah, bahkan berada pada tengahnya Pulau Jawa. Wilayah Wonosobo
dilintasi jalur tengah. Kabupaten Wonosobo yang merupakan wilayah jalur transit
dan penghubung antar Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cilacap dan PKN Semarang.
Dilalui jalur penghubung PKN Cilacap-PKN Semarang dan PKN Yogyakarta serta
koridor KSPN Borobudur-Dieng. Kondisi ini juga menunjukkan adanya letak
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strategis ekonomi yang harus ditangkap peluangnya sebagai jalur yang dilalui
tersebut.

Secara administratif, Kabupaten Wonosobo terdiri dari 15 kecamatan dan 236 desa
dan 29 kelurahan.

Tabel II. 1
Pembagian Wilayah Kabupaten Wonosobo
No Kecamatan Luas (ha) LE;;S(\Z/?)I:;zh J%I:Slzh Kill; T;;han KE: ii?aia;
1 | Wonosobo 3.238 3,29 7 13 19
2 | Kertek 6.214 6,31 19 2 21
3 | Selomerto 3.971 4,03 22 2 24
4 | Leksono 4.407 4,48 13 1 14
5 | Garung 5.122 5,20 14 1 15
6 | Mojotengah 4.507 4,58 16 3 19
7 | Kejajar 5.762 5,85 15 1 16
8 | Watumalang 6.823 6,93 15 1 16
9 | Sapuran 7.772 7,89 16 1 17
10 | Kalikajar 8.330 8,46 18 1 19
11 | Kepil 9.387 9,53 20 1 21
12 | Kaliwiro 10.008 10,16 20 1 21
13 | Wadaslintang 12.716 12,91 16 1 17
14 | Sukoharjo 5.429 5,51 17 - 17
15 | Kalibawang 4.782 4,86 8 - 8
Jumlah 98.468 100,00 236 29 265

Sumber :BPS Kabupaten Wonosobo

Ditinjau dari aspek topografi, wilayah Kabupaten Wonosobo memiliki ciri yang
berbukit dan bergunung, terletak pada ketinggian antara 200 sampai 2.250 m di
atas permukaan laut. Kelerengan merupakan suatu kemiringan tanah dimana
sudut kemiringan dibentuk oleh permukaan tanah dengan bidang horizontal
dan dinyatakan dalam persen. Kabupaten Wonosobo dibagi menjadi 7 wilayah
kemiringan, yaitu:

No Kemiringan (%) Luas (ha) Wilayah
1. 0-2% 1.052,263 | Kecamatan Selomerto dan
Kecamatan Kertek
(1,04 % dari luas seluruh
wilayah)
2. 2-5% 22.969,500 | Terdapat di 13 Kecamatan
selain Kecamatan Watumalang
dan Kecamatan Kalibawang
(22,89 % dari luas seluruh
wilayah)
3. 5-8% 8.143,769 | Tersebar merata di 14
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No Kemiringan (%) Luas (ha) Wilayah

Kecamatan selain Kecamatan
Watumalang (8,11% dari luas
seluruh wilayah)

4. 8-15% 55.434,850 | Semua kecamatan (55,2% dari
luas seluruh wilayah)
S. 15-25% 11.101,600 | Semua kecamatan kecuali

Kecamatan Wonosobo (11,06%
dari luas seluruh wilayah)

6. 25-40 % 1.479,631 | Kecamatan Kejajar, Garung dan
Kalikajar (1,47% dari luas
seluruh wilayah)

7. >40 % 142.362 | Kecamatan Kejajar (0,14% dari
luas seluruh wilayah)

Variasi kemiringan lereng di Kabupaten Wonosobo memberikan dampak positif
bagi pengembangan kegiatan ekonomi yang bertumpu pada alam seperti sektor
pariwisata, pertanian dan perkembangan. Sedangkan dampak negatifnya dalam
hal pengembangan wilayah dan potensi bencana alam gerakan tanah/ tanah
longsor.

Berdasarkan pembagian zona fisiografi Pulau Jawa oleh Van Bemmelen (1949),
Wilayah Kabupaten Wonosobo termasuk dalam jalur fisiografi Pegunungan Serayu
Selatan Bagian Utara dan menempati bagian tengah zona fisiografi tersebut. Zona
ini didominasi oleh endapan gunungapi kuarter. Endapan gunungapi kuarter
masih dapat diamati kenampakan kerucut vulkaniknya seperti Gunung Sundoro
dan Gunung Sumbing, sedangkan dibagian lain gunung api Dieng yang berumur
lebih tua meninggalkan sisa erupsi yang membentuk plateau (dataran tinggi).
Secara fisiografi Wonosobo terletak pada ujung timur Depresi Serayu yang
terbentuk oleh proses orogenesa dan epirogenesa, kemudian diikuti oleh kegiatan
vulkanisme dan denudasional yang cepat. Di sebelah timur Depresi Serayu
dibatasi oleh Gunung Sumbing dan Sindoro yang terbentuk pada jaman Kuarter
(#1,8 juta tahun yang lain), rangkaian gunung api tersebut terus berlanjut dan
bersambung dengan kompleks gunung api Dieng dan Rogojembangan.

Sebagai daerah yang terletak di sekitar gunung api muda, tanah di Wonosobo
termasuk subur. Hal ini sangat mendukung pengembangan pertanian, sebagai
mata pencaharian utama masyarakat Wonosobo. Komoditi utama pertanian yang
dihasilkan adalah teh, tembakau, berbagai jenis sayuran dan kopi. Selain itu, juga
cocok untuk pengembangan budidaya Jamur, Carica Papaya dan Asparagus dan
beberapa jenis kayu yang merupakan komoditi ekspor non migas serta beberapa
jenis tanaman yang merapakan tanaman khas Kabupaten Wonosobo seperti
Purwaceng, Gondorukem dan kayu putih.

Di Kawasan Dieng banyak dijumpai depresi yang terbentuk oleh pusat erupsi
vulkanik pada jaman Pleistocene yang kemudian terisi oleh endapan dan sisa
tumbuhan. Di samping itu terdapat hulu sungai serayu dengan anak sungai yang
berada di bagian selatan, yakni di ujung timur Pegunungan Serayu Selatan yanair
minumg dibatasi oleh Zone Patahan. Banyaknya gunung di Wonosobo juga
menjadi sumber mata air yang mengalir ke sungai Serayu, Bogowonto, Kali Galuh,
Kali Semagung, Kali Sanggrahan dan Luk Ulo. Sungai-sungai ini sebagian telah
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digunakan untuk irigasi, pertanian dan air minum. Sungai Serayu yang
menambah debit air di telaga Menjer telah dapat dimanfaatkan airnya untuk
membangkitkan listrik tenaga air. Yang tidak kalah penting dari Kabupaten
Wonosobo adalah potensi wisata Dataran Tinggi Dieng (Dieng Plateau} dengan
panas bumi (yang telah dimanfaatkan sebagai PLTU), kawah dan panorama yang
indah. Selain itu, juga terdapat candi-candi peninggalan Kerajaan Mataram Hindu.
Semuanya itu adalah daya tarik utama bagi wisatawan manca negara maupun
domestik untuk berkunjung ke Wonosobo (pemanfaatan panas bumi Dieng).
Kemiringan lahan dapat menjadi dasar pertimbangan untuk kesesuaian
pemanfaatan dan fungsi penggunaan lahan. Peta topografi dapat dilihat pada
gambar 2.2.

Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Wonosobo
(Sumber : RTRW Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031)

Secara geomorfologi, bentang lahan di Kabupaten Wonosobo, didominasi oleh
bentanglahan bentukan dari proses vulkanik. Bentanglahan lainnya berasal dari
bentukan denudasional, bentanglahan struktural, bentanglahan fluvial (aliran
sungai). Bentukan bentang lahan proses vulkanik yang ada yaitu kubah lava,
kerucut gunung api, lereng gunung api, kaki gunung api, perbukitan intrusif
batuan gunung api, pegunungan medan lava, perbukitan medan lava, kaldera,
danau kaldera, lembah antar gunungapi material piroklastik, sebagaimana terlihat
pada Gambar 2.5. Konsekuensinya dengan bentanglahan yang didominasi oleh
vulkanik, menjadikan wilayah Kabupaten Wonosobo mempunyai topografi yang
dominan tidak datar. Hal ini tentunya menjadi salah satu pertimbangan dalam
menentukan arah perkembangan dan pembangunan wilayah Kabupaten
Wonosobo. Pengembangan wilayah disesuaikan dengan bentukan lahan agar
prinsip pembangunan berkelanjutan.

Wilayah Kabupaten Wonosobo memiliki ketinggian antara 250 dpl - 2250 dpl

dengan dominasi pada rentang 500 dpl — 1000 dpl sebesar 50% dari seluruh area,
menjadikan Kabupaten Wonosobo sebagai dataran tinggi dengan kondisi posisi
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pasial berada di tengah-tengah Pulau Jawa dan berada diantara jalur pantai utara
dan jalur pantai selatan. Kabupaten Wonosobo memiliki iklim tropis dengan dua
musim dalam setahun yaitu musim kemarau dan musin hujan. Rata-rata suhu di
Kabupaten Wonosobo adalah antara 14,3 — 26,5 derajat Celcius. Sementara curah
hujan rata-rata per tahun berkisar antara 1713-4255 mm/tahun. Oleh karena itu,
Wonosobo termasuk dalam wilayah yang subur sehingga cocok digunakan sebagai
lahan pertanian. Secara geologis, wilayah Wonosobo termasuk dalam jalur
fisiografi Pegunungan Serayu Selatan Bagian Utara dan menempati bagian tengah
zona fisiografi tersebut. Zona ini didominasi oleh endapan gunung api kuarter.
Endapan gunung api kuarter ini masih dapat diamati kenampakan kerucut
vulkaniknya seperti Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing, sedangkan di bagian
lain gunung api Dieng yang berumur lebih tua meninggalkan sisa erupsi yang
membentuk plateu (dataran tinggi). Sebagai daerah yang terletak di sekitar gunung
api muda Wonosobo termasuk daerah yang subur. Hal ini sangat mendukung
perkembangan pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat dengan
komoditi utama seperti the, tembakau, berbagai jenis sayuran dan kopi.
Penggunaan lahan di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2015 meliputi

lahan sawah sebesar 14.887,7 Ha (14,38%) dan bukan lahan sawah 88.515,84 Ha
(85,62%) . Berdasarkan RTRW Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031,
peruntukan lahan di Kabupaten Wonosobo dengan memperhatikan pola ruang
terdiri dari kawasan lindung dan budidaya. Peruntukan kawasan lindung meliputi
kawasan hutan lindungkawasan yang memberikan perlindungan kawasan
bawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawsan suaka alam, pelestarian
alam, dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi
dan kawasan lindung lainnya. sementara itu, kawasan budidaya meliputi hutan
produksi, hutan rakyat, pertanian, perkebunan, pertambangan, industri,
peternakan, permukiman seluas 71.980,01 Ha.

Kondisi dan karakteristik wilayah Kabupaten Wonosobo cukup kompleks
baik dilihat dari aspek geografis, geologis, hidrologis maupun meteorologis,
memiliki potensi dan sumber kekayaan alam yang melimpah.

2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo pada tahun 2018 adalah 787.347
jiwa. Dilihat dari distribusi penduduk per kecamatan di Kabupaten Wonosobo,
kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak yaitu di Kecamatan Wonosobo
dengan jumlah penduduk 89.371 jiwa, kemudian Kecamatan Kertek dengan
jumlah 80.049 dan yang paling sedikit adalah di Kecamatan Kalibawang sebanyak
22.686 jiwa.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Wonosobo Tahun 2013-2017

Rata-rata per
No. | Kecamatan Tahun tumbuhan
2014 2015 2016 2017 2018 (%)

1 | Wadaslintang 52,037 | 52,142 | 52,228 | 52,304 | 52,367 0.06
2 | Kepil 56,877 | 56,992 | 57,085| 57,168 | 57,237 0.06
3 | Sapuran 55,473 | 55,824 | 56,157 | 56,480 | 56,791 0.24
4 | Kalibawang 22,542 | 22,588 | 22,626 | 22,659 | 22,686 0.06
5 | Kaliwiro 44,521 | 44,611 | 44,683 | 44,748 | 44,802 0.06
6 | Leksono 40,309 | 40,556 | 40,789 | 41,016 | 41,233 0.23
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Rata-rata per
No. | Kecamatan Tahun tumbuhan
2014 2015 2016 2017 2018 (%)

7 | Sukoharjo 32,330 | 32,574 | 32,807 | 33,035 | 33,257 0.28
8 | Selomerto 46,201 | 46,494 | 46,770 | 47,038 | 47,297 0.23
9 | Kalikajar 58,183 | 58,302 | 58,397 | 58,491 | 58,552 0.06
10 | Kertek 78,438 | 78,874 | 79,280 | 79,673 | 80,049 0.20
11 | Wonosobo 86,142 | 86,997 | 87,787 | 88,585 | 89,371 0.37
12 | Watumalang 49,166 | 49,266 | 49,346 | 49,417 | 49,477 0.06
13 | Mojotengah 59,973 | 60,368 | 60,740 | 61,104 | 61,455 0.24
14 | Garung 48,934 | 49,131 | 49,307 | 49,476 | 49,633 0.14
15 | Kejajar 42,154 | 42,417 | 42,665 | 42,907 | 43,140 0.23
Jumlah 773,280 | 777,136 | 780,667 | 784,101 | 787,347 0.18

Sumber : BPS Kab. Wonosobo, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa pertumbuhan penduduk
Kabupaten Wonosobo dari tahun 2014 - 2018 sebesar 0,18%. Pertumbuhan
penduduk di Kabupaten Wonosobo lebih dipengaruhi oleh faktor demografi alami
(lahir dan mati) dan migrasi masuk serta keluar. Kecamatan yang mengalami
pertumbuhan penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Wonosobo dengan laju
pertumbuhan sebesar 0,37%. Pengaruh lokasi kecamatan Wonosobo yang
merupakan pusat kegiatan dan pemerintahan menjadi daya tarik tersendiri bagi
penduduk untuk bermukim di wilayah tersebut.

Tabel 2.xxx
Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Wonosobo
Tahun 2014-2018

No Tahun Pertumbuhan Penduduk (%)
1 2014-2015 0,049
2 2015-2016 0,045
3 2016-2017 0,043
4 2017-2018 0,041

Sumber : BPS Kab. Wonosobo, 2018 (diolah)

Tabel 2. 3
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Wonosobo
Tahun 2013-2017

Kecamatan Luas Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)
No. Wilayah
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
1. | Wadaslintang 3.238 409 410 411 411 412
2. | Kepil 6.214 606 607 608 609 610
3. | Sapuran 3.971 714 718 723 727 731
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Kecamatan Luas Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)
No. Wilayah
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

4 Kalibawang 4.407 471 472 473 474 474
5 Kaliwiro 5.122 445 446 446 447 448
6. | Leksono 4.507 915 920 926 931 936
7. | Sukoharjo 5.762 596 600 604 608 613
8 Selomerto 6.823 | 1.163 1.171 1.178 1.185 1.191
9 Kalikajar 7.772 698 700 701 702 703
10. | Kertek 8.330 | 1.262 | 1.269| 1.276| 1.282| 1.288
11. | Wonosobo 9.387 | 2.669 | 2.694 | 2.720 | 2.744 | 2.760
12. | Watumalang 10.008 721 722 723 724 725
13. | Mojotengah 12.716 131 1.339| 1.348 | 1.356| 1.364
14. | Garung 5.429 955 959 963 966 969
15. | Kejajar 4.782 732 736 740 745 749
Jumlah 98.468 13.765 | 13.840 | 13.911 | 13.971

Sumber : BPS Kab. Wonosobo, 2018 (diolah)

Kepadatan penduduk Kabupaten Wonosobo pada tahun 2018 mengalami
kenaikan sebanyak 60 jwa/km?2 dari tahun 2018. Kepadatan penduduk tertinggi
ada di Kecamatan Wonosobo yaitu 2.760 jiwa/Km2 dan terendah ada di
Kecamatan Wadaslintang yaitu 412 jiwa/Kmz2.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
1) Pertumbuhan PDRB

Selama tahun 2014 - 2018 nilai PDRB Kabupaten Wonosobo mengalami
peningkatan positif, hal tersebut terlihat pada nilai PDRB tahun 2014 Atas Dasar
Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp. 13.001.090,49 Juta yang meningkat secara
signifikan menjadi Rp. 17.460.289,92 Juta pada tahun 2018. Pada tahun 2014
nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar Rp. 10.828.168,68 Juta,
meningkat menjadi Rp. 12.292.804,84 Juta pada tahun 2018. Pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Wonosobo untuk kurun waktu 2014 - 2018 bergerak dari
4,78% menjadi 4,67% pada tahun 2015 kemudian naik menjadi 5,13% pada tahun
2016 tetapi turun lagi menjadi 3,16% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 naik
menjadi 4,14%. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun nilai dan perkembangan
pertumbuhan PDRB Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada Gambar 2.6.

4,78 4,67
5 4,14

4 3,16
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Gambar 2.6 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonosobo
Tahun 2014 - 2018 (%)
(Sumber : BPS Kab. Wonosobo)

Sektor ekonomi yang memberikan kontribusi terbesar kepada PDRB Kabupaten
Wonosobo yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Industri pengolahan
dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Masing-
masing dari ketiga sektor tersebut memberikan sumbangan sebesar 30,27%,
17,15% dan 17,04%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2017, hanya 5 (lima)
sektor yang mengalami peningkatan peran dalam pertumbuhan ekonomi yaitu
pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur
ulang; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta jasa
lainnya.

2) Inflasi

Inflasi di Kabupaten Wonosobo selama tahun 2014 - 2018 cenderung menurun.
Angka inflasi di Kabupaten Wonosobo pada bulan Desember 2018 sebesar 3,52%,
meningkat dibandingkan dengan inflasi tahun 2017 (3,21%). Kondisi tersebut
dipengaruhi oleh berbagai indikator pemicu inflasi baik yang bersifat eksternal
maupun internal, antara lain disebabkan oleh kenaikan harga beberapa komoditas
barang dan jasa, terutama bensin, tarif listrik. Perkembangan inflasi di Kabupaten
Wonosobo selama 2014 — 2018 dapat dilihat pada Gambar 2.7.
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Gambar 2.7
Perkembangan Inflasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 - 2018 (%)
(Sumber : BPS Kab. Wonosobo)
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Pada tahun 2018 apabila dibandingkan dengan kondisi Kabupaten/Kota se Jawa
Tengah, inflasi Kabupaten Wonosobo menempati urutan ke 10 (sepuluh) setelah
Kabupaten Sragen dan masih berada di atas capaian Provinsi Jawa Tengah yang
hanya 2,82%. Perbandingan inflasi Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dapat dilihat
pada Tabel 2.11

Tabel 2.11

Inflasi Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018

No. Kabupaten/Kota 2014 | 2015 | 2016 2017 2018
1 | Kabupaten Cilacap 8.19 | 2.63 2.77 4.41
2 | Kabupaten Banyumas 7.09 | 2.52 2.42 3.91
3 | Kabupaten Purbalingga 9.08 1.62 2.39 3.72
4 | Kabupaten Banjarnegara | 7.78 | 2.97 2.87 3.67
5 | Kabupaten Kebumen 7.36 | 291 2.71 3.25
6 | Kabupaten Purworejo 8.48 | 3.45 2.66 4.29
7 | Kabupaten Wonosobo 8.44 | 2.71 2.97 3.21 3,52
8 | Kabupaten Magelang 7.91 | 3.60 2.86 3.47
9 | Kabupaten Boyolali 7.45 | 2.58 2.65 3.08
10 | Kabupaten Klaten 7.76 | 2.57 2.31 3.12
11 | Kabupaten Sukoharjo 7.93 | 2.69 2.34 3.40
12 | Kabupaten Wonogiri 7.20 | 2.13 2.94 2.32

13 | Kabupaten Karanganyar | 7.38 | 2.40 1.93 3.15

14 | Kabupaten Sragen 8.51 | 3.05 2.49 3.18
15 | Kabupaten Grobogan 8.03 | 3.31 2.41 4.05
16 | Kabupaten Blora 7.13 | 2.85 2.14 2.98
17 | Kabupaten Rembang 7.59 | 2.66 1.75 3.31
18 | Kabupaten Pati 8.01 | 3.23 2.31 3.51
19 | Kabupaten Kudus 8.59 | 3.28 2.32 4.17
20 | Kabupaten Jepara 9.87 | 4.57 3.45 2.83
21 | Kabupaten Demak 8.69 | 2.80 2.27 3.57
22 | Kabupaten Semarang 8.63 | 2.85 2.39 3.67

23 | Kabupaten Temanggung | 7.81 | 2.74 2.42 3.12
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No. Kabupaten/Kota 2014 | 2015 | 2016 2017 2018

24 | Kabupaten Kendal 8.34 | 4.13 2.47 3.60

25 | Kabupaten Batang 7.66 | 2.94 2.24 3.44

26 | Kabupaten Pekalongan 8.32 | 3.42 2.96 4.01

27 | Kabupaten Pemalang 7.38 | 3.52 2.33 3.64
28 | Kabupaten Tegal 8.48 | 3.64 2.67 3.58
29 | Kabupaten Brebes 6.20 | 3.08 2.84 4.24
30 | Kota Magelang 7.92 | 2.70 2.25 3.90
31 | Kota Surakarta 8.01 | 2.56 2.15 3.10
32 | Kota Salatiga 7.84 | 2.61 2.19 3.50
33 | Kota Semarang 8.53 | 2.56 2.32 3.64
34 | Kota Pekalongan 7.82 | 3.46 2.94 3.61
35 | Kota Tegal 7.40 3.95 2.71 4.03

PROVINSI JAWA

TENGAH 8.22 | 2.73 2.36 3.71 2,82

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

3) Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam
upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM
merupakan indeks komposit hasil agregasi tiga jenis indeks yang masing-masing
mewakili dimensi pembangunan manusia, yakni indeks kesehatan, indeks
pendidikan, dan indeks standar hidup. Perkembangan IPM Kabupaten Wonosobo
dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yaitu 65,2 (2014) menjadi 67,81
(2018). IPM Kabupaten Wonosobo tahun 2018 sebesar 67,81 dibawah rata-rata
IPM Provinsi yaitu 70,52.
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Perkembangan IPM Kabupaten Wonosobo Tahun 2014- 2018
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Gambar 2.15 Perkembangan IPM Kab. Wonosobo (Sumber: BPS, 2019)

Tabel. 2.18.

IPM Wonosobo Menurut Komponen Tahun 2014-2018

Tahun
Uraian Satuan

2014 | 2015 | 2016 2017 2018
Angka Harapan Tahun 70,82 | 71,02 | 71,16 71,3 71,46
Harapan Lama Tahun 11,34 | 11,43 | 11,67 11,68 11,69
Rata-rata lama Tahun 6,07 | 6,11 6,12 6,51 6,75
Pengeluaran per Rp 000 |9.491 |9.736 | 9.877 | 9.969 | 10.503
kapita disesuaikan
IPM Angka 65,2 | 65,7 | 66,19 | 66,89 | 67,81
Pertumbuhan IPM % 0,96 | 0,77 0,75 1,06 1,38

Sumber: BPS, 2019

Gambaran Indikator Pembentuk IPM secara lengkap adalah sebagai berikut:

a. Angka Harapan Hidup (AHH)

AHH naik dari 70,82 pada tahun 2014 menjadi 71,46 pada tahun 2018,
artinya secara rata-rata anak yang dilahirkan dapat bertahan hidup hingga

usia 70-71 tahun.

b. Harapan Lama Sekolah

Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Wonosobo meningkat

sebesar 0,35.

c. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah dari kurun waktu 2014-2018 semakin meningkat
dari 6,07 menjadi 6,75
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d. Pengeluaran Per Kapita di sesuaikan

Pengeluaran Per kapita di sesuaikan di Wonosobo meningkat dari Rp. 9,491
juta pada tahun 2014 menjadi 10,503 juta pada tahun 2018.

Selanjutnya Capaian IPM Kabupaten/ Kota se Eks Karisidenan Kedu pada
Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada table berikut. IPM tertinggi adalah Kota
Magelang yaitu 78,31 dan terendah adalah Kabupaten Wonosobo yaitu 67,81. Hal
ini menjadi indikasi sederhana bahwa pembangunan manusia di Kabupaten
Wonosobo masih di bawah kabupaten/kota lain di wilayah eks Karesidenan Kedu.

Tabel 2.19 IPM Kabupaten/ Kota se Eks Karisidenan Kedu Tahun 2014-2018

No Kabupaten Indeks Pembangunan Manusia

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
1 | Kota Magelang 75,79 | 76,39 | 77,16 | 77,84 | 78,31
2 | Kabupaten Magelang 66,35 | 67,13 | 67,85 | 68,39 | 69,11
3 | Kabupaten Purworejo 70,12 | 70,37 | 70,66 | 71,31 | 71,87
4 | Kabupaten Kebumen 65,67 | 66,87 | 67,41 | 68,29 | 68,80
5 | Kabupaten Temanggung 65,97 | 67,07 | 67,60 | 68,34 | 68,83
6 | Kabupaten Wonosobo 65,20 | 65,70 | 66,19 | 66,89 | 67,81

Sumber: BPS, 2019
4). Kemiskinan
a. Presentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo
mengalami penurunan pada tahun 2018 . Tingkat kemiskinan pada tahun
2018 sebesar 17,52 % turun sebesar 2,74 % dibandingkan tahun 2017.
Sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut :

RKPD 2020 Kabupaten Wonosobo Bab II 1I-12



25,00 21,42

21,45 20.53 20.32
20,00 17,58
15,00
10,00
5,00

0,00
2014 2015 2016 2017 2018

Gambar 2.16 Presentase Garis Kemiskinan (Sumber: BPS, 2019)

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Wonosobo

Tahun 2014-2018 Sumber: BPS, 2019
*)dalam ribuan
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Gambar 2.17: Jumlah Penduduk Miskin (Sumber: BPS, 2019)

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo mengalami penurunan yang
cukup signifikan dari 165.800 jiwa menjadi 138.300 jiwa pada tahun 2018.
Penurunan jumlah penduduk miskin ini juga berimplikasi pada menurunnya
persentase penduduk miskin dari 21,42 menjadi 17,58 persen pada tahun 2018.
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Gambar 2.21 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan
Keparahan Kemiskinan (P2) Kab. Wonosobo Th 2014-2018
(Sumber data: BPS, 2019)

Pada periode tahun 2014-2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun.
Indeks Kedalaman dan keparahan Kemiskinan mengalami kenaikan tajam pada
tahun 2015. Dengan kenaikan sebesar 0,83 indeks kedalaman kemiskinan pada
tahun 2015 bergeser naik menjadi 4,74 sedangkan dengan indeks keparahan
kemiskinan yang mengalami penurunan menjadi 0,32 pada tahun 2015. Pada
periode 2 tahun berikutnya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan
meskipun melambat namun mengalami penurunan menjadi 0,06 untuk indeks
kedalaman kemiskinan dan 0,16 untuk indeks keparahan kemiskinan pada tahun
2018.

2.3.2. Aspek Layanan Umum
2.3.2.1. Layanan Urusan Wajib
1). Pendidikan

a. APM Jenjang SD - SMA

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang
berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang
sama. APM berfungsi untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat
waktu.

Tabel 2.20: Perkembangan APM Jenjang SD-SMP
Kab. Wonosobo Tahun 2014-2018

Capaian

No. | Indikator Kinerja 2014 | 2015 | 2016 2017 | 2018

1 | APM SD/ MI 95,21 | 94,23 | 95,49 98,18 | 98,57

2 | APM SMP/ MTs 74,89 | 75,71 | 81,03 76,55 | 75,97

Sumber: Dikpora, 2019
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Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar (APM SD) merupakan persentase
siswa dengan usia 7-12 tahun yang bersekolah di tingkat SD dibandingkan
dengan jumlah penduduk yang berusia 7-12 tahun. Perkembangan APM SD
mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2014 hingga 2018. Tahun 2014 nilai
APM SD hanya 95,21 meningkat menjadi 98,57 pada tahun 2018. Meskipun nilai
APM SD pada tahun 2015 sudah mencapai 94,23 kemudian mengalami
penurunan sebesar 0,69% pada tahun 2013. PePenurunan ini terjadi karena
banyak anak usia dibawah 7 tahun yang telah memasuki pendidikan SD dan
anak usia diatas 12 tahun yang masih duduk di bangku SD. Tahun 2015, APM
SD meningkat menjadi 94,23.

120

98,18 98,57
100 95,21 94,23 95,49
74,89 75,71 1,03 6,55 5,97
80
60
40
20
0
2014 2015 2016 2017 2018

®APM SD/ Ml m APM SMP/MTS

Gambar 2.22: Grafik APM SD dan SMP Kab. WonosoboTahun 2014-2018
(Dikpora, 2018)

Nilai APM SMP di Wonosobo cenderung mengalami kenaikan dari 74,89 pada
tahun 2014 menjadi 81,06 ditahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 mengalami
penurunan sebesar 4,48 persen sampai tahun 2018 mengalami penurunan lagi
sebesar 0,58 persen.

APM SMA/ SMK Kab.Wonosobo
Tahun 2014-2017
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Capaian APM SMA/ SMK cenderung mengalami penurunan yang
signifikan dari 37, 29 pada tahun 2014 menjadi 24,93 pada tahun 2017.

b. APK PAUD- SMA

Angka Partisipasi Kasar merupakan merupakan rasio jumlah siswa yang
sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk
kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut.

Angka Partisipasi Kasar Jenjang PAUD, SD dan SMP Kab. Wonosobo
Tahun 2014-2018

Perkembangan APK Jenjang PAUD, SD, SMP

120,00

110,30
100,00 96,00 96,31
80,00 79,00
60,00 9,03
40,00 9,00
20,00
0,00
2014 2015 2016 2017 2018
s APK SMP/MTs" APK SD/MI Series3

Sumber Dikpora, 2019

Angka Partisipasi Kasar PAUD di Kabupaten Wonosobo selama
kurun waktu 2014-2018 mengalami peningkatan dari 31,14% pada Tahun
2014 menjadi 79,00 % pada Tahun 2018. Kondisi ini menunjukkan bahwa
kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak meningkat.

Angka Partisipasi Kasar SMP juga mengalami kenaikan sebesar 0,93
pada tahun 2018. Meskipun pada tahun 2015 APK SMP mengalami
penurunan dari 109, 37 menjadi 103,92.

APK Sekolah Menengah merupakan perhitungan rasio jumlah siswa
berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan Sekolah
Menengah (SMA, MA dan SMK) terhadap jumlah penduduk kelompok usia
yang berkaitan dengan jenjang pendidikan Sekolah Menengah (SMA, MA dan
SMK). Tingkat perkembangan APK Sekolah Menengah (SMA, MA dan SMK) di
Kabupaten Wonosobo selama 4 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar
berikut:
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Perkembangan APK SMA Kab Wonosobo
Tahun 2014-2017
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Sumber: Dikpora Kab. Wonosobo 2018
c. Angka Partisipasi Sekolah

Perbandingan antara kelompok usia penduduk tingkat pendidikan
tampak bahwa APS anak usia tingkat pendidikan SD (7-12 tahun) lebih tinggi
dibandingkan APS usia SLTP (13-15 tahun). Pada tahun 2018 APS usia 7-12
tahun mencapai 106,79 persen dan APS usia SLTP sebesar 93,13 persen. APS
usia penduduk tingkat pendidikan SLTP yang lebih rendah dibanding APS usia
SD dapat dipahami karena kondisi geografis wilayah Kabupaten Wonosobo yang
berbukit-bukit dan sulit ditempuh dan juga jarak rumah ke sekolah tingkat
SLTP yang jauh, sehingga belum meliputi seluruh anak usia 13-15 tahun yang
ada.

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2014-2018

No Jenjang Pendidikan Tahun

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

1. | APS SD/MI/Paket A 95,21 | 95,69 | 97,26 | 99,50 | 106,79

2. | APS SMP/MTs/Paket B | 74,89 | 86,40 | 97,20 | 93,05 | 93,13

Sumber:Dikpora , 2019

d. Angka Putus Sekolah

Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Wonosobo Tahun 2014
— 2018 bisa dilihat pada table di bawah ini:
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Perkembangan Angka Putus Sekolah Usia 7-15 Tahun Kabupaten Wonosobo

2014-2018

No | Indikator Kinerja | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun
Pembangunan 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Daerah

1 | Angka Putus 0,1 0,08 0,18 0,05 0,07
Qalzalal QT

2 | Angka Putus 0,35 0,27 0,65 0,55 0,46
Sekolah SMP

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,2019

e. Angka Kelulusan (AL) SD/MI, SMP/MTS dan SMA

Angka Lulus menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan
pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Capaian Angka Lulus pada
Tahun 2014-2018 mengalami fluktuasi di semua jenjang pendidikan, sebagaimana
terlihat pada table berikut:

Angka Kelulusan sesuai Jenjang Pendidikan Kabupaten Wonosobo Tahun
2014-2018

No. Jenjang Pendidikan Tahun

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

1 | Angka Kelulusan(AL)SD/MI | 99,92 | 99,23 | 100 | 99,9 | 99,02

2 | Angka 99,25 | 100 |99,84 | 99,94 | 99,94
Kelulusan(AL)SMP/MTs

3 | Angka 99,42 | 96,98 | 99,87 | 99,96 | 99,92
Kelulusan(AL)SMA/SMK/MA

Sumber : Dikpora, 2019

Angka Kelulusan (AL) SD/MI, SMP dan SMA/SMK/MA mencapai nilai
tertinggi pada tahun 2017. AL SD pada tahun 2017 mencapai 99,9 %, SMP
mencapai 99,94 dan AL SMA sekitar 99,96%, nilai AL pada semua jenjang
kemudian terus menurun pada tahun 2018 AL SD dan AL SMA 99,92.

f. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) dari tahun ke tahun belum mencapai nilai
100%. Hal ini menunjukkan masih ada masyarakat Kabupaten Wonosobo yang
buta aksara. Angka Melek Huruf di Wonosobo mengalami penurunan sebesar 5,69
dari 99,87 di tahun 2014 menjadi 94, 18 di tahun 2018. Ada beberapa hal
penyebab capaian angka melek huruf belum mencapai 100%. Pertama, penduduk
yang telah melek huruf menjadi buta huruf kembali karena faktor usia mereka
tidak menggunakan kemampuan baca tulisnya untuk aktivitas sehari- hari.
Kedua, penduduk yang sudah berusia diatas 60 tahun sulit untuk diajarkan baca
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tulis.

Angka Melek Huruf 2014-2018 Penduduk Usia 15 tahun ke atas
Kabupaten Wonosobo

Tahun 2014 2015 2016 | 2017 | 2018
Capaian Melek Huruf 99,87 99,87 | 98,91 | 98,26 | 94,18

Sumber: LPPD Wonosobo, 2014-2018
2) Kesehatan
a. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah peluang kematian yang terjadi antara
saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia satu tahun, atau jumlah
kematian bayi (O - 12 bulan) per 1000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu
tahun. Perkembangan AKB Kabupaten Wonosobo ditunjukkan pada gambar sbb :

Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 - 2017

Angka Kematian Bayi 2014-2017

14

12,82
12

10 955 5,66

2014 2015 2016 2017

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2015 mengalami
peningkatan 0,11% menjadi 9,66 per 1000 kelahiran hidup dibanding pada tahun
2014 sebesar 9,55 per 1000 kelahiran hidup. Pada tahun 2016, angka kematian
bayi kembali meningkat cukup tajam 3,16% menjadi 12,82%. Angka ini kembali
turun di tahun 2017 sebesar 4,47% menjadi 8,35%. Angka Kematian Bayi adalah
jumlah kematian bayi (0 — 12) bulan per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun
waktu satu tahun. Kematian bayi disebutkan dalam berbagai penelitian salah
satu penyebab utamanya yaitu Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Jumlah
kasus BBLR di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2015 adalah 622 dari 13.044
kelahiran hidup sedangkan pada tahun 2014 jumlahnya hanya 542 dari 12.884
kelahiran hidup. Hal ini menunjukan bahwa terjadi peningkatan jumlah kasus
BBLR.

Pada beberapa penelitian menyebutkan bahwa ibu yang memeriksakan
kehamilannya kurang dari 4 kali berisiko untuk melahirkan BBLR 1,5 kali lebih
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besar bila dibandingkan dengan ibu yang memeriksakan kehamilannya 4 kali atau
lebih. Hal ini dapat digambarkan pada persentase cakupan kunjungan ibu hamil 4
kali yang mengalami sedikit p enurunan dari 89,92% pada tahun 2016 menjadi
89,50% pada tahun 2015.

b. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) adalah kematian perempuan pada
saat hamil atau melahirkan dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi
kehamilan, tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni
kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi
bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll. Perkembangan
AKI Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada gambar berikut

Angka Kematian Ibu Kabupaten Wonosobo

Tahun 2014-2017

140
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Sumber: Profil Kesehatan Kab. Wonosobo

Setelah mengalami penurunan yang cukup signifikan semenjak tahun
2013, tetapi pada tahun 2014 mengalami sedikit kenaikan sebesar 1,13 dan pada
tahun 2015 mengalami sedikit penurunan lebih rendah dari tahun 2013 mencapai
83,14.

c. Prevalensi Kekurangan Gizi Pada Balita

Prevalensi Kekurangan Gizi Pada Balita di Kabupaten Wonosobo Tahun
2014-2018 mengalami fluktuasi. Prevalensi Kekurangan Gizi pada Balita terendah
pada Tahun 2015 sebesar 1,74% dan tertinggi Tahun 2018 sebesar 2,75% .
Prevalensi Kekurangan Gizi pada Balita di Kabupaten Wonosobo Tahun 2014-
2018 dapat dilihat pada Tabel 2.24.
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Prevalensi Kekurangan Gizi Pada Balita Tahun 2014-2018 Kab.
Wonosobo

Indikator Capaian Kinerja

2014 | 2015 2016 2017 2018

Prevalensi Kekurangan 2,29% | 1,74 % | 2,56% | 2,44% | 2,75%
Gizi pada Balita

Sumber : LKPJ 2014-2018

Persentase gizi buruk di Kabupaten Wonosobo mengalami penurunan
dalam kurun waktu Tahun 2014 hingga Tahun 2017. Penurunan tersebut terjadi
karena berbagai upaya telah dilakukan diantaranya melalui pemberian makanan
tambahan dan perawatan kepada balita gizi buruk. namun kembali meningkat di
Tahun 2016 dan 2018. Peningkatan persentase gizi buruk bisa disebabkan oleh
pola asuh ibu terhadap anaknya, faktor ekonomi yang tidak mampu membeli
makanan bergizi dan dapat pula disebabkan oleh penyakit balita.

d. Prevalensi Stunting

Stunting adalah kekurangan gizi dalam jangka waktu lama, dimulai sejak
dalam kandungan. Paling menonjol adalah pada 1000 hari pertama kehidupan.
Hal ini bisa saja dimulai dalam masa penyiapan ibu hamil itu sendiri, yaitu remaja
yang kemudian menikah dan hamil maka ibu tsb akan mengalami KEK yang dapat
berakibat pada stunting anak. stunting bukan hanya gangguan pertumbuhan saja
tetapi juga gangguan kognitif, yaitu IQ di bawah rata-rata dan gangguan
metabolisme. Anak yang stunting di masa depan dapat berpotensi terjangkit
penyakit tidak menular. Prevalensi Stunting Kabupaten Wonosobo dapat dilihat
pada gambar berikut

Prevalensi Stunting Kab. Wonosobo
Tahun 2014-2018

19,20%

16,00% 16,85%
11,14%
9,69%
2014 2015 2016 2017 2018

Sumber: LKPJ 2015-2018

Berdasarkan gambar dilihat Prevalensi kasus stunting di Kabupaten wonosobo
mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 19,20% pada tahun 2017
menjadi 9,69 pada tahun 2018.
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e. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Sarana kesehatan seperti Puskesmas, Poliklinik maupun Puskesmas
Pembantu merupakan faktor penting dalam pembangunan kesehatan utamanya
berfungsi sebagai pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tersebar di pelosok.
Dengan tersebarnya sarana kesehatan sampai ke pelosok berarti memudahkan
jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Berikut ini disajikan tabel
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Capaian
Indikator

2014 2015 2016 2017 2018

Rasio Puskesmas,
Poliklinik, Pustu

1:10.000 | 1:10073 | 1:10073 | 1:11003 | 1:11003
Per Satuan

Penduduk
Capaian Indikator Cakupan Kesehatan
No | Indikator Kinerja 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Program
1 | Cakupan kunjungan 89,29 | 89.64 99,37 | 92,84
Ibu Hamil K4 90,27
2 | Cakupan komplikasi 111,87 | 123.13 | 100 100 100
kebidanan yang
ditangani
3 | Cakupan Persalinan 99,67 | 99.77 | 99,82 | 99,94 | 99,97

yang ditolong oleh
nakes yang mempunyai
kompetensi kebidanan

4 | Cakupan kunjungan 98,57 | 97.80 | 99.49 | 98,30 | 98,24
nifas lengkap (KFL)

5 | Cakupan Kunjungan 96,9 99.26 100 | 97,31 | 98,2
Bayi

6 | Cakupan Pelayanan 100 100 100 100 100

Gawat Darurat level 1
yang harus diberikan
oleh Sarana Kesehatan
(Rumah Sakit) di
Kab/Kota

7 | Cakupan Penemuan 100 23.47 | 23.47 | 99,1 78,63
Penderita Pneumonia
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Balita

8 | Cakupan 100 100 99,25 | 100 100
desa/kelurahan
Universal
Childlmmunization
(UCI)

9 | Cakupan pemberian 100 100 100 100 100
makanan pendamping
ASI balita usia 6-24
tahun darikeluarga
miskin

10 | Cakupan desa siaga 100 100 100 | 12,45 | 16,22
aktif strata mandiri

11 | Cakupan Balita Gizi 100 100 100 100 100
Buruk Mendapat
Perawatan

12 | Cakupan Penemuan 37,47 | 36.48 | 36.48 | 100 64,07
Pasien Baru TB BTA
Positif

13 | Cakupan Penderita 86 100 100 100 100
DBD yang ditangani

3) Sosial

Konsep pembangunan sosial dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas
kesejahteraan masyarakat yang memiliki komponen dasar yakni kecukupan
(sustenance), jati diri (self-esteem), serta kebebasan (freedom), Target
pembangunan sosial diarahkan pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Bidang Sosial mencakup 2 (dua) komponen penting yaitu Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS). Jumlah PMKS di Kabupaten Wonosobo yang terdiri dari 23 jenis PMKS
yaitu Anak Jalanan, Penderita Sakit Jiwa, Gepeng (Gembel dan Pengemis)
Jumah Penderita HIV/AIDS, Jumlah Pecandu Narkoba, Sarana Rehabilitasi
Sosial, Fakir Miskin, Bayi Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,
Komunitas Adat Terpencil, Penyandang Tuna, Penyandang Tuna Rungu,
Penyandang Tuna Wicara, Penyandang Tuna Wicara-Rungu, Penyandang Tuna
Daksa, Penyandang Tuna Grahita, Penyandang Cacat Jiwa, Penyandang Cacat
Ganda, Tuna Susila, Bekas Narapidana, Pengidap HIV/AIDS, dan Korban
Penyalahgunaan NAPZA, Selama tahun 2014-2018, jumlah anak jalana
mengalami penurunan, sedangkan jumalh penderita sakit jiwa, pecandu narkoba,
anak terlantar, penyandang tuna netra, pengidap HIV/AIDS, tuna susila dan
bekas narapidana cenderung meningkat, Untuk lebih jelasnya berikut gambaran
jumlah PMKS di Kabupaten Kabupaten yang tergambar dalam tabel berikut.
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Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Kab. Wonosobo Tahun 2014-2018

Penduduk rawan Sosial dan Tahun
Sarana

2014 2015 2016 2017
Anak Jalanan 13 39 44 14
Penderita Sakit Jiwa *) 47 76 55
Gepeng (Gembel dan 23 37 10 20
Jumlah Penderita HIV/AIDS 89 212 349 255
Jumlah Pecandu Narkoba *) 57 59 24 18
Sarana Rehabilitasi Sosial 15
Fakir Miskin 69.940 64028 88602 2774
Bayi Terlantar 682 355 19 675
Anak Terlantar 9.759 14996 965 4913
Lanjut Usia Terlantar 4.549 7823 1375 4027
Komunitas Adat Terpencil *)4.549 4
Anak Cacat 1466 260 292
Penyandang Cacat 3.660 3965 3339 1784

PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

N Indikator Kinerja Capaian Kinerja
° Pembangunan Daerah 2014 [2015 2016 2017 [2018
% PMKS yang memperoleh 32 42,84 26 39,57 | 69,45

bantuan sosial untuk
1 pemenuhan kebutuhan dasar

2 % PMKS terlayani jaminan 100 | 98,61 90 89,16 | 91,09
3 Jumlah panti social 14 17 17 17 17
Sumber : LKPJ 2014-2018

Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan sosial untuk pemenuhan
kebutuhan dasar meningkat dalam kurun waktu 2014 hingga 2018, Pada tahun
2014, persentase PMKS yang mendapat bantuan hanya 32%, pada tahun
2018 menjadi 69,45 %, Hal ini berarti ada 37,55% penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tidak mendapatkan bantuan.
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4) Ketenagakerjaan

Keadaan ketenagakerjaan di

Kabupaten Wonosobo pada tahun 2018

menunjukkan adanya perubahan, yaitu peningkatan/penurunan kelompok
penduduk yang bekerja dan penurunan/peningkatan tingkat pengangguran.
Jumlah angkatan kerja pada tahun 2018 sejumlah 588.242 jiwa atau naik
sejumlah 6.356 jiwa dibandingkan tahun 2017 sejumlah 422.200 jiwa.

Penduduk yang bekerja pada tahun 2018 naik sejumlah 22.092

jiwa

dibandingkan tahun 2017 menjadi sejumlah 426.625 jiwa. Sementara jumlah
penganggur pada tahun 2018 turun sejumlah 314 jiwa jika dibandingkan
keadaan tahun 2017, secara rinci dapat dilihat pada table berikut

Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 - 2018

No.| JemisKegiatan | o, an|2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Utama
1 Angkatan Kerja Ji 228 422 588
: wa 556 200 | 242
a.Bekerja Jiwa 409 404 426
389 533 625
b.Pengangguran . 19 17 17
Jiwa 167 667 | 353
9 Bukan Angkatan Jiwa 144 161 161
" | Kerja W 747 166 | 617
3 Tingkat Part1s.1pas1 % 74,75 72,37 | 72,53
Angkatan Kerja
Tingkat
4. | Pengangguran % 4,47 4,18 | 4,07
Terbuka
Pekerja Tidak .
S. Penuh Jiwa
a.Setengah Jiwa
Penganggur
b. Paruh Waktu Jiwa
Sumber : BPS Kab. Wonosobo

4) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan
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dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan
ketimpangan gender, Implikasi kebijakan pengarusutamaan Gender (PUG)
berpengaruh terhadap capaian IPG dan IDG, IPG merupakan indeks pencapaian
kemampuan dasar pembangunan manusia dalam dimensi yang sama dengan IPM,
namun lebih diarahkan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia
antara laki-laki dan perempuan, terutama pada indikator pembentuk UHH, rata-
rata lama sekolah, angka melek huruf, dan sumbangan dalam pendapatan kerja.

Perkembangan Capaian IPG dan IPG Kab. Wonosobo
Tahun 2014-2017

100
% 51 2,91 9+ 92,61
80
70
60
50 45:36 47-79 47,72 50,55
40
30
20
10

2014 2015 2016 2017
—0—I1PG IDG

Sumber: BPS, 2019

Tahun 2014 sebesar 92,51 meningkat menjadi 92,61 pada

Tahun 2017, Angka tersebut lebih tinggi dari rata- rata Jawa Tengah dengan IPG
91,89.Selama tahun 2014-2017 angka IDG cenderung naik yang menunjukkan
bahwa peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di Kabupaten
Wonosobo semakin besar dan berarti. Partisipasi pekerja perempuan di lembaga
pemerintah cukup tinggi yaitu berkisar antara 49,09 %, dengan kata lain
proporsi perempuan hampir seimbang dengan jumlah laki-laki yang ada di
lembaga pemerintah, Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan perempuan untuk
mengabdikan diri di lembaga pemerintah sangat terbuka dan berimbang.
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Perkembangan Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan
Anak Tahun 2014-2018

No Indikator Capaian

2014 2015 2016

1 Kasus Kekerasan Terhadap 133 107 90
Perempuan

2 Kasus Kekerasan Terhadap 79 71 71
Anak

Sumber : BKBPPPA, 2019

5) Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dengan jumlah penduduk sebanyak 773,280 pada tahun 2014, maka
penyenggaraan pelayanan kependudukan dan catatan sipil menjadi sangat
penting untuk dapat dikelola secara baik. Adapun kepemilikan akta KTP di
Kabupaten Wonosobo pada tahun 2014 hanya sekitar 85,68 % meningkat hingga
pada tahun 2018 sekitar 99,22%, Berikut secara lengkap disajikan data mengenai
kepemilikan administrasi kependudukan (KTP dan Akte Kelahiran) selama kurun
waktu tahun 2014-2018.

Capaian Indikator Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2014-
2018

No Indikator Tahun

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Kepemilikan KTP 85,68 88,52/ 91,57 | 72,54 | 99,22
2 | Kepemilikan Akta 71,76 79,03| 79,48 | 34,89 | 35,07
Kelahiran

Sumber: LPPD 2014-2018

Hal ini dapat ditunjukkan pada tabel di atas bahwa persentase kepemilikan
KTP pada tahun 2018 mengalami kenaikan hampir 10,78 persen apabila
dibandingkan perolehan pada tahun 2015.

6) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana
masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki
situasi dan kondisi diri sendiri, Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi
apabila warganya ikut berpartisipasi, Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai
"pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat
tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subyek, Disini
subyek merupakan motor penggerak, dan bukan penerima manfaat atau obyek
saja. Rukun Waga atau Rukun Tetangga (RW/RT) sebagai ujung tombak
pelayanan kepada masyarakat hendaknya didorong untuk lebih berperan dalam
penyelenggaraan proses pembangunan mulai dari perencanaan sampai dengan
evaluasinya, Selain RT/RW, PKK menjadi aktor lain yang juga perlu mendapat
perhatian, Jumlah tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
(PKK) aktif di Kabupaten Wonosobo selama periode 2014-2015 mengalami
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peningkatan, Jika pada tahun 2014 hanya 79,98% PKK yang aktif, maka di tahun
2018 capaian PKK aktif telah mencapai 100%. Selama periode 2014-2018,
Posyandu aktif di Kabupaten Wonosobo mengalami kesamaan dengan tahun-
tahun sebelumnya sebagaimana terangkup dalam berikut.

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Wonosobo
Tahun 2014-2018

No Indikator 2014 (201 2016 | 2017
PKK aktif 79,98 | 97,34 100 100
2 | Posyandu aktif 100 100 100 100

Sumber : LPPD, 2014-2018

7) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga merupakan penopang dasar perkembangan individu dalam
masyarakat, Semua aspek kehidupan berawal dari keluarga, Unggul dan kuatnya
individu dalam masyarakat pada awal selalu ditopang oleh institusi keluarga yang
baik, Keluarga yang bahagia dan sejahtera akan membentuk masyarakat
Kabupaten Wonosobo yang saling asih, bergotong dan terdorong untuk maju,
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan keluarga berencana dan
keluarga sejahtera salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai
berikut :

Capain Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera Tahun 2015-2018

No. Indikator Kinerja 2015 | 2016 2017 2018

1 CPR/ Contraceptive Prevalancy 80,90

Rate (Prevalensi Peserta KB aktif) 80,46 | 74,49 | 78,84

2 | Cakupan penyediaan informasi
data mikro keluarga di setiap

0,
desa/kelurahan 100% setiap 1001 100% ) 100} 100

tahun
3 Rasio petugas KB /desa 4,08 4,03 4,07 4,08
4 | Age Spesific Fertility Rate (ASFR)

15-19 68,67 65 64 | 68,67
5 Unmetneed 10,38 8,36 | 12,16 10,38

6 | Cakupan kepersertaan KB pada

PUS keluarga pra sejahtera 78,091 30,01 75,5 78,09

7 Persentase Peserta KB MKJP

(Metode Kontrasepsi Jangka 36,26 | 41,02 | 32,38 | 36,26
Panjang)
8 | Drop out KB 12,67 17,2 | 37,68 12,67

RKPD 2020 Kabupaten Wonosobo Bab II 1I-28



9 % Kepersertaan KB Pria 2,36 2,33 | 2,15 2,36

10 | Jumlah Kelompok Bina Keluarga

Balita (BKB) 412 432 432 412

11 | % anggota Bina Keluarga Balita

(BKB) ber-KB 84,93 | 87,36| 83,11 84,93

12 | Jumlah Kelompok Bina Keluarga
Remaja (BKR) yang terbentuk 235 233 235 235
dan terbina

13 | Jumlah Kelompok Bina Keluarga

Lansis (BKL) yang terbentuk dan 266 6 266 266
terbina

14 R:;:I—;altla; LISIa kawin pertama 1t9a,1’51z1 16,9 1t7a,}(:11l 19,57
p p tahun tahun

n n

15 | Rata-rata usia melahirkan 17,5 18,01
ertama perempuan tahu 17 | tahu 17,5
p p p n n tahun

16 | % Pasangan Usia Subur (PUS)
yang isterinya dibawah usia 20 2,29 5,12 1,89 2,29
tahun %

Sumber: LPPD 2014-2018

Berkaitan dengan hal di atas, dapat diketahui bahwa CPR/ Contraceptive
Prevalancy Rate (Prevalensi Peserta KB aktif) di Kabupaten Wonosobo tahun 2015
adalah 80,90 menurun menjadi 78,84 pada tahun 2018. Angka partisipasi KB
(CPR) yang selama 5 tahun mengalami fluktuasi dan cenderung turun disebabkan
karena pertambahan jumlah peserta KB tidak sebanding dengan pertambahan
pasangan usia subur, Menurut teori demografi jika angka TFR turun maka CPR
naik, namun kejadian di Kabupaten Wonosobo dengan angka TFR yang naik dan
CPR turun disebabkan karena jumlah pengguna KB jangka panjang terus
meningkat sehingga angka kegagalan KB menurun, Perkembangan penggunaan
metode kontrasepsi peserta KB sebagai berikut :

Peserta KB Menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2014-2018

No. Metode 2014 2015 2016 | 2017 2018
Kontrasepsi (%) (%) (%) (%) (%)
1 IUD 10,32 10,51 10,38 | 8.49 9,62
2 MOW 7,89 6,75 7,43 5.36 5,42
3 MOP 1,35 1,13 1,32 0.90 0,84
4 Kondom 1,05 1,2 1,17 1.25 1,5
5 Implant 20,95 | 22,64 | 21,91 | 17.64 20,38
6 Suntik 50,38 | 50,36 | 49,72 | 58.71 55,24
7 Pil 8,07 7,42 8,03 7.66 6,99

Sumber : LPPD 2014-2015
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8) Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan di bidang olahraga berkaitan erat dengan kualitas hidup
manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana
olah raga yang layak dan memadai menjadi salah satu perhatian penting
pemerintah.Perkembangan jumlah gedung olahraga per 1.000 penduduk dan
gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta) per 1.000 penduduk selama periode
2014-2018 dapat dilihat dalam Tabel berikut ini.

Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2014-2018

Capaian Kinerja

2014| 201 201 2017 | 2018
No. Indikator = a
1 | Jumlah 1,99 1,99 1,96 | 0,0024 0,025
Gelanggang/bal
ai remaja
/1.000
penduduk

2 | Jumlah 0,002 | 0,002 | 0,0052 1,81 1,92
lapangan
olahraga/1.000
penduduk

Sumber : LPPD 2014- 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa dalam kurun waktu
2014 hingga 2018, jumlah gelanggang atau bali remaja per 1.000 penduduk
mengalami penurunan dan lapangan olahraga/1.000 penduduk mengalami
kenaikan. Ini disebabkan karena turunnya jumlah penduduk di Kabupaten
Wonosobo.

9) Komunikasi dan Informatika

Teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini berkembang sangat
pesat menuntut kesiapan pengguna dalam hal ini Pemerintah Daerah dalam
memberikan layanan informasi yang mutakhir. Selain itu peningkatan kualitas
pengawasan dan pengevaluasian oleh publik, salah satunya ditempuh melalui
pemanfaatan e-government, Oleh karenanya sasaran utama dari program dan
kebijakan di bidang urusan komunikasi dan informatika diarahkan untuk
mencapai sasaran “ terinformasikanya hasil- hasil penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat dan swasta”
sehingga masyarakat dapat mengetahui, menilai dan memberikan masukan atas
jalannya pemerintahan dan pembangunan, baik menyangkut input, ouput,
outcome, benefit maupun impact yang dirasakan dari keluarnya suatu kebijakan.
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Capaian kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2014-

2018
Capaian Kinerja
Indikator IKK Rumus | 2014 2015 [2016 2017 | 2018
EKPPD

Web site milik Ada / tidak Ada ada ada
pemerintah ada ada
Adaerah
Pameran/expo Menunjuk 1 1 18

kan 1

Jumlah 0

pameran/e

Xpo per

Sumber: Dinas Kominfo, 2018

10) Kebudayaan

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah difungsikan untuk
mendukung festival seni dan budaya berbasis kearifan lokal ( Festival Drumband
Tingkat Nasional, Pelatihan dan Pelaksanaan Konser Bundhengan, Pentas tari
5000 topeng lengger serta Seminar Bundengan). Inventarisasi Cagar Budaya dan
Warisan Budaya Tak Benda dilaksanakan dengan pembuatan katalog cagar
budaya untuk fungsi inventarisasi dan dokumentasi cagar budaya sebagai salah
satu bentuk upaya pelestariannya. Penyelenggaraan Fasilitasi Seni (Penyuluhan
substansial dan teknikal, pemberian bantuan, bimbingan organisasi, kaderisasi,
promosi, penerbitan dan dokumentasi) diperlukan untuk lokakarya/penyuluhan
seni budaya, pemberian bantuan untuk pelaku seni, bimbingan organisasi,
penerbitan dan dokumentasi seni (bantuan penulisan naskah sejarah topeng
lengger, bantuan pembuatan videografi topeng lengger-bundengan dan sosialisasi
cagar budaya dan pemajuan kebudayaan daerah) serta bantuan kegiatan Harpi
Melati untuk Lokakarya Pakaian Pengantin Adat Wonosobo.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan
Tahun 2014-2018

Capaian Kinerja
No Indikator Kinerja
2014 | 2015|2016 | 2017| 2018
1 | Penyelenggaraan festival 38 38 6 60 75
seni dan budaya 0
2 | Jumlah sarana 10 11 2 568 208
penyelenggaraan seni 5 4
dan budaya
3 | Benda, Situs dan 48% | 48% 25% 29,87 67,4%
kawasan Cagar %
Budaya yang
dilestarikan

Sumber LPPD 2014-2018
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Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa penyelenggaraan
festival seni dan budaya di Kabupaten Wonosobo cenderung fluktuatif, tetapi
nilainya hampir sama. Tahun 2014, jumlah penyelenggaraan festival seni dan
budaya sekitar 38 dan meningkat menjadi 60 pada tahun 2016 dan 2017,
kemudian meningkat lagi pada tahun 2018 menjadi 75. Jumlah sarana
penyelenggaraan seni dan budaya tergolong meningkat dari 25 pada tahun 2016
menjadi 2084 pada tahun 2018. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang
dilestarikan di Kabupaten Wonosobo terus mengalami penurunan. Hal ini harus
menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Wonosobo, mengingat cagar
budaya sangat penting bagi ilmu pengetahuan dan sebagai bukti sejarah
Kabupaten Wonosobo.

11) Urusan Statistik

Menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, data adalah keterangan objektif
tentang suatu fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, maupun gambar
visual (images) yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang
sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpan lainnya,
Sedangkan, informasi adalah data yang sudah terolah yang digunakan untuk
mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta. Data dan informasi yang
dihimpun berhubungan dengan potensi dan kondisi daerah dan merupakan
bahagian penting demi hasil perencanaan yang baik dan komprehensif, Data dan
informasi yang berkualitas harus dijadikan rujukan bagi penentuan kebijakan
dan program sasaran yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Capaian
kinerja urusan Statistik tahun 2014-2018 dapat dilihat pada beberapa indikator
sebagai berikut:

Capaian Kinerja Urusan Statistik Berdasarkan IKK Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) 2014-2018

Capaian kinerja
No, Indikator 2014 | 2015 [2016 | 2017 | 2018
1, Buku Kabu}?’aten Ada ada ada Ada
dalam angka
2, |Buku PDR,,B Ada ada ada
Kabupaten
Ada

Capaian Kinerja Urusan Statistik Berdasarkan Indikator 2015-2018

Indikator Kinerja 2015 | 2016 |2017 | 2018

No Pembangunan Daerah

1 Jumlah publikasi
data/dokumen hasil

riset/kajian atau produk 4 1 1 2
administrasi yang diakui BPS
2 Persentase publikasi 10% 10% 100 100

data/dokumen hasil
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Indikator Kinerja 2015 | 2016 |2017 | 2018

Pembangunan Daerah

riset/kajian atau produk
administrasi yang diakui BPS

3 Persentase PD yang
memutakhirkan informasi 60% 33,33% 100 58,50
publik berkala

4 Persentase PD yang
menyediakan informasi publik 60% 65% 76,10
wajib setiap saat

5 Persentase Publikasi data/ 60% 65%

kajian wajib yang diupdate 100

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika 2018
12) Urusan Persandian

Urusan persandian adalah urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib
bagi seluruh pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, Dalam
pengaturannya secara jelas diamanatkan bahwa instansi pusat wajib melakukan
pembinaan dan pengawasan teknis kepada pemerintah provinsi, selanjutnya
pemerintah provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan kepada
kabupaten/kota di bawahnya, Selama ini di tingkat pusat, Lembaga Sandi
Negara sebagai instansi pemerintah yang bertugas di bidang persandian secara
aktif melakukan pembinaan persandian di lingkup nasional baik untuk
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota. Fungsi
Persandian untuk pengamanan informasi merupakan tantangan berat karena
SDM Persandian yang ada saat ini belum mempunyai kompetensi yang
mencukupi untuk mengamankan informasi berbasis IT, Adapun penjabaran
fungsi persandian pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo diarahkan pada : tata
kelola penjaminan keamanan informasi berklasifikasi; pengelolaan sumber daya
persandian; dukungan layanan operasional persandian untuk keamanan
informasi; dan pengawasan penyelenggaraan persandian untuk keamanan
informasi internal.

13) Urusan Perpustakaan

Perpustakaan daerah mempunyai peran sangat strategis dalam
meningkatkan taraf hidup masyarakat, sebagai wahana belajar sepanjang hayat
mengembangkan potensi masyarakat. Jumlah perpustakaan Kabupaten di
Wonosobo dalam kurun waktu 2014 hingga 2018 hanya satu, sedangkan
perpustakaan desa mengalami peningkatan, Tahun 2014 jumlah perpustakaan
desa hanya 67, sedangkan tahun 2017 meningkat menjadi 91, begitu juga dengan
perpustakaan sekolah yang meningkat 359 pada tahun 2014 menjadi 474 pada
tahun 2017, Hal ini mengindikasikan semakin banyak sekolah yang sadar akan
pentingnya perpustakaan.
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Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Wonosobo

Jenis Tahun

2014 2015 2016 2017
Perpustakaan Desa 67 68 72 91
Perpustakaan 359 360 474 474
Sekolah
Perpustakaan 21 21 30 36
Pondok Pesantren
Perpustakaan Umum 36 36 36 39
Lainnya
Perpustakaan Umum 21 21 21 23
Lainnya
Perpustakaan 1 1 1 1
Daerah
Perpustakaan Pribadi 2 2 2 4
Total/Wonosobo 485 773 615 645

Sumber : Data Sekotoral BPS, 2017

Jumlah pengunjung pada tahun 2014 mencapai 470.774, kemudian
menurun drastis pada tahun 2015 yang hanya 255.842. Koleksi buku yang
tersedia di perpustakaan daerah Kabupaten Wonosobo di tahun 2018 mencapai
65,05, Jika dibandingkan dengan tahun 2016, capaian ini mengalami
peningkatan, Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah pada tahun
2016 mencapai 0,062. Dari tabel di bawah dapat kita lihat bahwa pada tahun
2015 terjadi penurunan dalam jumlah judul buku yang tersedia maupun dari
jumlah buku yang tersedia dibanding pada tahun sebelumnya.

Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kab, Wonosobo Tahun 2014-2018

No| iIndikator Capaian Kinerja
2014 2015 2016 2017 2018
1 |Koleksi — buku | oo 0,45 | 0,62 65,05
yang tersedia di
perpustakaan
daerah
o | Pengunjung 255.842| 481.137365.658 |374.806
perpustakaan e

Sumber : LPPD 2014-2018
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14) Kearsipan

Bagi pemerintah daerah, arsip merupakan rekaman informasi penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan, bukti otentik, sumber informasi, memori
kolektif dan bahan pertangungjawaban, sehingga arsip merupakan bagian yang
terpenting dalam suatu organisasi pemerintah daerah, Tertib arsip merupakan
suatu keharusan bagi pemerintah daerah, Selain sebagai referensi, bukti kegiatan,
maupun pilar dalam proses administrasi, arsip juga merupakan bukti
akuntabilitas kinerja instansi kepada masyarakat baik dari sisi keberhasilan atau
kegagalan misi instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan. Capaian kinerja urusan kearsipan tahun 2014-2018 dapat dilihat
pada beberapa indikator sebagai berikut:

Capaian kinerja Urusan Kearsipan

Indikator Kinerja

Program (Outcome) 2014 ( 2015 | 2016 | 2017 | 2018

No

1 Pengelolaan Arsip 90 % | 82,50 90 50 90
Secara Baku

2 Kegiatan 3 10 9
Peningkatan
Kualitas SDM
Pengelola
Pengarsipan

Sumber: LKPJ 2014-2018

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa persentase SKPD yang telah
menerapkan pengelolaan arsip secara baku mengalami penurunan dari 90 persen
pada tahun 2014 menjadi 82,50 persen pada tahun 2015, tetapi kemudian naik
lagi menjadi 90 persen di tahun 2016

a. Layanan Urusan Pilihan
1) Urusan Pariwisata

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dari tahun 2014 hingga 2015
cenderung meningkat. Tahun 2014 kontribusi sektor pariwisata hanya 1,37%,
meningkat drastis pada tahun 2018 sebesar 29,12 % yang berasal dari sub sektor
hotel, restoran dan jasa hiburan/rekreasi. Jumlah kunjungan wisatawan
nusantara ke Kabupaten Wonosobo selama periode 2014-2014 meningkat tajam,
Lonjakan terbesar ada di tahun 2018, Pada tahun 2014 jumlah wisatawan
nusantara yang tercatat sebanyak 495.322 wisatawan, di tahun 2018 meningkat
menjadi 1.483.501 atau mengalami pertumbuhan sebesar 66,61%.
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Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kab. Wonosobo Tahun 2014-2018

. Capaian
Indikator 2014 | 2015 2016 2017 2018
Jumlah 495.322 | 869.791 | 1.121.575 | 1.009.432 | 1.483.501
kunjungan
Kontribusi 1,37 7,62 1,76 2,37 29,12
Sektor
Pariwisata

Sumber : LPPD 2014-2018

Jumlah Hotel dan Penginapan Tahun 2014-2017

Hotel 2014 2015 2016 2017
Bintang 3 2 2 2
Non Bintang 16 43 20 20

19 45 22 22

Sumber: Statistik Daerah, 2018

Jumlah hotel di Kabupaten Wonosobo terus mengalami penurunan, Hal ini
dikarenakan menurunnya hotel berbintang karena kurangnya pengunjung hotel,
selain itu meningkatnya jumlah homestay sekitar objek wisata Dieng juga
menjadi faktor turunnya jumlah hotel non bintang, Pada tahun 2015 jumlah
hotel sekitar 45 Namun tahun 2016 dan 2017 menurun drastis menjadi 22.

b. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Perencanaan

Pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam
undang undang No, 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional bahwasanya dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan
daerah mengamanatkan adanya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam
proses perencanaan pembangunan, selain itu mengemban juga dua misi utama di
dalamnya, Pertama, terciptanya penyelenggaraan pembangunan di tingkat daerah
yang partisipatif, Kedua, Pemerataan pembangunan di seluruh daerah dengan
mengoptimalkan kemampuan, prakarsa, kreativitas, inisiasi dan partisipasi
masyarakat, serta kemampuan untuk mengurangi dominasi pemerintah dalam
melaksanakan pembangunan dengan prinsip-prinsip good governance.

Capaian kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2015- 2018

No | Indikator Kinerja 2015 2016 | 2017 2018
Program

1 Persentase dokumen 70% 80% 96 100
perencanaan

pembangunan daerah
yang ditetapkan tepat
waktu

RKPD 2020 Kabupaten Wonosobo Bab II 1I-36



Persentase kesesuaian
Program dalam RKPD
dengan program dalam
RPJMD

85%

90%

84,70

90

Persentase kesesuaian
program dalam Renja
SKPD dengan program
dalam RKPD

70%

80%

100,00

100

Peringkat dan status
kinerja penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

2,8085
(tinggi)

>3
(sangat
tinggi)

2,93

3,06

Presentase OPD
menyusun dokumen
perencanaan (Renja OPD)
tepat waktu

70%

80%

100

100

Persentase serapan
kegiatan dan anggaran

86,78%

90%

85,74

90,89

Persentase aparat
perencana yang memiliki
sertifikat diklat
perencanaan

26%

30%

100

27,59

Persentase keterisian
format data dan informasi
dalam sistem informasi
pembangunan daerah

80%

100%

70

43

Persentase ketersediaan
data dan informasi
perencanaan
pembangunan daerah

DTD

100%

90

100

10

Persentase dokumen
perencanaan sosial
budaya yang
terimplementasi dalam
kegiatan OPD

75%

80%

80

100

11

Persentase kenaikan
produksi produk
unggulan dalam OVOP
dan ODOP

DTD

2%

2,7

12

Persentase Kenaikan
jumlah/jenis produk
unggulan dalam OVOP
dan ODOP

DTD

2%

14,29

20

13

Jumlah pengembangan
kawasan pedesaan
berbasis OVOP

50
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14 | Persentase dokumen 100,00 | 100,00
perencanaan wilayah dan
sumber daya alam yang
terimplementasi dalam
DED

15 | Persentase kenaikan 0 3% 1,00 5,08
Jumlah desa yg menjadi
pusat pertumbuhan

16 | Tingkat aksesibilitas 79,20 79,33 1,01 101,4
(panjang Jalan/ Luas
wilayah)

17 | Persentase kegiatan PD DTD 70% 8,54 85,00

yang sesuai dengan
perencanaan wilayah dan
sumber daya alam

18 | Persentase Panjang jalan 48,24% 52,8
kawasan perbatasan
dalam kondisi baik dan
sedang

19 | Persentase kecamatan 13% 27,50% 40 42
yang sudah memiliki
pemetaan detail rawan
bencana

20 | Persentase Desa Rawan 2% 5% 10,00 8
bencana yang terpasang
EWS (early warning
system)

21 | Persentase dokumen 12,5 25% 35,00 35
rencana kontinjensi yang
tersusun terhadap total
jenis bencana

22 | Rapor ketangguhan DTD baik Sedang | Baik
bencana

23 | Persentase dokumen jenis | 12,50% 27% 50,00 42
bencana yang sudah
tersusun dalam rencana
kontinjensi

Sumber: Buku LKPJ 2015-2018

2) Keuangan

Di era reformasi pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami berbagai
perubahan regulasi dari waktu ke waktu, Perubahan tersebut merupakan
rangkaian bagaimana suatu Pemerintah Daerah dapat menciptakan good
governance dan clean goverment dengan melakukan tata kelola pemerintahan
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dengan baik, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, Pengelolaan keuangan
daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,
efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel diimplementasikan
melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA) yang mendasarkan pada
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Capaian kinerja Urusan Keuangan
Pembangunan Tahun 2015-2018

NO | Indikator Kinerja 2015 2016 | 2017 2018
Program
1 | Opini BPK WDP WDP WTP Dalam
Proses
2 | Persentase Pelaporan 65% 100% 90 90

Capaian Kinerja dan
Keuangan Tepat

Waktu
3 | Predikat SAKIP C B B
4 | Persentase 75% 80% 100 100
tersedianya 7 layanan
informasi jasa

konstruksi tingkat
kabupaten pada
sistem informasi
pembinaan jasa
konstruksi (SIPJAKI)

5 | Persentase Pelaporan 100% 100% 100 100
Capaian Kinerja dan
Keuangan Tepat
Waktu

6 | %Ketepatan waktu 90% 100% 100 90
penyampaian laporan
keuangan dan kinerja
berdasarkan PP No 58
Tahun 2005

7 | % Ketepatan waktu 100% 100% 100 90
penyampaian laporan
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
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% SKPD yang
melaporkan inventaris
barang tepat waktu.

55%

70%

85

80

Persentase
kenaikanPAD

4,16%

4,16%

10,95

6.99

10

Rasio realisasi PAD

104,65%

100%

106

106.94

11

Persentase belanja
pegawai terhadap total
belanja

55%

menurun

43,9

39.01

12

Persentase Realisasi
Belanja Modal

47%

75%

64,39

77.33

13

Persentase Realisasi
belanja pemeliharaan
infrastruktur

DTD

100%

94,82

82.8

14

Persentase belanja
Modal Terhadap Total
Belanja Daerah

16,38%

meningkat

17,93

23.8

15

Persentase belanja
barang dan jasa
terhadap total belanja

14,16%

meningkat

19,21

22.2

16

Persentase realisasi
belanja barang dan
jasa

85%

90%

90,1

93.03

17

Rasio PAD terhadap
Total Pendapatan
Daerah

10,62%

12,18%

13,04

18

Rasio SILPA terhadap
Total Pendapatan
Daerah

13,32%

11,98%

15,3

14.97

19

Persentase
peningkatan BUMD
Berkinerja baik

70%

70%

70

70

20

Persentase Kontribusi
pendapatan BUMD
terhadap PAD

6,84%

6,91%

11,25

6.63

21

Persentase Realisasi
belanja barang /jasa
(eks BAU)

DTD

100%

78,29

100

22

Persentase Realisasi
belanja pelayanan
administrasi
perkantoran

DTD

100%

80

82.11
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23 | Persentase Realisasi DTD 100% 97,32 82.63
belanja pemeliharaan
sarpras aparatur

24 | Persentase aset DTD 75% 80 80
daerah dalam kondisi
baik

25 | Persentase realisasi DTD 90% 91,45 96.09
belanja modal sarpras
aparatur

Sumber: LKPJ 2015-2018

Berdasarkan tabel capaian inerja pembangunan daerah Urusan Keuangan di
atas dapat terlihat bahwa capaian persentase kenaikan PAD pada tahun 2011
hingga 2015 mengalami fluktuasi, yaitu dari dari 31,05 % pada tahun 2011
menjadi 4,16% pada tahun 2015, Sementara itu untuk capaian persentase
SKPD yang melaporkan inventaris barang tepat waktu juga mengalami
penurunan dari 100 % pada tahun 2011 menjadi 50% pada tahun 2015,
Rendahnya pencapaian indikator ini disebabkan oleh adanya perubahan SOTK
yang mulai berlaku pada tahun 2015 ini.

3) Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya Sumber Daya Aparatur
menjadi prioritas utama sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan
Pegawai Negeri Sipil yang profesional, Upaya yang dilakukan antara lain melalui
pendidikan dan pelatihan, pembelajaran lansung di tempat bekerja secara
informal, guna meningkatkan kompetensi seorang Pegawai Negeri Sipil, Undang
undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi pendorong
untuk merealisasikan terwujudnya Sumber Daya Manusia dalam hal ini Sumber
Daya Aparatur yang berkualitas, mempunyai Kompetensi di bidangnya,
profesional dalam bekerja serta berdaya saing tinggi dalam mengejar kualitas
kerja, Sehingga kedepannya pemerintah tidak akan ragu merancang program
khususnya sumber daya aparatur yang bermuara pada pemenuhan kebutuhan
dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Untuk meningkatkan
kompetensi Pegawai Negeri Sipil pastilah perlu pendidikan dan pelatihan baik
secara formal maupun informal yang tentunya berkaitan dengan penganggaran,
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengevaluasian, Sejauh ini
perencanaan terhadap peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai sudah
dilakukan antara lain pengadaan CPNS, pengiriman tugas belajar, bintek,
kursus, tes kompetensi, pembinaan disiplin, dan sebagainya.

Capaian kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Pembangunan Tahun 2015-2018

No. Indikator Kinerja 2015 | 2016 2017 2018
1 | Persentase capaian sasaran 80% 82% | 117% 115%
kinerja pegawai sesuai dengan
target
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2 | Persentase struktur jabatan dan | 95% | 93,96 | 89% 79%
eselonering yang terisi

3 | Persentase pejabat yang telah 60% | 73,08 | 120% | 124%
memenuhi persyaratan

pendidikan formal sesuai
dengan bidang tugasnya

4 | Persentase Pejabat yang telah 65% | 69,81 | 60% | 55,99%
memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan

5 | Persentase pegawai ASN yang 0,024 | 0,0009 | 0,08% | 0,10%
mendapat Hukuman Disiplin
(Berat, Sedang, Ringan)

Sumber: LKPJ 2015-2018

4) Urusan Penelitian dan Pengembangan

Pada dasarnya penelitian dan pengembangan harus berjalan seiring dan
sejalan dengan pembangunan termasuk di tingkat daerah. Hasil-hasil penelitian
dan pengembangan, secara valid harus mampu menopang seluruh kerangka
pembangunan. Kelitbangan terdiri dari kelitbangan utama dan pendukung dan
melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan. Kelitbangan utama di arahkan pada penelitian, pengkajian,
pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan.
Sedangkan kelitbangan pendukung dirahkan untuk peningkatan kapasitas
kelembagaan; penguatan ketatalaksanaan; peningkatan kapasitas sumberdaya
manusia; peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program; fasilitasi
inovasi daerah; pengembangan basis data kelitbangan; penguatan kerjasama
kelitbangan; dan pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun dan Realisasi
RPJMD sampai dengan Tahun 2018

Dalam penyusunan target RKPD 2018 didasarkan sebagaimana target RPJMD
sehingga semua target kinerja program RKPD 2018 sama dengan target RPJMD.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan RKPD
dan realisasi RPJMD sampai dengan 2018

a. Layanan Urusan Wajib
1) Urusan Pendidikan

Hasil evaluasi pencapaian kinerja urusan pendidikan tahun 2018 dari 37
indikator sebanyak 26 indikator telah tercapai, 8 indikator akan tercapai, dan
3 indikator perlu upaya keras.
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Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten WonosoboTahun 2018

2018
. : . Target
Indikator Kinerja %
No Program Capaian | Target | Capaian | Realisasi cs:a:;;sn (R;(.)J;VIID)
2017 2018 2018 Capaian 2%1 e
2018
1 APM SD 98,18 96,5 98,57 102,15 (0] 97,95
2 | APK SD 109,68 | 103,75 | 110,3 106,31 0 103,5
3 APM SMP 76,55 80,77 75,97 94,06 0 90
4 | APK SMP 99,24 | 100,18 | 110,3 110,1 0 100
5 Angka Partisipasi
sekolah penduduk usia 93,05 87,84 93,13 106,02 O 90
13-15 tahun
6 Angka Partisipasi
sekolah penduduk usia 99,5 97,01 106,79 110,08 0 99
7-12 tahun
7 ’gggka Putus Sekolah 0,05 0,064 0,07 109,38 0,04
8 | Angka Putus Sekolah 0,55 0,19 0,46 242,11 0,07
SMP
9 Rasio APK SMP
penduduk usia sekolah
20% penduduk 0,86 0,7 0,9 128,57 (0] 0,9
termiskin dibanding
20% terkaya
10 gggka Kelulusan (AL) 99,9 | 99,53 | 99,02 99,49 0 100
11| Angka Kelulusan (AL) 99,04 100 | 99,94 99,94 0 100
SMP
12 | Angka Melanjutkan
(AM) dari SD ke SMP 93,61 95,93 98 102,16 (0] 100
13 | Angka Melanjutkan
(AM) dari SMP ke 76,55 79,24 99,94 126,12 (0] 86,95
SMA/SMK
14 | Persentase ruang kelas
SD yang memenuhi o
standar nasional 75 74,8 80 106,95 (0] 88%
pendidikan
15 | Persentase ruang kelas
SMP yang memenuhi
standar nasional 80 80,8 82 101,49 (0] 88%
pendidikan
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16

Persentase indeks nilai
sikap siswa kategori
baik

98,18

79

98,25

124,37

85%

17

% PAUD formal yang
terakreditasi

60

35

62

177,14

80%

18

APK PAUD

59,03

42,36

79

186,5

49,9

19

Persentase SMK
minimal berakreditasi
B

61%

DTT

AAAA

70%

20

Persentase satuan
pendidikan non formal
terakreditasi

20

24

25

104,17

50%

21

Angka Melek Huruf
Penduduk 15-45 tahun

98,31

98,97

99

100,03

99,99

22

Persentase pendidik
SD dengan kualifikasi
pendidikan S1/D4 dan
bersertifikat pendidik

89,87

84,47

92,01

108,93

100

23

Persentase pendidik
SMP dengan
kualifikasi pendidikan
S1/D4 dan
bersertifikat pendidik

93,59

96,44

93,98

97,45

100

24

Persentase pendidik
PAUD dengan
kualifikasi pendidikan
S1/D4

48

52,8

98,11

60

25

persentase SD
berakreditasi B

95,85

87,2

96,87

111,09

95

26

Persentase SMP
Minimal Berakreditasi
B

75,49

83,5

76,7

91,86

90

27

Persentase SMA
minimal berakreditasi
B

87,5

82,4

87,5

106,19

85

28

Rata-rata Nilai Ujian
Sekolah SD

7,37

7,32

95,08

7,5

29

Rata-rata Nilai Ujian
Sekolah SMP

5,6

6,5

5,48

84,38

30

Rata - rata nilai ujian
sekolah SMA

5,1

6,4

DTT

AAAA

31

Persentase sekolah SD
yang menerapkan
sistem inklusi

1,24

1,36

228,68

2,6
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32 | Persentase sekolah
SMP yang menerapkan 2,77 2,2 14,56 661,82 (0] 5,4
sistem inklusi
33 | Persentase Sekolah
yang website memiliki 55% 45% 55% 122,22 (0] 75
aktif
34 | Rasio Guru / Murid
SD (jumlah guru PNS
SD per 1000 murid 42,71 39,71 42,71 107,55 (0] 35
SD)
35 | Rasio Guru / Murid
SMP (jumlah guru PNS
SMP per 1000 murid 40,57 34 40,57 119,32 (0] 32
SMP)
36 | Rasio Guru/ Murid
SMA (jumlah guru PNS
SMA per 1000 murid 82,3 38 DTT AAAA 32
SMA)
37 | Persentase Sekolah
Ramah Anak 2 6 7,69 128,17 (0] 20
0 Telah Tercapai Realisasi capaian sudah > 100
%
o Akan tercapai Realisasi capaian >80%-
99,99%
Perlu Perhatian Realiasasi capaian >40% dan
(X
<80%
AAAA Perlu Kerja Keras Realisasi capaian < 40%

Pada Tahun 2018 Presentase PAUD formal yang terakreditasi mengalami
peningkatan 2% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka Partisipasi Kasar
jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) meningkat dari 59,03 menjadi 79,00 di
tahun 2018.

Pada jenjang SD APM meningkat dari 98,18 menjadi 98,57 pada tahun
2018 dan pada jenjang SMP/MTs APM menurun 0,58 % dari tahun sebelumnya
menjadi 76,55. Ini di sebabkan karena masih ada siswa yg usianya 12 dan 16 yg
masih sekolah di SMP. Angka Partisipasi sekolah yang menunjukkan jumlah anak
usia sekolah yang sedang mengenyam pendidikan juga mengalami peningkatan
dari 99,50 menjadi 106,97 pada tahun 2018 sedangkan angka partisipasi sekolah
usia 13-15 juga mengalami peningkatan sebesar 0,6% di tahun 2018. Pada tahun
2017 angka putus sekolah usia SD adalah sebesar 0,05 dan meningkat menjadi
0,07 pada tahun 2018, sedangkan untuk usia SMP angka putus sekolah sebesar
0,46 menurun dibandingkan tahun 2017. Capaian Angka Lulusan SD menurun
dari 99,9 menjadi 99,02 di tahun 2018. Angka Melanjutkan SD ke SMP meningkat
sebesar 4,39 di tahun 2018 kemudian Angka Melanjutkan SMP ke SMA juga
mengalami peningkatan yang signifikan yang pada tahun 2017 sebesar 76,55
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menjadi 99.94. Pada tahun 2018 persentase ruang kelas SD yang memenuhi
standar nasional pendidikan sebesar 80% sedangkan pada tingkat SMP 82%. Dari
sisi tenaga pendidik, persentase tenaga pendidikan dengan kualifikasi pendidikan
DIV/S1 dan bersertifikat pendidik pada tingkat SD mengalami peningkatan dari
89,87 % pada tahun 2017 menjadi 92,01 % pada tahun 2018 dan untuk tingkat
SMP mengalami peningkatan 0,28%.

2) Urusan Kesehatan

Hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan tahun 2018 adalah dari 74
indikator sebanyak 53 indikator telah tercapai, 17 indikator akan tercapai, dan 4
indikator perlu upaya keras.

Capaian kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Wonosobo Tahun 2018

Indikator
Kinerja
Program

Capaian
2017

2018

Target
2018

Capaian

2018

%
Realisasi
Capaian
2018

Status
capaian
2018

Target
RPJMD
2021

Cakupan
kunjungan
Ibu Hamil K4

89.37%

91.78%

92.84%

101.15%

o

95

Cakupan
komplikasi
kebidanan
yang
ditangani

100.00
%

100.00
%

100.00%

100.00%

100%

Cakupan
Persalinan
yang ditolong
oleh nakes
yang
mempunyai
kompetensi
kebidanan

99.94%

99.82%

99.97%

100.15%

100%

Cakupan
kunjungan
nifas lengkap
(KFL)

98.30%

98.68%

98.24%

99.55%

100%

Cakupan
peduduk yang
memiliki
jaminan
kesehatan

57,78

67,27

77,10

114,6

80%

Prosentase
puskesmas
melaksanaka
n

100%

100%

100%

100.00%
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Indikator
Kinerja
Program

Capaian
2017

2018

Target
2018

Capaian

2018

%
Realisasi
Capaian
2018

Status
capaian
2018

Target
RPJMD
2021

pemeriksaan
dan
surveilans
jamaah haji

Cakupan
Kunjungan
Bayi

97.31%

99.65%

98.20%

98.54%

100%

Angka
kelangsungan
hidup bayi

91.65%

99.42%

99.16%

99.74%

99.25%

Cakupan
pelayanan
kesehatan
anak balita

77.72%

100%

92.60%

92.60%

100%

10

Persentase
ketersediaan
obat dan
vaksin di
puskesmas

100%

94%

96%

102.13%

100%

11

Persentase
penggunaan
obat rasional
di puskesmas

97.61%

55.20%

92.67%

167.88%

75%

12

Rasio
kebutuhan :
ketersediaan
obat

01:00.7

01:00,7

1:0.7

100.00%

1.01

13

Persentase
pelayanan
kefarmasian
sesuai
standar

54.20%

51.76%

50.00%

96.60%

67%

14

Persentase
apotek, toko
obat, dan
toko alat
kesehatan
yang memiliki
izin.

98.20%

94%

90%

95.74%

100%

15

Ratio bed

rawat inap
per satuan
penduduk

4,21180
56

4,1423
611

1:5624

100.00%

100%
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Indikator
Kinerja
Program

Capaian
2017

2018

Target
2018

Capaian

2018

%
Realisasi
Capaian
2018

Status
capaian
2018

Target
RPJMD
2021

16

Rasio
Puskesmas,
poliklinik,
pustu per
satuan
penduduk

11.003

10.045

1:
11.003

90,46%

1:10.000

17

Persentase
puskesmas
yang memiliki
sarana dan
prasarana
sesuai
standar

54,17%

58%

70.83%

122.12%

100%

18

Indeks
Kepuasan
Pelanggan
Pelayanan
Kesehatan
Rawat Jalan

97.22%

76.98%

98.8%

128.35%

90%

19

Indeks
Kepuasan
Pelanggan
Pelayanan
Kesehatan
Rawat Inap

83.89%

86.10%

90.79%

105.45%

90%

20

Angka
Kematian
BBLR
(1.500¢gr -
2.500 gr) di
Rumah Sakit

0.00%

3.70%

3.58%

103,2432
432

3.70%

21

Ketersediaan
Obat di
Rumah Sakit

99%

98.40%

99.00%

100.61%

99%

22

Lama Tunggu
Pelayanan
Rawat Jalan

55.19

70
menit

60 menit

116.67%

60 menit

23

Lama Tunggu
Pelayanan
Obat

61

23

menit

40 menit

26,09

15 menit

24

Bed
Occupancy
Ratio/
Tingkat
pemakaian
bed pasien di

81.90%

66.68%

89.82%

94,33

75%
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Indikator
Kinerja
Program

Capaian
2017

2018

Target
2018

Capaian

2018

%

Realisasi
Capaian
2018

Status
capaian
2018

Target
RPJMD
2021

RS

25

Cakupan
Ketersediaan
Fasilitas
Gedung
Ruang
Pelayanan

83%

84%

85%

101.19%

90%

26

Baku Mutu
Limbah Cair:
COD
(Chemical
Oxygen
Demand)

65

86,66
gr/lt

70.83
gr/lt

100%

80 gr/lt

27

Jumlah
Puskesmas
Yang minimal
memiliki lima
jenis tenaga
kesehatan

12

12 150.00%

15

28

Rasio dokter
per satuan
penduduk
(per 10.000
penduduk)

1,82:
10.000

1,76 :
10.000

1,64:
10.000

93, 18%

02:10.000

29

Cakupan
Pelayanan
Gawat
Darurat level
1 yang harus
diberikan oleh
Sarana
Kesehatan
(Rumah Sakit)
di Kab/Kota

100%

100%

100%

100.00%

100%

30

Persentase
Puskesmas
Terakreditasi

70.83%

60%

100%

166.67%

100%

31

Persentase
kasus gawat
darurat yang
ditangani
dengan
SPGDT
(Sistem
Penanganan

100%

100%

100%

100.00%

100%
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Indikator
Kinerja
Program

Capaian
2017

2018

Target
2018

Capaian

2018

%
Realisasi
Capaian
2018

Status
capaian
2018

Target
RPJMD
2021

Gawat
Darurat
Terpadu)

32

Prosentase
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
yang memiliki
Ijin
Operasional

87.20%

97.78%

82.00%

83.86%

100%

33

Cakupan
Jaminan
Kesehatan
Masyarakat
Miskin

70.18%

91.04%

87,75

96,39%

95%

34

Penanganan
penderita TB
sesuai
standar

100

100

100

100.00%

100

35

Prevalensi
HIV (persen)

0.06%

<0,5%

0,01%

100%

<0,5%

36

Cakupan
Penemuan
Penderita
Pneumonia
Balita

99.10%

25.98%

79,83%

100%

30%

37

Persentase
kasus DBD
ditangani

100%

100%

100%

100.00%

100%

38

Angka
kesakitan
DBD per
100.000
penduduk

2.09

<25

5.2

100.00%

39

Persentase
penemuan
penderita
diare

83.07%

48.02%

73,74%

152,1%

50%

40

Persentase
anak usia O-
11 bulan yang
mendapat
imunisasi

96.86%

98.38%

100.00%

101.65%

98.50%
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Indikator
Kinerja
Program

Capaian
2017

2018

Target
2018

Capaian

2018

%
Realisasi
Capaian
2018

Status
capaian
2018

Target
RPJMD
2021

dasar lengkap

41

Cakupan
desa/kelurah
an Universal
Childlmmuniz
ation (UCI)

100.00
%

100%

100%

100.00%

100%

42

Penemuan
kasus AFP
Non polio per
100.000
penduduk
usia < 15
tahun

4.75

3,89

100.00%

43

Persentase
Kejadian Luar
Biasa (KLB)
penyakit yang
dilakukan
penanggulang
an < 24 jam
(persen)

100%

100%

100%

100.00%

100%

44

Angka
kesakitan
malaria
(API/ 1000
penduduk)

0.01%

<0,7

0,03

100.00%

<0,7

45

Persentase
penanganan
penderita
malaria

100%

100%

100%

100.00%

100%

46

Persentase
kasus
filariasis yang
mendapat
pengobatan

50%

100%

100%

100.00%

100%

47

Persentase
cakupan
penemuan
kasus baru
kusta tanpa
cacat

26%

87.20%

26,67%

30.58%

95%

48

Prevalensi
tekanan
darah tinggi
(persen)

8.70%

23,4%

9.00%

100%

< 23,4%
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Indikator
Kinerja
Program

Capaian
2017

2018

Target
2018

Capaian

2018

%

Realisasi
Capaian
2018

Status
capaian
2018

Target
RPJMD
2021

49

Persentase
perempuan
usia 30-50
tahun yang
dideteksi dini
kanker
serviks dan
payudara

1.89%

2.50%

2,78%

111,2

4%

50

Prevalensi
obesitas
penduduk
usia 18+
tahun
(persen)

8.40%

15,4%

7,60%

100%

< 15,4%

51

Persentase
merokok
penduduk
usia < 18
Tahun

2.90%

< 5,90/0

6,30%

92.06%

< 5,9%

52

Presentase
penderita
ganguan jiwa
bebas pasung

97.70%

96.20%

99,46%

103.39%

98%

53

Prevalensi ibu
hamil kurang
energi kronik
(KEK)

18.82%

11.15%

12,30%

90.65%

10%

54

Persentase
ibu hamil
KEK yang
mendapat
makanan
tambahan

79.58%

65%

56,60%

87.08%

75%

55

Persentase
bayi usia
kurang dari 6
bulan
mendapat ASI
Eksklusif

76.40%

64.37%

77,14%

119.84%

67.50%

56

Prevalensi
bayi dengan
Berat Badan
Lahir Rendah
(BBLR)

3.84%

4.22%

5,31%

79.47%

3.50%
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Indikator
Kinerja
Program

Capaian
2017

2018

Target
2018

Capaian

2018

%

Realisasi
Capaian
2018

Status
capaian
2018

Target
RPJMD
2021

57

Persentase
anak balita
gizi buruk
yang
mendapatkan
perawatan

100%

100%

100,00%

100%

100%

58

Prevalensi
Stunting
(pendek dan
sangat
pendek) pada
anak baduta
(bawah 2
tahun)
(persen)

19.20%

16.11%

9.69%

100.00%

15%

59

Cakupan
pemberian
makanan
pendamping
ASI balita
usia 6-24
tahun
darikeluarga
miskin

100%

100%

100%

100%

100%

60

Prevalensi
Kekurangan
Gizi
(underweight)
pada anak
balita
(persen)

2.44%

1.76%

2.75%

64%

1.1

61

Persentase
Balita /Gizi
Kurang dari
keluarga
miskin yang
tertangani

100%

100%

100%

100%

100%

62

Persentase
Balita Gizi
buruk dari
keluarga
miskin yang
tertangani

100%

100%

100%

100%

100%

63

Cakupan desa
siaga aktif
strata mandiri

12.45%

8.28%

16.22%

195.89%

13.20%
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Indikator
Kinerja
Program

Capaian
2017

2018

Target
2018

Capaian

2018

%

Realisasi
Capaian
2018

Status
capaian
2018

Target
RPJMD
2021

64

Cakupan
rumah tangga
sehat (persen)

58%

74.60%

72.30%

96.92%

80%

65

Prosentase
posyandu
dengan strata
mandiri

36.97%

24%

44.71%

186.29%

30%

66

Persentase
makanan di
kantin
sekolah dan
industri
rumah tangga
yang
memenuhi
syarat

74.56%

55%

76,28%

138.69%

80%

67

Persentase
industri
rumah tangga
pangan yang
memiliki
sertifikat
produksi
pangan (SPP-
IRT)

81.08%

86%

80,76%

93.90%

90%

68

Jumlah
desa/kelurah
an yang
melaksanaka
n Sanitasi
Total Berbasis
Masyarakat
(STBM)

4 133.33%

69

Persentase
Desa ODF

12.07%

18.60%

14.71%

79.08%

38%

70

Persentase
Tempat-
Tempat
Umum (TTU)
yang
memenuhi
syarat
kesehatan

71.60%

71.69%

72.14%

100.63%

90%
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2018

Indikator
Kinerja
No Program

Capaian % Target
21817 Target | Capaian Status RPJMD

Realisasi capaian 2021

Capaian
2018 2018 2018 2018

71 | Persentase
Tempat
Pengolahan
Makanan
(TPM) yang
memenuhi
syarat
kesehatan

55.80% 55% 65.92% | 119.85% (0] 70%

72 | Persentase
fasilitas
pelayanan
kesehatan
ramah
lingkungan

60.00% 65% 96.6% 148.61% (0} 100%

73 | Persentase
ruta miskin
berakses
sanitasi layak

56% 65.00% | 58,47% 90% O 80%

74 | Cakupan
Pelayanan
Kesehatan
Lansia

87,36% | 99.82% | 86.00% 86.16% O 89

Sumber : Dinas Kesehatan dan RSUD Setjonegoro, 2018

Telah Tercapai Realisasi capaian sudah > 100
o %
o Akan tercapai Realisasi capaian >80%-
99,99%
Perlu Perhatian Realiasasi capaian >40% dan
00
<80%
AAAA Perlu Kerja Keras Realisasi capaian < 40%

Capaian kinerja yang telah melebihi target yaitu cakupan persentase kasus
Filariasis yang mendapat pengobatan, kunjungan ibu hamil k4, cakupan
komplikasi kebidanan yang ditangani, Indeks kepuasan pelanggan pelayanan
kesehatan rawat jalan dan rawat inap, cakupan pelayanan gawat darurat level 1
yang harus diberikan oleh sarana kesehatan (rumah sakit), prosentase
puskesmas terakreditasi, prosentase kasus gawat darurat yang ditangani dengan
SPGDT (Sistem Penanganan Gawat Darurat), penanganan penderita TB sesuai
standar, persentase kasus DBD ditangani, persentase anak usia 0-11 bulan yang
mendapat imunisasi dasar lengkap, cakupan desa/kelurahan Universal Child
Immunization (UCI), persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit yang
dilakukan penanggulangan < 24 jam (persen),persentase penanganan penderita
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malaria, persentase kasus filariasis yang mendapat pengobatan, persentase
perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara,
persentase anak balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan, cakupan
pemberian makanan pendamping ASI balita usia 6-24 tahun dari keluarga miskin,
persentase Balita /Gizi kurang dari keluarga miskin yang tertangani, prosentase
posyandu dengan strata mandiri. Itulah prestasi yang tetap harus dipertahankan
bahkan untuk ditingkatkan realisasi capaianya pada tahun 2019.

Sedangkan yang belum sesuai realissasi capaian tahun anggaran 2018 yang perlu
perhatian khusus adalah: persentase apotek, toko obat, dan toko alat kesehatan,
fasilitas pelayanan kesehatan yang belum memiliki izin operasional,puskesmas
yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar, cakupan Jaminan Kesehatan
Masyarakat Miskin, cakupan penduduk yang memiliki jaminan kesehatan,
persentase desa ODF, persentase merokok penduduk usia < 18 tahun,prevalensi
Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah 2
tahun),prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK),prevalensi kekurangan
gizi (underweight) pada anak balita dan prevalensi HIV/AIDS.

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Berdasarkan Indikator RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2018

2018
Indikator

Nama Capaian

No Kinerja 2017 Target | Realisasi

% Realisasi
Program Program
g 2018 2018

Capaian

2018 Status Capaian

Persentase
panjang jalan
kabupaten 50,339 58,500 42,04 71,86

kondisi baik

dalam XY

Persentase
panjang jalan
kabupaten
dalam
kondisi
sedang

Program
Pembangu
1 | nan Jalan
dan

29,17 64,255 26,17 40,73 ooe

Jembatan Persentase

jumlah
jembatan
kondisi baik

74,473 | 70,415 73,77 104,76 0

Persentase
KSCT yang
terbangun
jalan lingkar

28% 20% DDT AAAA

Tingkat
Program
Rehabilita | Xemantapan 74,441 65 66,82 102,80 (0}
si/ jalan
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Nama
Program

Pemelihar
aan Jalan
dan

Jembatan

Indikator
Kinerja
Program

Capaian
2017

2018

Target
2018

Realisasi
2018

% Realisasi
Capaian
2018

Status Capaian

Persentase
Panjang jalan
yang
dilakukan
pemeliharaan
rutin per
tahun

8,006

5,06

63,25

Persentase
jembatan
kondisi
rusak yang
direhabilitasi
per tahun

9,091

20

15,15

75,75

Program
Inspeksi
3 | Kondisi
Jalan dan
Jembatan

Rasio ruas
jalan yang
telah
dilakukan
inspeksi/pe
meriksaan
rutin

1,000

0,675

148,15

Rasio
jembatan
yang telah
dilakukan
inspeksi/pe
meriksaan
rutin

1,000

100

Persentase
panjang jalan
yang dileger

DTT

AAAA

Program
Tanggap
4 | Darurat
Jalan dan
Jembatan

Rasio
Panjang jalan
rusak akibat
bencana
yang
direhabilitasi

1,000

0,9000

DTT

AAAA

Rasio
Jumlah
jembatan
rusak akibat
bencana
yang
direhabilitasi

DTT

AAAA

Program

5 | Pembangu
nan
Saluran

Rasio
drainase
jalan kondisi
baik dan

0,969

0,685

DTT

AAAA
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2018
Nama Inc}ikat.or Capaian % Realisasi
No Program Kinerja 2017 Target | Realisasi o Seaisasi
Program 2018 2018 Capaian .
2018 Status Capaian
Drainase/ | sedang
Gorong-
gorong Persentase
panjang
drainase 68,500 DTT AANAA
perkotaan
kondisi baik
Program
Pengemba
ngan dan
Pengelolaa | Persentase
n jaringan
6 | Jaringan Irigasi 66,726 72,535 68,78 94,82 0
Irigasi, Kabupaten
Rawa dan | kondisi baik
Jaringan
Pengairan
lainnya
Persentase
penduduk
yang
mendapatka 89,333 92,670 92,87 100,22 (0}
n akses air
minum yang
layak
Persentase
satuan
permukiman
(RW) yang 28,082 2,850 3,48 122,11 (0)
Program memiliki
Pengemba | [PAL
ngan komunal
Kinerja
7 | Pengelolaa | Persentase
n Air desa yang 73,885 | 71,000 50,94 71,75 eee
Minum memiliki
dan Air BPSPAM
Limbah
Persentase
penduduk
yang
terlayani 20,73 23,07 111,29 (0}
sistem air
limbah yang
memadai
Persentase
penduduk 52,667 | 74,200 | 58,81 79,26 oo
berakses
sanitasi
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Nama
Program

Indikator
Kinerja
Program

Capaian
2017

2018

Target
2018

Realisasi
2018

% Realisasi
Capaian
2018

Status Capaian

Program
Lingkunga
n Sehat
Perumaha
n

Persentase
KK ber akses
sanitasi
layak

44,51

32,05

72,01

Persentase
Kawasan
Kumuh
perkotaan

1,860

0,199

0,5

39,8

AAAA

Persentase
berkurangny
a luasan
permukiman
kumuh di
kawasan
perkotaan

12,71

8,50

77,04

906,35

Program
Perencana
an Tata
Ruang

Persentase
Tersedianya
informasi
mengenai
rencana tata
ruang (RTR)
wilayah
kabupaten
beserta
rencana
rincinya
melalui peta
analog dan
peta digital

78,96

84,38

DTT

AAAA

Persentase
RDTR yang
dilegalisasi

AAAA

10

Program
Pemanfaat
an Ruang

Persentase
luas
permukiman
yang tertata

82,50

DTT

AAAA

Persentase
peta RDTR
yang
direkomenda
si BIG

25

AAAA

11

Program
Pengelolaa
n Ruang
Terbuka
Hijau
(RTH)

Rasio Ruang
Terbuka
Hijau per
satuan luas
wilayah (ber-
HPL/HGB)

0,00

0,292

DTT

AAAA
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2018
Indikator

Nama Capaian

No Kinerja 2017 Target | Realisasi

% Realisasi
Program Program
£ 2018 2018

Capaian

2018 Status Capaian

Persentase
luas RTH
perkotaan
per luas
wilayah
perkotaan

105,83 39,390 DTT AAAA

Persentase
tersedianya
luasan RTH
publik
sebesar 20%
dari luas
wilayah
perkotaan

100,00 80 DTT AAAA

Rasio
Bangunan/
Rumah yang

dengan
pemanfaatan
ruang

Program
Pengendal
12 | ian

tidak sesuai 0,00 26 DTT AAAA

Pemanfaat

Persentase
an Ruang

jumlah Izin
mendirikan
Bangunan
(IMB) yang
diterbitkan

0,49 22,5 5,83 25,91 AAAA

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2018

Keterangan Status Capaian:

(0] Telah Tercapai Realisasi capaian sudah > 100 %
[ Akan tercapai Realisasi capaian >80%- 99,99%
oo Perlu Perhatian Realiasasi capaian >40% dan <80%
AAAA Perlu Kerja Keras Realisasi capaian < 40%

Indikator kinerja program untuk prosentase panjang jalan kabupaten dalam
kondisi baik tercapai sebesar 42,04% lebih rendah dibandingkan dengan target
capaian RPJMD tahun 2018 sebesar 58,50%. Pada tahun 2018 Pemerintah
Kabupaten Wonosobo juga masih memprioritaskan pembangunan beberapa ruas
jalan strategis guna mendukung Dieng sebagai Kawasan Strategis Pariwisata
Nasional (KSPN). Sedangkan indikator kinerja program untuk prosentase daerah
irigasi dalam kondisi baik mencapai 68,78% dari target sebesar 72,535% atau
terjadi selisih sebesar 3,755%. Hal tersebut salah satunya disebabkan kondisi
geografis dan topografis Kabupaten Wonosobo yang sebagian besar mempunyai
tekanan air yang besar sehingga menggerus bangunan serta mengurangi umur
teknis bangunan air dan jaringan irigasi.
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Dalam bidang sanitasi, persentasi penduduk dengan sanitasi layak masih sangat
rendah sehingga kedepan membutuhkan perhatian dan kerjasama semua pihak
untuk meningkatkan akses sanitasi.

Pada program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah,
indikasi kinerja program untuk persentase penduduk yang mendapatkan akses air
minum yang layak telah mencapai 92,87%. Dalam kaitannya dengan indikator
kinerja program untuk persentase RDTR yang dilegalisasi serta direkomendasi
BIG, masih belum ada peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu capaian masih
0%. Dari keseluruhan RDTR yang diamanatkan oleh Perda RTRW Kabupaten
Wonosobo, baru tersusun 13 naskah studi RDTR Kecamatan, yang mana hasilnya
belum memenuhi persyaratan teknis yang dibutuhkan. Secara umum penyusunan
RDTR di Provinsi Jawa Tengah masih menemui kendala, hingga tahun 2018 belum
ada satupun Kabupaten/Kota yang berhasil menetapkan perda RDTR.

4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Berdasarkan Indikator RKPD Tahun 2018

ry——" i o ry——"
Indikator Kinerja Rea11§351 Target Real1§a51 % Real.l sasl Status
No. | program (Outcome) | C2P2ian | 5q7g | Capaian |  Capaian Capaian
g 2017 2018 2018 P
1 :
Rasio Rumah Layak 0,761 | 0,900| 0,776 86,27
uni
2 Kekurangan tempat
tinggal (backlog) 31.96
berdasarkan perspektif 21.575 6 36.615 85,46
menghuni
8 | pakupan rumah layak | 3960 | 6,00% | 5,37% 89,50
uni terjangkau
4 Rasio tempat
pemakaman umum 1,342 | 0,890 1,314 147,64
per satuan penduduk
5 Persentase rumah
yang diperbaiki akibat 2,73% | 4,00% 0,64% 16,00 AAAA
bencana

Sumber: Dinperkimhub, DPUPR, BPBD, DPMPST, 2018

Keterangan Status Capaian:

0 Telah Tercapai Realisasi capaian sudah > 100
%
o Akan tercapai Realisasi capaian >80%-
99,99%
Perlu Perhatian Realiasasi capaian >40% dan
o000
<80%
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AAAA Perlu Kerja Keras Realisasi capaian < 40%

Capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada
tahun 2018 secara umum berada pada posisi capaian “Akan tercapai”. Akan tetapi
masih terdapat indicator kinerja program yang perlu kerja keras untuk
pencapiannya yaitu persentase rumah yang diperbaiki akibat bencana. Adapun
untuk indikator kinerja program rasio tempat pemakaman umum per satuan
penduduk berada pada posisi telah tercapai bahkan melebihi dari target yang
telah ditetapkan. Namun demikian meskipun target kinerja pada posisi akan
tercapai, masih ada 33 % penduduk yang belum memiliki rumah layak huni.

5) Urusan Ketentaraman, Kertertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Hasil evaluasi pencapaian kinerja Urusan Ketentraman Umum,
Perlindungan Masyarakat Tahun 2018 adalah dari 20 indikator terdapat 11
indikator yang tercapai, 3 indikator akan tercapai, 2 indikator perlu perhatian,
dan 4 indikator perlu kerja keras

Capaian Kinerja Urusan Trantibum dan Linmas

Kabupaten Wonosobo Tahun 2018

%
. Realisasi Realisasi . __. | Status Target
Indikator Target Realisasi Capaian | (RPJMD)

No Capaian Capaian .
RKPD Capaian | 5519 2021

Kinerja
2017 | 3018 | 2018 2018

Tingkat
1 | partisipasi 72,92% | 73,97% | 72,92% 98,64 ¢ 75%
pemilih

Prosentase
kasus
pelanggaran
2 | HAM yang 5,00% 100% 100% 100 (0] 100%
dilaporkan dan
difasilitasi
penyelesaiannya

Persentase o o o o
3 siskamling aktif 50,00% 61% 80% 131,15 (0) 75%

Prosentase

0, 0, 0, o
FKDM yang aktif 60,00% 73% 74% 101,37 (0] 85%

Persentase
lembaga
keagamaan dan
kemasyarakatan
yang telah
berbadan
hukum
indonesia yang
mendapat

50,00% 73% | 83,33% | 114,15 0 85%
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No

Indikator
Kinerja

Realisasi
Capaian
2017

Target
RKPD
2018

Realisasi
Capaian
2018

%
Realisasi
Capaian
2018

Status
Capaian
2018

Target
(RPJMD)
2021

bantuan
pemerintah
daerah

Rasio tempat
ibadah per
satuan
penduduk
(jumlah tempat
ibadah/juihmlah
penduduk)x1000

4,42

4,43

4,43

100,00

4,45

Persentase
patroli siaga
ketertiban
umum dan
ketentraman
masyarakat

67,00%

90%

91%

101,11

90%

Tingkat
penyelesaian pe-
langgaran K3
(ketertiban,
ketentraman,
keindahan) di
Kabupaten/
Kota

100,00%

100%

100%

100

100,00%

Angka
kriminalitas
yang tertangani

75,00%

85%

100%

117

85,00%

10

Rasio kasus
penyakit
masyarakat/
PEKAT
(pornografi,
pornoaksi,
penyalahgunaan
narkoba,
perjudian,
prostitusi, dan
berbagai jenis
praktik asusila)
per 1.000
penduduk

0,025

0,005

0,105

AAAA

0,005

11

Cakupan Patroli
siaga ketertiban
umum dan
ketentraman
masyarakat

7,460

0,34

0,913

268,53

0,4

12

Cakupan rasio
petugas
Perlindungan

4.4

1,35

0,9518

70

1,5
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No

Indikator
Kinerja

Realisasi
Capaian
2017

Target
RKPD
2018

Realisasi
Capaian
2018

%
Realisasi
Capaian
2018

Status
Capaian
2018

Target
(RPJMD)
2021

Masyarakat
(Linmas) di
Kabupaten/
Kota

13

Rasio jumlah
Polisi Pamong
Praja per 10.000
penduduk

0,53

0,64

0,01

1,56

AAAA

0,74

14

Persentase
LINMAS terlatih

8,00%

25%

28,94%

115,76

40%

15

Rasio

Pos Siskamling
per jumlah
desa/kelurahan

39,06

5,20

1,94

37,31

AAAA

7,04%

16

Persentase desa
siaga bencana

25%

40%

30%

75

75,00%

17

Persentase
sekolah tanggap
bencana

0,00%

85%

75%

88,23

100%

18

pembentukan
wilayah
manajemen
kebakaran
(WMK) pada
lingkungan dan
atau kawasan
potensi
kebakaran

0,00

AAAA

19

cakupan
pelayanan
bencana
kebakaran

95%

94,5%

93,8%

99,26

100%

20

Tingkat waktu
tanggap
(response time
rate) daerah
layanan WMK

35%

50%

50%

100

75,%

Sumber : Kantor Kesbangpol, Satpol PP, dan BPBD Kab. Wonosobo, 2018

Sebagai wujud peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, persentase
siskamling aktif tahun 2018 mengalami kenaikan 30%. Selain itu prosentase
FKDM yang aktif juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017 60% dan
tahun 2018 sebesar 74%. Capaian kinerja persentase lembaga keagamaan dan
kemsyarakatan yg telah berbadan hukum Indonesia yang mendapat bantuan
pemerintah daerah mencapai 83.33 % dari target yang ditetapkan sebesar 73,5 %.
Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk pada tahun 2018 juga
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mengalami penurunan menjadi 0,01%. Persentase desa siaga bencana pada tahun
2018 mengalami kenaikan 5% dibandingkan dengan tahun 2017, namun capaian
tersebut belum bisa memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 40%.
Kenaikan signifikan juga terjadi pada persentase SMAB (Sekolah/Madrasah Aman
Bencana), pada tahun 2017 belum terdapat sekolah tanggap bencana, namun
dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2018 capaian
indikator persentase sekolah tanggap bencana sebesar 75% atau 88,23% dari
target tahun 2018.

6) Urusan Sosial

Hasil evaluasi pencapaian kinerja urusan social tahun 2018 adalah dari 14
indikator sebanyak 12 indikator telah tercapai, 8 indikator akan tercapai, I
indicator perlu perhatian dan 1 indikator perlu upaya keras.

Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2018

2018
No . Capaian % Status
. Indikator 2017 Targ Capaian Capaian

et

Target
RPJMD
2021

Capaian

1 | Persentase
PMKS yang
terlayani
jaminan social

91,04

86,19 %

91,09% 95%

100,05 o

2 | Persentase
PMKS yang
mendapatkan
bansos

50,60

20,65 %

69,87% (0] 63,20%

138,08

3 | Persentase panti
yang
menyediakan
sarpras
kesejahteraan
sosial untuk
pemenuhan
kebutuhan dasar

44,38

o,
88,24 % 88,24% 198,83 (0] 61

4 | Persentase
penyandang
cacat fisik dan
mental serta

lanjut usia tidak | 01 | 15% | 20,72% | 144 45 o
potensial yang
menerima
jaminan social

30%
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No

Indikator

Persentase
PMKS yang
menerima
program
pemberdayaan
melalui KUBE
atau kelompok
sosil ekonomi
sejenis lainnya

Capaian
2017

2,92

2018

Targ
et

43,20
Y%

Capaian

13,91%

%
Capaian

32,20

Status
Capaian

AAAA

Target
RPJMD
2021

60%

Persentase anak
terlantar, balita
terlantar, ABH,
anak dengan
kecacatan yang
terpenuhi
kebutuhan
dasarnya

41,95

57,60
%

69,41%

120,50

74,40%

Persentase
penyandang
cacat dan
trauma yang
kebutuhan
dasarnya
terpenuhi

14,06

60%

35,20%

58,67

65%

Jumlah panti
sosial

17

18

17

94,44

20

Persentase panti
sosial berbadan
hukum

88,24

70%

88%

126,06

100%

10

Persentase
lembaga sosial
yang berbadan
hukum

46

46%

59,52%

129,39

60%

11

Persentase
kenaikan zakat
di lembaga ZIS

(_)7728

15%

100%

600%

40%

12

Presentase
PMKS yang
memperoleh
bantuan sosial
untuk
pemenuhan
kebutuhan dasar

39,67

49,70
%

69,45%

139,74

60%
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2018
i Target
0,
e Indikator C;%all; i Tar; Ca ﬁian Cita:;sn RPJMD
etg Capaian P p 2021
13 | Cakupan
Raskin/BPNT 68,73 . .
terhadap Rumah 87,36 % 72,87% 106,02 0] 79,42%
Tangga Miskin
Persentase rata-
rata kenaikan
PMKS yang 3,20 5 ,
1 | memiliki 289 | TGT | 429% | 5406 (o) 2,50%
kemandirian
ekonomi

Sumber : Dinsos PMD, Bagian Kesra dan Bagian Pemerintahan Setda, 2018

0 Telah Tercapai Realisasi capaian sudah > 100
%
o Akan tercapai Realisasi capaian >80%-
99,99%
Perlu Perhatian Realiasasi capaian >40% dan
(XX ]

<80%

AAAA Perlu Kerja Keras Realisasi capaian < 40%

Dari hasil pendataan pada tahun 2018, jumlah PMKS di Kabupaten Wonosobo
sejumlah 14.931 orang diluar kategori rumah tangga miskin sebagaimana data
BDT dengan kriteria PMKS produktif sejumlah 9.276 Dan non produktif sejumlah
5.655. Pada tahun 2018, Kabupaten Wonosobo telah menerima program bantuan
sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sebelumnya dikenal dengan
rastra. Berbeda dengan rastra, penerima BPNT harus benar- benar orang yang
terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) sehingga konsep bagi roto
(bagito) pada program sebelumnya dapat diminimalkan, karena kepesertaan
dibuktikan dengan kepemilikan kartu yang sekaligus berfungsi sebagai kartu
elektonik. Besaran BPNT adalah RP110.000 rb/KPM/bulan yang dapat dicairkan
dalam bentuk beras dan telur pada E Warong yang telah ditunjuk. Sampai dengan
tahun 2018, jumlah KPM penerima BPNT adalah 83.068. Dari hasil evaluasi
terhadap penerima program bantuan sosial maupun pemberdayaan, masih ada
penerima program yang tidak tepat sasaran ataupun rumah tangga yang
seharusnya berhak menerima bansos tapi tidak terdata dalam data terpadu
ataupun daftar penerima manfaat. Capain kinerja yang perlu mendapat perhatian
adalah cakupan PMKS yang menerima program pemberdayaan baik berupa
Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE), Program Keluarga Harapan (PKH),
serta bantuan pemberdayaan lainnya. Kompleksnya permasalahan, varian PMKS,
keterbatasan SDM pendamping PMKS serta keterbatasan anggaran menyebabkan
capaian tidak sesuai target. Secara khusus kriteria PMKS dari penyandang
disabilitas juga belum semuanya terpenuhi kebutuhan dasarnya. Beberapa
permasalahan diantaranya adalah : banyaknya jumlah dan jenis PMKS yang harus
ditangani dibandingkan sumber daya yang terbatas, Beberapa penyandang
disabilitas perlu alat khusus yang membutuhkan pengukuran dan penambahan
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fungsi bukan sekedar model pabrikan biasa. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi
penyandang disabilitas memerlukan kerjasama dari perbagai pihak baik pemerintah
pusat, daerah, desa maupun pihak pihak swasta.

7) Urusan Ketenagakerjaan

Tabel IV.C.1.2.

Capaian kinerja Urusan Ketenagakerjaan berdasarkan Indikator RKPD Tahun
2018

Indikator
Kinerja

Program

Capaian
2017

2018

Target
2018

Capaian
2018

Tingkat
Capaian(%)

Status
Capaian

Target
(RPJMD)

2021

Persentase
kepersertaan
pekerja dalam
jaminan
perlindungan
tenaga kerja

62.76%

50

72.37

144,74

80%

Persentase
sengketa
pengusaha
pekerja per
tahun yang
diselesaikan

100%

100

100

100

100

Persentase
Perusahaan
yang
menerapkan
syarat kerja
non
diskriminatif

79%

82

83

101,21

100

Angka
sengketa
pengusaha -
pekerja per
tahun,

200

Persentase
angkatan
kerja yang
mendapatkan
pelatihan
berbasis
Kompetensi

57.81

53

60.34

113,85

60

Persentase
angkatan kerja

yang

57.46

71

69.57

97.99

75
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Indikator
Kinerja

Program

Capaian
2017

2018

Target
2018

Capaian
2018

Tingkat
Capaian(%)

Status
Capaian

Target
(RPJMD)

2021

mendapat
pelatihan
berbasis
masyarakat

Persentase
peserta
Pelatihan yang
mendapatkan
sertifikat
kompetensi

14.8

20.8

346,67

15

Persentase
warga miskin
yang
mendapatkan
pelatihan
ketrampilan

23

15

74.67

23

Persentase
instruktur
bersertifikat
kompetensi

18.75

12.5

23.1

184,8

10

Persentase
Lembaga
Kursus dan
Pelatihan
bersertifikat
Nasional

8.33

208,25

11

Persentase
Pencari Kerja
Terdaftar yang
ditempatkan

60.42

49.24

63.78

129,53

55

12

Peningkatan
jumlah
kerjasama
penempatan
tenaga kerja
dengan
perusahaan

16%

17

12%

70.59

30

13

Persentase
warga miskin
yang
mendapatkan
pelatihan
ketrampilan

23

15

74.67

30
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Indikator 2018 Target
No Kinerja . : : (RPJMD)
Capaian | Target | Capaian | Tingkat Status
Program 2017 2018 2018 | Capaian(%) | Capaian | 2021
Persentase
Ruta miskin
14 | yg mampu 0 5 3 60 oo 20
menjadi wira
usaha

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi, 2018

Keterangan Status Capaian:

0 Telah Tercapai Realisasi capaian sudah > 100
%
o Akan tercapai Realisasi capaian >80%-
99,99%
Perlu Perhatian Realiasasi capaian >40% dan
eee

<80%

AAAA Perlu Kerja Keras Realisasi capaian < 40%

Salah satu indikator penting dalam urusan ketenagakerjaan adalah tingkat
partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka. Capaian TPAK
tahun 2018 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yang berada
pada angka 72.37. Sementara itu, pada tahun 2018 Tingkat Pengangguran
Terbuka berada pada angka 4,07% lebih baik dari tahun sebelumnya yang berada
pada angka 4,18% atau mengalami penurunan sebebsar 0.11%. Selama kurun
tahun anggaran 2018, setiap kegiatan diarahkan untuk mendukung pencapaian
indikator program, dan indikator RKPD yang telah ditetapkan.

Capaian indikator Persentase Angkatan Kerja yang mendapat pelatihan berbasis
kompetensi pada Tahun 2018 sebesar 60,34% artinya terdapat 60 orang dari 100
orang pendaftar pelatihan yang bisa mengikuti pelatihan berbasis kompetensi,
meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya (2017) sebesar 57,81% . Hal ini
terjadi karena besarnya animo masyarakat untuk mengikuti pelatihan belum
sebanding dengan fasilitas yang tersedia.

8) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Hasil evaluasi pencapaian kinerja urusan Pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak tahun 2018 adalah dari 17 indikator sebanyak 13 indikator
telah tercapai, 4 indikator akan tercapai.

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Wonosobo Tahun 2018

No Indikator Capaian 2018 Target
(RPJMD)
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2017 Target

Capaian

%
Capaian

Satus
Capaian

2021

Persentase
anggaran
responsif
gender

7,5 6,01

5,43

90,34

15

Persentase
APBDes

2 | Responsif 17 15
gender dan
PUHA

17

100,00

20

Persentase
anak

3 | berhadapan 100,00% 100%
dengan hukum
yang tertangani

100%

100,00

100%

Persentase
pengaduan
4 | korban 100,00% 100%
kekerasan anak
yang ditangani

100%

100,00

100%

Persentase
pengaduan
korban

5 | kekerasan 100,00% 100%
terhadap
perempuan
yang ditangani

100%

100,00

100%

Jumlah
lembaga
layanan aktif
tingkat desa

13 25

43

172,00

75

Persentase
Lembaga
7 | penyedia 42,86% 55%
layanan PP dan
PA

100%

181,82

100%

Persentase
perempuan
sebagai tenaga
profesional

54,45% 38,93

45,93

117,98

40%

Persentase
keterwakilan
9 | perempuan 6,60% 6,04
dalam
parlemen

6,66

110,26

8,44%
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Indikator

Capaian

2017

2018

Target

Capaian

%
Capaian

Satus
Capaian

Target
(RPJMD)
2021

10

Persentase
partispasi
perempuan di
lembaga
pemerintahan

46,99%

45,63%

49,04%

107,47

50%

11

Tingkat
Partisipasi
Angkatan Kerja
Perempuan

61,41%

66,51

67,55

101,56

70

12

Rasio KDRT
perempuan

1,56%

4,5

1,64

164

13

Angka melek
huruf
perempuan
usia 15 th ke
atas

90,88%

97,89

92,58

94,57

100

14

Prevalensi
Kekerasan
Terhadap Anak

2,29

3,02

2,53

116,23

3,5

15

Persentase
desa ramah
anak

3,39%

4,90%

4,15%

84,69

10%

16

Persentase
puskesmas
ramah anak

66,67%

24,60%

66,67%

275

40%

17

Persentase
Sekolah Ramah
Anak

6%

5,86%

97,66

20

Sumber: DPPKBPPPA Kabupaten Wonosobo, 2018

Realisasi capaian sudah > 100

Realisasi capaian >80%-
99,99%

Realiasasi capaian >40% dan
<80%

Telah Tercapai
o P %
o Akan tercapai
Perlu Perhatian
[ X X ]
AAANA Perlu Kerja Keras

Realisasi capaian < 40%

Pada tahun 2018, pemerintah Kabupaten Wonosobo berhasil memperoleh
penghargaan tertinggi Anugrah Parahita Ekapraya kategori mentor. Afirmasi
kebijakan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses Lembaga
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pemerintahan serta pengambilan keputusan, pada tahun 2018 telah diterbitkan
peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang
BPD, bahwa dalam keanggotaan BPD harus ada keterwakilan perempuan, paling
sedikit 1 (satu) orang. Dengan demikian, pada tahun 2018, telah terpilih 236
perwakilan perempuan sebagai anggota BPD se-Kabupaten Wonosobo.

9) Urusan Pertanahan

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pertanahan

Berdasarkan Indikator RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2018

2018
Nama Indikator Capaian % Target
No. P Satuan fmad (RPJMD)
Program Kinerja 2017 Target | Capaian Realisasi | Status 2021
g 3 Capaian | Capaian
2018
p Persentase
Pr(;lgiamn Lahan Tanah
Pznguzas an. | Aset  Daerah | % 45.67 | 56.86 | 27.04 47.56 0 75
o ’ yang
1 g:?gl;ﬁ?xz.an Disertifikatkan
dan Persentase
Pemanfaatan Lahan Tanah
Tanah Aset  Desa| % 0 15 0 0 AAAA 30
yang
Disertifikat
Program Persentase
Penyelesaian Penvelesaian
2 | Konflik - Y % 100 100 100 100 (0] 100
Konflik Kasus Tanah
Pertanahan Negara
Program
pengembangan | Persentase
3 | sistem Penyelesaian % 100 100 100 100 (0] 100
informasi Ijin Lokasi
pertanahan

Sumber: Dinperkimhub. DPMPST. BPPKAD, 2018

Keterangan Status Capaian:

AAANA

0

Telah Tercapai

Akan tercapai

Perlu Perhatian

Perlu Kerja Keras

Realisasi capaian sudah > 100 %
Realisasi capaian >80%- 99,99%
Realiasasi capaian >40% dan <80%

Realisasi capaian < 40%

Capaian kinerja urusan Pertanahan pada tahun 2018 pada secara umum
mengalami penurunan. Aset daerah mengalami penurunan hal ini dikarenakan
sampai saat ini BPPKAD masih terus melakukan sensus aset. dan untuk sensus
aset tanah Sekolah Dasar belum selesai. Aset tanah desa belum ada data yang
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mewakili. dari bagian pemerintahan tahun 2018 baru melaksanakan pelatihan
tentang aset desa. dan rencana tahun 2019 akan tercatat data aset desa di akhir
tahun.

10) Bidang Lingkungan Hidup

Capaian kinerja urusan lingkungan hidup dapat dillihat pada beberapa indikator
lingkungan hidup yang tersaji pada tabel berikut :

Capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2018 berdasarkan
Indikator RPJMD 2018

Indikator Kinerja 2018

[+)
Satuan | Capaia | Targ Capaian Real/:sasi Status

Program n et . Capaian
2018 Capaian
2017 | 2018 2018 2018
Rasio Ruang Terbuka
Hijau per Satuan Luas 0.292 | 0.292 100.00% (0]
Wilayah
% luas RTH perkotaan
per luas wilayah % 39.29 42.3 107.66% (0]
perkotaan
% tersedianya luasan
RTH publik sebesar % 20 80.51 100.64% 0

20% dari luas wilayah
perkotaan

% panjang sempadan
sungai utama berupa % 88 87.99 99.99% o
ruang terbuka hijau

% jumlah usaha dan
atau kegiatan yang
mentaati persyaratan
administrasi dan teknis
pencegahan
pencemaran air

% 77,7% | 84 79.17 94.25% O

% jumlah usaha dan
atau kegiatan sumber
tidak bergerak yang
memenuhi persyaratan % 86,7% | 88 84.21 95.69% O
administratif dan
teknis pencegahan
pencemaran udara

% luas lahan dan atau
tanah untuk produksi % 57 84.21 147.74% (0}
biomassa yang telah
ditetapkan dan

RKPD 2020 Kabupaten Wonosobo Bab II 1I-74




Indikator Kinerja

Program

Satuan

Capaia

2017

2018

Targ

2018

Capaian
2018

%
Realisasi
Capaian
2018

Status
Capaian
2018

diinformasikan status
kerusakannya

% Kualitas Sumber
Mata Air Kelas A

%

44,13
%

88

86.7

98.52%

Indeks Kualitas Udara

Tanpa
satuan

97,56

74

87.41

118.12%

Indeks Kualitas Air
Sungai

Tanpa
satuan

50

65

52.29

80.45%

Indeks Tutupan
Vegetasi

Tanpa
satuan

69,55

91.28

69.55

76.19%

% usaha dan atau
kegiatan yang
berdampak besar dan
penting yang diawasi

%

59,65

0.45

0.6316

140.36%

% jumlah pengaduan
masyarakat akibat
adanya dugaan
pencemaran dan
perusakan lingkungan
hidup yang
ditindaklanjuti

%

100%

100.00%

Cakupan pengawasan
terhadap pelaksanaan
AMDAL

%

100%

100.00%

% luas lahan kritis
yang direhabilitasi

%

8,34%

38%

7.93%

20.87%

% KRP wajib KLHS
yang dilengkapi
dokumen KLHS

%

10%

0.45

0.00%

AAAA

% ibukota kecamatan
yang terpasang
informasi status
kualitas udara dan air

%

22%

20%

90.91%

% peningkatan
kunjungan portal
lingkungan Kabupaten
Wonosobo

%

10%

30

47.37

157.90%

RKPD 2020 Kabupaten Wonosobo Bab II

1I-75




Indikator Kinerja 2018
. %
Satuan | Capaia | Targ Capaian | Realisasi Status
Program n et 2‘81 8 Capaian Capaian
2017 | 2018 s 2018
Rasio motivator
lingkungan terhadap 3,18| 5.3 5.26 99.25% 0
10000 penduduk
Indeks. Kualitas Air 65 52.29 80.45% o
Sungai
% kendaraan roda
empat yang lolos uji % 25% | 45.69% | 182.76% (0]
emisi
% usaha yang memiliki
IPAL terhadap industri % 50% | 0.41 0.5 121.95% (0}
wajib IPAL
% luas lahan kritis
pada kawasan o o, | 0.324 o
budidaya dan lindung % 28% | g 0.00% | AAAA
diluar hutan
5 -
o sumber mata air % 2,86% | 0.1 397 3270.000 0
yang rusak %o
% tutupan vegetasi % ;}1,23 74.83 | 51.23 68.46% (X1
Rata-rata indeks
seluruh jasa ekosistem 0.48 0.00% | AAAA
D3TLH
% peningkatan jumlah
spesies flora dan fauna % 0.03 0.00% | AAAA
terancam yang
diselamatkan
Indeks
keanekaragaman 1 0.00% | AAAA
hayati
% penanganan sampah % ;’4’58 33.47 43.49 | 129.94% (0]
Rasio tempat
pembuangan sampah 0,34 | 0.6 0.48 80.00% &
per satuan penduduk
Jumlah Tempat
Pengolahan Sampah % 0| 3% 6.67% 222.33% (0]
Terpadu (TPST) 3R
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Indikator Kinerja 2018

0,
Satuan | Capaia | Targ Capaian Real/:sasi Status

Program n et . Capaian
2018 Capaian
2017 | 2018 2018 2018
Skala Kecamatan
% Tempat Pengolahan
Sampah Terpadu o o o
(TPST) Skala % 6,04% | 13.1 6.79 51.83% oo
Desa/Kelurahan
S —
%o RW yang memiliki % 6,85% | 55.7 | 10.46 18.78% | AAAA
Bank Sampah
% pengurangan o 10,17 o
sampah perkotaan Z o | 10 11.14 111.40% (0]
% pengoperasian TPA % 40% 35 30 85.71% O

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2018 (diolah)

Keterangan Status Capaian:

(0] Telah Tercapai Realisasi capaian sudah > 100 %
[ Akan tercapai Realisasi capaian >80%- 99,99%
eee Perlu Perhatian Realiasasi capaian >40% dan <80%
AAAA Perlu Kerja Keras Realisasi capaian < 40%

Capaian Kinerja urusan lingkungan hidup masih ada beberapa indikator yang
perlu ditingkatkan yaitu misalnya terkait indikator penanganan persampahan
beserta indikator turunannya, indikator kualitas air sungai, rasio motivator
lingkungan hidup per satuan penduduk, persentase RW yang memiliki bank
sampah. Capaian kinerja persampahan yang masih dalam angka 43% harus
ditingkatkan lagi. Upaya peningkatan kinerja perlu mendapatkan dukungan dari
berbagai pihak, masyarakat dan swasta. Dukungan dari pemerintah desa yang
menganggarkan kendaraan angkut sampah harusnya diikuti pula dengan
penyediaan TPS terpadu dengan bantuan binaan dari pemerintah daerah. Hal ini
karena selama tahun 2018 ada tren kenaikan volume sampah yang cukup besar
dibanding tahun sebelumnya yang masuk di TPA Wonorejo yang berasal dari desa.
Sementara itu, desain TPA hanya melayani wilayah RIK perkotaan saja. Jikalau
ada penambahan dari luar wilayah layanan, seharusnya hanyalah sampah sisa
yang sudah tidak dapat diolah. Upaya peningkatan kinerja ini tentunya tetap
membutuhkan peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam
pengelolaan lingkungan hidup
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11)

Hasil evaluasi pencapaian

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil tahun 2018 adalah dari 6 indikator sebanyak 3 indikator telah
tercapai, 1 indikator perlu perhatian dan 2 indikator perlu kerja keras.

Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018

Indikator
Kinerja

Program

Capaian
2017

2018

Target
2018

2018

Capaian

Realisasi
Capaian
2018

Status
Capaian

Target
(RPJMD)

2021

Rasio
Kepemilikan KTP
berbasis NIK

72,93

95

99,22

104,44 %

0]

72,93

Rasio
kepemilikan akta
kelahiran bagi
bayi (0-1 tahun)

99,86

99,6

99,91

100,31 %

99,86

Rasio
kepemilikan akta
kelahiran

(semua
penduduk)

31,45

80

35,07

43,84%

31,45

Rasio
kepemilikan akta
kematian

4,6

40

2,62

6,55%

AAAA

4,6

Rasio
kepemilikan akta
kelahiran bagi
bayi (0-1 tahun)
dari rumah
tangga miskin

99,99

85

99,89

117,52%

99,99

Rasio
kepemilikan
Kartu Identitas
Anak (usia 0-16
tahun)

30

0,00

AAAA

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2018

Telah Tercapai
Q p
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Realisasi capaian >80%-

o Akan tercapai
99,99%

Perlu Perhatian Realiasasi capaian >40% dan

(X X ] <80%

AAAA Perlu Kerja Keras Realisasi capaian < 40%

Berdasarkan indikator capaian RPJMD 2016-2021, capaian kinerja
urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang perlu mendapatkan
perhatian adalah rasio kepemilikan akte kelahiran semua penduduk yang masih
rendah. Namun demikian, jika dilihat dari rasio kepemilikan akte kelahiran bagi
penduduk usia 0-1 tahun maka pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar
0,05. Sedangkan untuk kepemilikan Akta Kelahiran semua penduduk juga
mengalami kenaikan dimana tahun 2017 mencapai 31,45 sedangkan tahun 2018
mencapai 35,07 sehingga ada kenaikan 3,62.Dari hasil kegiatan jemput bola,
sampai tahun 2018 telah berhasil melayani cetak KTP elektronik sejumlah 187.
988 lembar.

12) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Hasil evaluasi pencapaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat tahun
2018 adalah dari 22 indikator sebanyak 16 indikator telah tercapai, 2 indikator
perlu perhatian dan 4 indikator perlu kerja keras.

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Wonosobo Tahun 2018

Target
2018 RPJMD
. Capaian 2021
No Indikator 2017
. o, :
Target | Capaian | % Capaian Capaian
1 | Persentase
dgsa dengan 6,35 8 6,35 79,37 10
tipe
swasembada
2 | Persentase
desa kategori
maju (Indeks 11,86 20 13 65,7 40
Desa
Membangun)
3 | Jumlah
BUMDes 68 40 1o 2925 "
4 | Persentase K
BUMDes aktif 86 88 89 101 100
5 | Persentase
pendampinga 16 30 o7 222 2%
n dalam
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No

Indikator

Capaian
2017

2018

Target
RPJMD
2021

Target

Capaian

% Capaian

Status
Capaian

pemberdayaa
n masyarakat
yang
berkelanjutan
terhadap
kemitraan
pemberdayaa
n (min 2
tahun)

Jumlah
Badan
Kerjasama
Antar Desa
(BKAD)

16

17

18

106

20

Rata- rata
Persentase
kontribusi
masyarakat
dalam
pendanaan
pemberdayaa
n masyarakat

DTT

15

20

133

30%

Persentase
pokmas aktif

32

60

62

103

80%

Persentase
nilai swadaya
masyarakat
terhadap total
nilai APBDes

3,43

2,6

AAAA

20%

10

Persentase
desa yang
memiliki
proporsi
anggaran
swadaya
>20% dalam
total APBdes

3,43

2,6

AAAA

25%

11

Persentase
Desa yang
menginformas
ikan Rencana
pembangunan
desa di ruang

1,27

10

0,42

4,2

AAAA

100%
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No

Indikator

Capaian
2017

2018

Target
RPJMD
2021

Target

Capaian

% Capaian

Status
Capaian

public

12

Persentase
partidipasi
aktif
masyarakat
kelompok
rentan dalam
musyawarah
desa

100

100

100

100

100%

13

Persentase
keterwakilan
perempuan di
pemerintah
desa

4,6

5,23

105

20%

14

Persentase
desa yang
menetapkan
APBDes tepat
waktu

100

100

100

100%

15

persen desa
yang
menyampaika
n laporan
keterangan
pertanggungja
waban
penyelenggara
an
pemerintahan
kepada BPD
tepat waktu

100

100

100

100

100%

16

persentase
desa yang
menyampaika
n laporan
penyelenggara
an
pemerintahan
kepada bupati
tepat waktu

100

100

100

100

100%
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No

Indikator

Capaian
2017

2018

Target
RPJMD
2021

Target

Capaian

% Capaian

Status

Capaian

17

persentase
desa yang
menyampaika
n laporan
penyelenggara
an
pemerintahan
kepada
masyarakat
tepat waktu

100

100

100

100

100%

18

% kepala desa
yang
mempunyai
sertifikasi
bidang
pemerintahan
desa

12,71

100

12,71

12,27

AAAA

100%

19

% perangkat
desa yang
mempunyai
sertifikat
bidang
pemerintahan
desa

29,56

45

61,95

137,67

70%

20

% BPD yang
membahas
laporanpertan
ggungjawaban
pemerintahan
desa tepat
waktu

100

100

100

100

100%

21

% anggota
BPD yang
mengajukan
usul
rancangan
perdes

DTT

20

DTT

DTT

AAAA

20%

22

Jumlah
kelompok
masyarakat
produktif

140

150

297

198

265
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Telah Tercapai Realisasi capaian sudah > 100
o %

o Akan tercapai Realisasi capaian >80%-
99,99%
Perlu Perhatian Realiasasi capaian >40% dan
(XX ]
<80%
AAAA Perlu Kerja Keras Realisasi capaian < 40%

Upaya- upaya pendampingan di tingkat desa aktif dilakukan melalui
fasilitasi pendamping desa. Untuk pendamping dalam hal ini terdiri dari (1)
Tenaga Ahli sebanyak 5 orang, terdiri dari TA Pemberdayaan Masyarakat Desa, TA
Infrastruktur Desa, TA Pengembangan Ekonomi Desa, TA Teknologi Tepat Guna,
dan TA Pengembangan sosial Dasar. (2) Pendamping Desa 99 orang, terdiri dari
Pendaping Desa Pemberdayaan, Pendamping Desa Teknis dan Pendamping Lokal
Desa. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa juga didukung melalui
impementasi Aplikasi “Open Data Desa” yang berisi infomasi terbuka mengenai
dokumen perencanaan desa sampai dengan laporan realisasi APBDes. Melalui
aplikasi ini masyarakat dapat secara aktif berpartisipasi memberikan masukan
serta mengawasi pengelolaan APBDes. Capain kinerja pada indikator persentase
nilai swadaya masyarakat terhadap total APBDes rendah karena dalam pencatatan
APBDes, nilai swadaya masyarakat yang bias tercatat adalah swadaya dalam
bentuk uang dan barang, sedangkan tenaga tidak bisa dicatat sebagai swadaya.
Pada prakteknya, wujud nyata partisipasi masyarakat untuk pembangunan di
desanya antara lain : menghibahkan lahannya untuk pelebaran jalan,
melaksanakan pembangunan fisik dengan gotong royong, berpartisipasi dalam
program- program yang dilaksanakan baik pemerintah daerah maupun desa
seperti TMMD, dan hal- hal lain yang dilakukan dengan kesadaran untuk
membangun desa serta meningkatkan kualitas hidupnya. Meningkatnya kualitas
dan swadaya masyarakat dalam pembangunan di desa juga memberikan pengaruh
positif dengan keberhasilan 4 desa di Kabupaten Wonosobo menjadi desa dengan
kategori mandiri, yaitu Desa Randusari, Desa Krasak, Desa Blederan dan Desa
Dieng. Desa dengan kategori mandiri merupakan kategori tertinggi dalam indeks
desa membangun. Artinya desa sudah mampu mengelola daya dalam ketahanan
sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan.

13) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Hasil evaluasi pencapaian kinerja urusan pengendalian penduduk dan
keluarga berencana adalah  dari 16 indikator sebanyak 8 indikator telah
tercapai, 5 indikator akan tercapai dan 3 indikator perlu perhatian.
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Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Wonosobo Tahun 2018

No.

Indikator
Kinerja

Target
2018

Realisasi
Capaian
2018

% Realisasi
Capaian
2018

Status
Capaian

Target
(RPJMD) 2021

CPR/
Contraceptive
Prevalancy Rate
(Prevalensi
Peserta
aktif)

KB

82,5%

77,84%

94,35

85,20

Cakupan
penyediaan
informasi data
mikro keluarga
di setiap
desa/kelurahan
100% setiap
tahun

100%

100,00%

100,00

100%

Rasio  petugas
KB /desa

2,66

4,08

65,19

Age Spesific
Fertility Rate
(ASFR) 15-19

75

68,67

109,22

45

Unmetneed

7,79

10,38

66,75

7,57

Cakupan
kepersertaan

KB pada PUS
keluarga pra
sejahtera

55

78,09

141,98

75

Persentase
Peserta KB
MKJP  (Metode
Kontrasepsi
Jangka

Panjang)

43,5%

36,26%

83,35

45%

Drop out KB

14,89%

12,67%

114,391

10%

% Kepersertaan
KB Pria

3,10%

2,32%

74,83

4%

10

Jumlah
Kelompok Bina
Keluarga Balita
(BKB)

454

412

90,74

457
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Indikator
Kinerja

11

% anggota Bina
Keluarga Balita
(BKB) ber-KB

Target
2018

87,36

Realisasi
Capaian
2018

% Realisasi
Capaian
2018

Status
Capaian

Target
(RPJMD) 2021

84,93%

97,21

87,39

12

Jumlah
Kelompok Bina
Keluarga
Remaja  (BKR)
yang terbentuk
dan terbina

225

235

104,44

235

13

Jumlah
Kelompok Bina
Keluarga Lansis
(BKL) yang
terbentuk dan
terbina

25

266

1064

40

14

Rata-rata usia
kawin pertama
perempuan

17,3
tahun

19,57
tahun

113,12

18 tahun

15

Rata-rata usia
melahirkan
pertama

perempuan

19
tahun

17,5
tahun

97,17

20 tahun

16

% Pasangan
Usia Subur
(PUS) yang
isterinya
dibawah
20 tahun %

usia

3,01%

2,29%

123,92

2%

Sumber: BKKBPPPA Kabupaten Wonosobo, 2018

AAAA

Telah Tercapai
0 p

Perlu Perhatian

Akan tercapai

Perlu Kerja Keras

Realisasi capaian sudah > 100

%

Realisasi capaian >80%-

99,99%

Realiasasi capaian >40% dan

<80%

Realisasi capaian < 40%

Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tetapi tidak terpenuhi
(unmetneed) di Kabupaten Wonosobo masih cukup tinggi yaitu 10,38%. Namun
angka tahun 2018 telah mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar 1,78%.
Hal ini berkaitan dengan tingkat pengetahuan, akses terhadap layanan dan
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kualitas pelayanan KB. Cakupan kepesertaan KB pada PUS keluarga pra sejahtera
mengalami peningkatan sebesar 2,59% dari tahun 2017 yang berada pada angka
75,5% menjadi 78,09% di tahun 2018. Capaian ini melebihi angka yang
ditargetkan dalam RPJMD 2016-2021 pada tahun 2018 yaitu sebesar 55%. Angka
drop out KB pada tahun 2018 mengalami penurunan yang signifikan
dibandingkan tahun 2017 sebesar 37,68% menjadi 12,67%. Di sisi lain,
kepesertaan KB pria masih sangat rendah yaitu 2,32%. Capaian tersebut
meskipun telah mengalami peningkatan dari tahun 2017 tetapi masih perlu
mendapat perhatian karena masih sangat rendah. Demikian juga dengan Rasio
petugas KB / desa sebesar 4,08 di tahun 2018 juga perlu menjadi perhatian yang
artinya beban kerja setiap Petugas KB harus mengampu 4 sampai S5 Desa dari
target ideal petugas KB mengampu 2 sampai 3 Desa.

14) Urusan Komunikasi dan Informatika

Hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan urusan komunikasi dan
informatika tahun 2018 adalah dari 6 indikator sebanyak 4 indikator telah
tercapai, 1 indikator perlu perhatian dan 1 indikator perlu kerja keras.

Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2018

2018

Indikator Kinerja | Capaian %
Program 2017 Target | Capaian | Realisasi

No 2018 2018 Capaian

2018

Capaian 2021
2018

Target
Status | (RPJMD)

Persentase sistem
informasi SKPD
1 yang berfungsi
dan terintegrasi
dengan blueprint
TIK

77% 50% 83.33% 167% (0) 65%

Prosentase SKPD
yang menerapkan 100% 80% 100% 125% (0] 75%
2 e-goverment

Persentase
penerapan tata
3 naskah dinas
elektronik

20% 30% 20% 67% oo 75%

Persentase website
PD yang memiliki
menu pengaduan
4 masyarakat

100% 100% 100% 100% (0] 100%

Persentase media
massa nasional
5 yang melakukan 1 bh 30 6 20% AAAA 60
MOU dengan
pemkab
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2018
Indikator Kinerja | Capaian % Target
J P . . __. | Status | (RPJMD)
Program 2017 Target | Capaian | Realisasi Capaian 2021
No 2018 2018 | Capaian 21(’)1 8
2018

Persentase

aparatur yang

memiliki 60,5% 43% 65.53% 152% (0] 50%

kompetensi

6 berbasis TIK
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2018

0 Telah Tercapai Realisasi capaian sudah > 100
%

o Akan tercapai Realisasi capaian >80%-
99,99%

Perlu Perhatian Realiasasi capaian >40% dan
(X X ]
<80%
AAAA Perlu Kerja Keras Realisasi capaian < 40%

Secara umum capaian kinerja urusan komunikasi dan informatika telah tercapai.
Pesatnya perkembangan teknologi informasi menjadi penyumbang utama
Kenaikan capaian ini selain pengguna dalam hal ini OPD sudah mulai terbantu
bisnis proses hariannya juga mendapatkan manfaat kemudahan dan kecepatan.
Dari sisi informasi Gelar informasi Publik yang tahun ini pertama kali diadakan
menjadi pemicu OPD untuk menata dan mengelola informasi yang ada lebih
serius.

15) Urusan Koperasi dan UKM
Target dan Realisasi Kinerja Urusan Koperasi dan UKM

Berdasarkan Indikator RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2018

Indikator . : 2018. Target
Kineri Capaian | Target | Capaian | Tingkat Status
nerja 2017 | 2018 | 2018 |Capaian | Capaian | REIMD)
Program p P 2021
€ (%)
Persentase
Usaha Mikro
dan kecil 97,50% | 98,80 | g7 50 98,68 0 98,82
terhadap UKM
Persentase
kenaikan 5.00% 6.00
2 | tenaga kerja adh ’ 6,50 108,33 0 10,00
Koperasi
Persentase
3 | kenaikan 0,18% | .30 0,18 60,00 oo 0,50
tenaga kerja
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Indikator
Kinerja
Program

Capaian
2017

2018

Target
2018

Capaian
2018

Tingkat
Capaian
(%)

Status
Capaian

Target
(RPJMD)
2021

UMKM

Persentase
Penambahan
jumlah
wirausaha
baru

3,00%

5,00

3,00

60,00

10,00

Persentase
koperasi
terhadap
jumlah UMKM

2,00%

2,50

2,00

80,00

5,00

Persentase
kenaikan
Jumlah UMKM

6,50%

9,00

6,50

72,22

15,00

Persentase
kenaikan Aset
UMKM

5,50%

9,00

5,50

61,11

15,00

Persentase
kenaikan
Omset UMKM
(juta)

5,40%

9,00

5,40

60,00

15,00

Persentase
Koperasi yang
mampu
mengakses
pembiayaan
dari Lembaga
Keuangan

73,00%

82,00

73,00

89,02

95,00

10

Persentase
UMKM yang
mampu
mengakses
pembiayaan
dari Lembaga
Keuangan

8,00%

14,00

8,00

57,14

20,00

11

Persentase
UMKM
memiliki
perijinan

66,00%

75,00

66,00

88,00

100,00

12

Persentase
kenaikan Aset
Koperasi

3,10%

4,40

3,10

70,45

6,50

13

Persentase

3,20

4,40

3,20

72,73

6,50
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Indikator 2018 Target
Kineri Capaian | Target | Capaian | Tingkat Status g
inerja 2017 | 2018 | 2018 |Capaian | Capaian | REIMD)
Program P P 2021

(%)

kenaikan
Omset
Koperasi

Persentase

koperasi sehat
14 | terhadap 59,00 | 70,00 | 109000 | 142,86 [0 100,00

koperasi aktif

15

Persentase
jumlah
koperasi aktif
terhadap 67,00 | 6900 | 75,00 | 108,70 (o) 75,00
jumlah
koperasi

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kabupaten
Wonosobo, 2019

Keterangan Status Capaian:

Telah Tercapai Realisasi capaian sudah > 100 %
[ Akan tercapai Realisasi capaian >80%- 99,99%
oo Perlu Perhatian Realiasasi capaian >40% dan <80%
AAAA Perlu Kerja Keras Realisasi capaian < 40%

Indikator yang perlu perhatian adalah persentase UMKM yang mampu mengakses
pembiayaan dari Lembaga Keuangan dengan nilai 57,14%, di mana dari 60.592
UMKM, yang mampu mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan baru 8% nya
atau 4.847 UMKM. Sedangkan sisanya sebanyak 55.745 UMKM belum mengakses
pembiayaan dari lembaga keuangan, di mana sebagian dari UMKM tersebut
dianggap belum bankeable meskipun dari sisi usaha sudah layak atau feasible,

16) Urusan Penanaman Modal

Target dan Realisasi Kinerja Urusan Penanaman Modal Berdasarkan Indikator
RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2018

Indikator Target
Kinerja Tahun 2018 (RPJMD)
No f
Program Capaian | Target | Capaian g;ngal;:; Status 2021
g 2017 2018 2018 (I:%) Capaian
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No

Indikator
Kinerja

Tahun 2018

Target
(RPJMD)

Program

Capaian
2017

Target
2018

Capaian

2018

Tingkat
Capaian
(%)

Status
Capaian

2021

Persentase
kenaikan
jumlah
kerjasama
investasi

18

Belum

Ada
DATA

AAAA

30

Persentase
kenaikan
Jumlah
investor
berskala
nasional
(PMDN)

0,1

Belum

Ada
DATA

AAAA

0,2

Jumlah
Nilai
investasi
(PMDN)

262.869.
324.272

1.800.0
00.000.
000

162.797.
911.132

9,04

AAAA

2.370.000.0
00.000

Daya
Serap
Tenaga
Kerja
(perbandi
ngan
antara
jumlah
tenaga
kerja yang
bekerja
pada
perusahaa
n
PMA/PMD
N
terhadap
PMDN dan
PMA)

16

96

5,958656

331

5,96

AAAA

150

Persentase
pelayanan
perijinan
dan non
perijinan
bidang
penanama
n  modal
melalui

83.33

83,33

100

,120,01

97
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No

Indikator
Kinerja

Tahun 2018

Target
(RPJMD)

Program

Capaian
2017

Target
2018

Capaian
2018

Tingkat
Capaian
(%)

Status
Capaian

2021

PTSP

Persentase
implement
asi
SPIPISE

100.00

100

100

100

100

Rata-rata
lama
proses
perijinan

150

Persentasi
potensi
investasi
yang
sudah
memiliki
FS

16

30

16

53,33

50

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.

Wonosobo, 2018

Keterangan Status Capaian:

Telah Tercapai Realisasi capaian sudah > 100 %
[ Akan tercapai Realisasi capaian >80%- 99,99%
oo Perlu Perhatian Realiasasi capaian >40% dan <80%
AAAA Perlu Kerja Keras Realisasi capaian < 40%

Berdasarkan tabel evaluasi kinerja urusan penanaman modal, nilai

investasi masih jauh dari target capaian Tahun 2018 dan perlu perhatian
khusus untuk meningkatkan nilai investasi dengan penyediaan informasi
dan kemudahan investasi melalui insentif dan regulasi pendukung
investasi.

Rata-rata lama proses perizinan telah melampaui target tahun 2018.
Perhitungan lama proses perizinan adalah setelah berkas permohonan izin
benar dan lengkap, perizinan dapat selesai dalam waktu 4 hari.
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17)

adalah dari

Persentase potensi investasi yang sudah memiliki Feasibility Studi (FS)
sudah mencapai 80% dari target Tahun 2018, yaitu sebesar 16%. Angka
16% berasal dari 2 potensi investasi yang sudah FS dari jumlah
keseluruhan 12 potensi investasi yang di tawarkan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Wonosobo. Potensi investasi yang sudah memliki FS
adalah Dieng Convention Hotel dan Kalianget Resort, Sport dan Spa

Center.

Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Hasil evaluasi pencapaian kinerja urusan kepemudaan dan olahraga

10

perlu kerja keras.

indikator sebanyak 9 indikator telah tercapai dan 1

Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Wonosobo Tahun 2018

indikator

Indikator
Kinerja

Capaian
2017

2018

Target
2018

Capaian

2018

%
Realisasi
Capaian
2018

Status
Capaian

Target
(RPJMD)
2021

Persentase
organisasi
pemuda
yang
berbadan
hokum

30

45

46

102%

90

Persentase
organisasi
pemuda yg
difasilitasi
dalam
peningkatan
kapasitas
dan
manajemen
kepemudaan

15

15

167%

15

Persentase
organisasi
pemuda
aktif

50

60

60

100%

90

Persentase
komunitas
olahraga
aktif

50

37

50

135%

60
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Indikator

No. Kinerja

Capaian
2017

2018

Target
2018

Capaian

2018

%
Realisasi
Capaian
2018

Status
Capaian

Target
(RPJMD)
2021

Rasio klub
olahraga

5 | terhadap
jumlah
penduduk

1.5

133%

2.5

Persentase
kenaikan
prestasi
olahraga tk
prov .
nasional

50

17%

50%

25%

40

Rasio
Gelanggang
7 | Olah Raga
per 1.000
Penduduk

1.85

108%

1.9

Rasio
Lapangan
8 | Olah Raga
per 10.000
Penduduk

0.006

0.0026

0.006

231%

0.003

Persentase
kenaikan

9 |jumlah
pemuda
berprestasi

10

111%

20

Persentase
pemuda
dengan
kasus

10 | narkoba
terhadap
seluruh
kasus
narkoba

DTT

10

DTT

AAAA

10

Telah Tercapai

Akan tercapai
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Perlu Perhatian Realiasasi capaian >40% dan
<80%

AAAA Perlu Kerja Keras Realisasi capaian < 40%

Persentase organisasi pemuda yang berbadan hukum mengalami kenaikan
sebesar 1% daripada tahun sebelumnya. Presentase organisasi pemuda aktif
mengalami kenaikan yang signifikan dari 50 % menjadi 60 %. Meningkatnya
presentase organisasi pemuda aktif disebabkan oleh banyaknya intervensi
pemerintah untuk memfasilitasi kegiatan kepemudaan. Sedangkan capaian
presentase komunitas olahraga aktif mengalami peningkatan sebesar 13% di
tahun 2018. Sedangkan untuk capaian Persentase organisasi pemuda yg
difasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan manajemen kepemudaan dan
Persentase kenaikan prestasi olahraga tk prov . nasional mengalami peningkatan
yang signifikan dan sudah mencapai target dalam RPJMD 2016-2021.

18) Urusan Kebudayaan

Hasil evaluasi pencapaian kinerja urusan kebudayaan tahun 2018
adalah dari 9 indikator dan telah tercapai.

Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan
Kabupaten Wonosobo Tahun 2018

2018 T t
Indikator Capaian (R;;ﬁp)
. . 0,
;{ s 2017 Target | Capaian Real/;sasi Status
rogram g P Capaian | 2021

Capaian

Persentase
kebudayaan
/tradisi yg
ditetapkan 100% 50% 100% 200% (0] 80%
sebagai tradisi
/kebudayaan
daerah

Persentase
komunitas 100% 50% 100% 200% (0] 65%
filantropi aktif

Persentase
penyelenggaraan
festival seni dan 60% 65% 75% 115% (0] 80%
budaya berbasis
kearifan local

Rasio Benda
Cagar Budaya
Dalam Kondisi

0,30 0,65 0,65 100 % (0] 0,80
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Baik

Persentase
Benda/Cagar
Budaya yang
Dilestarikan

29,87% 55% 65% 118% (0] 60%

Jumlah Sarana
Penyelenggaraan 17.366
Seni dan 568 12 2.084 % (0]

Budaya

15

Rasio kelompok
kesenian yang
terdaftar
terhadap 0,60 0,67 0,75 112 % (0] 0,70
kelompok
kesenian yang
ada

Persentase
kelompok 59,10% 50% 50% 100% (0] 80%
kesenian aktif

Rasio kerjasama
daerah bidang
kebudayaan
terhadap 0,10 0,10 0,15 150 % (0] 0,30
seluruh
kerjasama
daerah

0 Telah Tercapai Realisasi capaian sudah > 100
%

Akan tercapai Realisasi capaian >80%-
99,99%

Perlu Perhatian Realiasasi capaian >40% dan

eoo <80%

AAAA Perlu Kerja Keras Realisasi capaian < 40%

Persentase komunitas filantropi aktif juga meningkat dari tahun
sebelumnya, dimana capaian kinerja pada tahun 2018 mencapai 100% dari target
yang ditentukan yaitu sebesar 50%. Persentase penyelenggaraan festival seni dan
budaya berbasis kearifan lokal yang memiliki capaian 75% dari target yang
ditentukan sebesar 65% masih mengusung objek pemajuan kebudayaan daerah
yang dititikberatkan pada seni budaya tradisional yang berkisar 75% dari
keseluruhan festival seni dan budaya (baik yang diselenggarakan oleh dinas
maupun pihak lain). Rasio Benda Cagar Budaya dalam Kondisi Baik telah
memenuhi target 0,65.. Benda/Cagar Budaya yang Dilestarikan juga telah
melampaui target yaitu 65% dari target yang ditentukan sebesar 55%. Rasio
Kelompok Kesenian yang Terdaftar Terhadap Kelompok Kesenian yang Ada juga
melebihi target yaitu 0,75 dari target yang ditentukan sebesar 0,67. Dari seluruh
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kelompok kesenian yang ada, diperkirakan masih terdapat 25% yang belum
mendapatkan surat pengesahan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, sehingga
diupayakan untuk terus melaksanakan sosialisasi melalui berbagai lapisan pelaku
seni budaya dan ekonomi kreatif agar kelompok-kelompok kesenian segera aktif
mengurus pengesahan kelompok seni. Dari kelompok kesenian yang sudah
terdaftar tersebut, terdapat 50 % diantaranya aktif menginformasikan kegiatan
latihan dan pentas yang masih rutin diselenggarakan oleh kelompoknya. Realisasi
capaian yang sangat tinggi pada Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan
Budaya karena angka capaian kinerja tahun 2018 mencapai 2.084 dari target 12
yang ditentukan. Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni Budaya yang meliputi
kostum seni budaya tradisional, alat-alat kesenian, pada tahun 2018 mencapai
jumlah 2.084 set/buah yang keseluruhannya dihibahkan kepada kelompok
kesenian/budaya di Kabupaten Wonosobo.Angka ini menunjukkan jumlah
alat/sarana kesenian di seluruh Kabupaten Wonosobo, baik yang merupakan
asset dinas maupun alat yang telah dihibahkan kepada masyarakat. Dukungan
terhadap berkembangnya kelompok kesenian ini juga dilakukan melalui
pemberian bantuan alat kesenian kepada 99 kelompok kesenian di Kabupaten
Wonosobo. Rasio kerjasama daerah bidang kebudayaan terhadap seluruh
kerjasama daerah tahun 2018 sebesar 0,15 telah melampaui target yang
ditentukan sebesar 0,10.

0 Telah Tercapai Realisasi capaian sudah > 100
%
o Akan tercapai Realisasi capaian >80%-
99,99%
Perlu Perhatian Realiasasi capaian >40% dan
(XX ]

<80%

AAAA Perlu Kerja Keras Realisasi capaian < 40%

19) Urusan Statistik

Hasil evaluasi pencapaian kinerja urusan statistik tahun 2018 adalah
dari 3 indikator terdapat 2 indikator yang telah tercapai dan 1 indikator perlu
kerja keras

Capaian Kinerja Urusan Statistik

Kabupaten Wonosobo Tahun 2018

Indikator 2018 Target
Kinerja . (RPJMD)
No
CZ%?,? n Target | Capaian | Tingkat Status
Program 2018 | 2018 | Capaian(%) | Capaian| 2021
1 | Jumlah

publikasi
data/dokumen 1 S 3 60,00 AAAA 5
hasil
riset/kajian
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Indikator 2018 Target
No Kinerja (RPJMD)

Capaian Target | Capaian | Tingkat Status

Program 2017 | 3018 | 2018 | Capaian(%) Capaian 2021

atau produk
administrasi
yang diakui
BPS

2 | Persentase
publikasi
data/dokumen 100
hasil
riset/kajian 100 25 100 400,00 (0]
atau produk
administrasi
yang diakui
BPS

3 | Persentase
Publikasi
data/ kajian 80 100 125,00 (0] 100
wajib yang
diupdate

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Wonosobo, 2018

Telah Tercapai Realisasi capaian sudah > 100
o %
o Akan tercapai Realisasi capaian >80%-
99,99%
Perlu Perhatian Realiasasi capaian >40% dan
(XX ]
<80%
AAAA Perlu Kerja Keras Realisasi capaian < 40%

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa realisasi capaian indikator kinerja
urusan statistik tahun 2018 yang telah tercapai ada 2 indikator yaitu indikator
persentase publikasi data/dokumen hasil riset/kajian atau produk administrasi
yang diakui BPS dan indikator persentase Publikasi data/ kajian wajib yang
diupdate. Pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah menyusun
Buku Indikator Statistik Makro Pembangunan Daerah, Statistik Sektoral dan
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
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20)

Urusan Persandian

Hasil Evaluasi Pencapaian kinerja urusan persandian tahun 2018 adalah ada 3
indikator dan telah tercapai.

Capaian Kinerja Urusan Persandian

Kabupaten Wonosobo Tahun 2018

No

Indikator
Kinerja

Program

Capaia
n
2017

2018

Target
2018

Capaia
n
2018

%
Realisas
i
Capaian
2018

Status
Capaian
2018

Target
(RPJM

2021

Rasio perangkat
daerah yang
menggunakan

persandian untuk
mengaman kan
setiap jenis
informasi yang
wajib diamankan

0,8

125 %

0.8

Rasio jenis
informasi yang
diamankan
dengan
persandian

0,8

125 %

0.9

Rasio konten
informasi dari
setiap jenis
informasi yang
diamankan
dengan
persandian

0,8

125 %

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2018

Telah Tercapai

Akan tercapai

O
Perlu Perhatian
(X X ]
AAAA Perlu Kerja Keras

Realisasi capaian sudah > 100

%

Realisasi capaian >80%-

99,99%

Realiasasi capaian >40% dan
<80%

Realisasi capaian < 40%

Capaian kinerja urusan persandian berdasarkan pada indikator RPJMD
2016-2021, terdiri dari tiga indikator yang mencapai target tahun 2018 yaitu rasio
jenis informasi yang diamankan dengan persandian telah sepenuhnya tercapai.
Apabila ditinjau dari tabel di atas, juga dapat diketahui bahwa Rasio perangkat
daerah yang yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis
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informasi yang wajib diamankan telah sepenuhnya tercapai, dimana semua
perangkat daerah telah melakukan pengamanan setiap jenis informasi yang wajib

diamankan.

21)

Urusan Perpustakaan

Hasil evaluasi pencapaian Kkinerja urusan perpustakaan tahun 2018

adalah dari 7

akan tercapai.

indikator sebanyak 8 indikator telah tercapai dan 1

indikator

Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Wonosobo Tahun 2018

2017 2018
Indikator Target
;{ nernja Capaian | 1,100t | Capaian Tingkat | o s | (RPIMD)
rogram Target 2018 2018 Capaian c . 2021
2017 (%) apaian
Rata-rata
Kemampuan 120 490 120 198 165 120
Membaca Kt/Mn Kt/Mn (0} kata/meni
Kt/Mnt Kt/Mnt
Cepat Anak t t Kt/Mnt t
SD
Rata-rata
Kemampuan 200 200 200
483 221 110,5 .
Membaca Kt/Mn Kt/Mn > (0] kata/meni
Cepat Anak t Kt/Mnt ¢ Kt/Mnt Kt/Mnt ¢
SMP
Rata-rata
Kemampuan 250 250 250
Membaca Kt/Mn Kt/l@[?’i Kt/Mn Kt/ 1\24?18t Ktl/(l)\th (0} kata/meni
Cepat Anak t t t
SMA
Jumlah 828 834 | 843 688 0 893
Perpustakaan 81.61
Jumlah
Pengunjung 260-1 1 365658 | 2715 | 374.806| 138,05 0 292,000
78 02
Perpustakaan
Jumlah
Referensi 943 1.358 | 1.006 1.362 | 135,39 (0} 1200
Digital
Jumlah
Pelajar/Mahas | 186.3 | g, 54 | 190.01 140 06g | 156,84 0 204,400
iswa yang 24 51
Berkunjung
Sumber : Dinas Arpusda Kab. Wonosobo, 2018
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Telah Tercapai Realisasi capaian sudah > 100
o %

o Akan tercapai Realisasi capaian >80%-
99,99%
Perlu Perhatian Realiasasi capaian >40% dan
(XX ]
<80%
AAAA Perlu Kerja Keras Realisasi capaian < 40%

Tabel di atas menunjukkan bahwa Rata-rata Kemampuan membaca
cepat melebihi target, penghitungan ini didapat setelah diselenggarakannya
seminar/pelatihan dan lomba membaca cepat. Jumlah pengunjung perpustakaan
kabupaten mengalami kenaikan yang penyebab utamanya telah dijelaskan di atas.
Jumlah Perpustakaan belum memenuhi target karena Perpustakaan tidak hanya
membutuhkan pembinaan tapi lebih ke sarpras perpustakaan sehingga
perpustakaan yang sarprasnya kurang memadai cenderung tidak aktif/mati.

22) Urusan Kearsipan

Hasil evaluasi pencapaian kinerja urusan kearsipan tahun 2018 adalah
dari 3 indikator sebanyak 2 indikator telah tercapai dan 1 indikator akan
tercapai.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan

Kabupaten Wonosobo Tahun 2018

Target

Indikator 2018 (RPJM

No Kinerja Capai
Program an
2017

Target | Capaian Tingkat Status

2018 | 2018 | Capaian(%) | Capaian | 202!

Pengelolaan
1 Arsip Secara 50% 93% 90% 96.77% o 100%
Baku

Jumlah PD,
Desa/Kelura
han yang

2 | dibina dalam 14% | 46.88% | 69.43% 148.10% (0] 82%
Pengelolaan
Arsip
Dinamis

Persentase
Pelaksanaan
Sistem

3 | Kearsipan 5% 55% 55% 100.00% (0} 60%
sesuai
Norma,
Standar,
Prosedur dan
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Target
Indikator 2018 (RBJM
No Kinerja Capai )
Program 2;'117 Target | Capaian Tingkat Status 2021
2018 2018 Capaian(%) | Capaian
Kriteria
(NPSK)
[0 Telah Tercapai Realisasi capaian sudah > 100 %
0 Akan tercapai Realisasi capaian >80%- 99,99%
oo Perlu Perhatian Realiasasi capaian >40% dan <80%
AAAA Perlu Kerja Keras Realisasi capaian < 40%

b. Layanan Urusan Pilihan

1) Kelautan dan Perikanan

Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Indikator RKPD

Tahun 2018

Indikator
Kinerja
Program

Capaian 2017

2018

Target

Capaian

% Realisasi
Capaian

Status
Capaian

Persentase
kenaikan
luas lahan
perikanan

-15,34

4,00

-10,00

-250,00

Persentase
kenaikan
produksi
ikan
konsumsi

8,67

5,20

6,00

115,38

Persentase
kenaikan
produksi
benih ikan

2,47

3,20

4,30

134,37

Rata-rata
konsumsi
ikan
kapita

per

25,37

13,56

25,46

187,76
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Produksi
2 perikanan 626,12 811,64 516,00 63,57 (X 1]
tangkap

Rasio

anggota

kelompok

3 |fami ~ ikan 9,65 50,25 9,65 19,20 AANA
terhadap

jumlah

petani

ikan/nelayan

Pengolahan
hasil 43,94 48,46 146,19 301,67 (0}
perikanan

Persentase
eksport hasil
perikanan
terhadap
total eksport
non migas

16,00 4,30 16,00 372,09 (0}

Sumber: Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo, 2018

Keterangan Status Capaian:

Telah Tercapai Realisasi capaian sudah > 100
o %
o Akan tercapai Realisasi capaian >80%-
99,99%
Perlu Perhatian Realiasasi capaian >40% dan
YY)
<80%
AAAA Perlu Kerja Keras Realisasi capaian < 40%

Produksi perikanan Tahun 2018 dibandingkan dengan target produksi adalah
tercapai 110,81 %. Produksi perikanan pada Tahun 2018 berjumlah 9.744.831
kg, di atas target daerah tahun 2018 yang berjumlah 8.794.430 kg. Jumlah
produksi perikanan tersebut menurun dibandingkan capaian Tahun 2017
yang berjumlah 9.819.487 kg, hal ini disebabkan eksploitasi penangkapan
ikan yang berlebihan di waduk Wadaslintang termasuk penggunaan jaring
insang yang ukurannya tidak sesuai dengan yang dianjurkan. (dibawah 3
inch).

Konsumsi ikan di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2018 tercapai 187,76%
dibandingkan dengan target daerah, dan meningkat dibandingkan konsumsi
ikan tahun 2017 sebesar 0,09 kg/kap/th. Konsumsi ikan terdiri atas
konsumsi ikan segar dan ikan olahan seperti ikan asin dan produk olahan
lainnya. Konsumsi ikan di Kabupaten Wonosobo pada tahun-tahun terakhir
berhasil melampaui target daerah artinya kesadaran masyarakat dalam
mengonsumsi ikan semakin meningkat.
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Hal perlu mendapat perhatian lebih adalah produksi perikanan tangkap
karena pada Tahun 2018 jumlah penangkapan hanya 516.000 kg, atau
hanya memenuhi capaian sebesar 63,57% dari target daerah.

Capaian produksi benih ikan Tahun 2018 adalah sebesar 58.730.854 ekor,
melampaui target daerah sebesar 54.926.393 ekor dan produksi benih
ikan Tahun 2017 sebesar 58.359.940 ekor. Dibandingkan dengan target
kenaikan produksi benih ikan 2018 sebesar 3,20%, maka produksi benih
ikan meningkat 4,30%. Hasil produksi perikanan tangkap pada Tahun
2018 sebanyak 516,0 ton, belum memenuhi target daerah yaitu 811,64
ton. Pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Wonosobo pada Tahun
2018 adalah sebesar 146,19 ton, jauh meningkat dibandingkan dengan
produksi pengolahan tahun 2017 sebesar 43,94 ton serta target daerah
sebesar 48,46 ton, sehingga capaian kinerjanya sebesar 301,67%.
Peningkatan pengolahan ikan yang cukup signifikan karena semakin
berkembangnya usaha pengolahan ikan baik yang bersifat kelompok,
perorangan dan badan usaha. Jenis olahan perikanan di Kabupaten
Wonosobo antara lain pepes nila, ikan/ udang crispy, abon lele, pempek,
serta usaha kreatif pengolahan berbahan dasar dari ikan.

2) Pariwisata

Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pariwisata
Berdasarkan Indikator RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2018

No Indikator Kinerja Capaian 2018
Program 2017
Target | Capa % Status
ian Realisasi | Capaia
Capaian n

1 Persentase kenaikan 26% 15% | 22,35 149% [0
kunjungan per obyek %
wisata terhadap seluruh
kunjungan wisata

2 Persentase kontribusi 1,64% 10% 2,40 24% eoo
sektor pariwisata %
terhadap PAD

3 Persentase kenaikan 26,40% 15,00 | 34,93 233%
kunjungan wisatawan % %

4 Persentase Kunjungan 26,85% 15% | 98,92 659%
wisatawan nusantara %

5 Persentase kunjungan 0,23% 1,08 108%
wisatawan mancanegara %
terhadap seluruh
wisatawan

6 Rata-rata lama tinggal 0,4 2,5 1,1 44% (X1
wisatawan
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7 Jumlah komunitas 16 6 142 2367%
ekonomi kreatif

8 Persentase komunitas 50% 60% 76% 127%
kreatif yang terfasilitasi
dalam ruang/arena
kreasi

9 Persentase orang kreatif 31,51% 15% 35% 233%
yang menjadi wirausaha

10 [ Persentase produk 87,50% 15% 90% 600%
kreatif yang terfasilitasi
pameran
11 Persentase kerjasama 6,25% 0,40% | 1,30 325% 0
pariwisata terhadap %
seluruh MOU

Keterangan Status Capaian:

(0] Telah Tercapai Realisasi capaian sudah > 100 %
[ Akan tercapai Realisasi capaian >80%- 99,99%
oo Perlu Perhatian Realiasasi capaian >40% dan <80%
AAAA Perlu Kerja Keras Realisasi capaian < 40%

Persentase Kenaikan Kunjungan per Obyek Wisata Terhadap Seluruh
Kunjungan Wisata pada Tahun 2018 adalah 22,35% atau meningkat
dibandingkan dengan tahun lalu. Kontribusi sektor pariwisata pada Tahun 2018
sejumlah Rp5.084.389.700,00 memberikan kontribusi sebesar 2,4% terhadap PAD
tetapi masih jauh di bawah target Tahun 2018 sebesar 10%. Jumlah komunitas
ekonomi kreatif sampai dengan tahun 2018 yang sudah terdata mencapai 142
komunitas, terdiri dari komunitas seni pertunjukan, kuliner, fotografi, dan
teknologi informasi. Masih banyak pelaku ekonomi kreatif yang perlu didorong
untuk membentuk komunitas guna memudahkan jalur koordinasi dan
pembinaannya. Sementara itu dari keseluruhan komunitas tersebut, baru 76%
diantaranya yang dapat difasilitasi di arena kreasi/zona kreatif Mendolo
mengingat keterbatasan ruang dan sarana prasarana yang ada sehingga masih
diupayakan terus agar lebih banyak lagi komunitas yang dapat terwadahi.

3) Pertanian

Capaian Kinerja Urusan Pertanian Berdasarkan Indikator RKPD Tahun 2018

2018
Indikator Satu | Capaian
Kinerja Program | an 2017 Target | Capaian % Realisasi Status
Capaian Capaian
Produksi ton 441.24 | 470.355 | 362.625 77,10 000
tanaman pangan
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Indikator
Kinerja Program

Satu
an

Capaian
2017

2018

Target

Capaian

% Realisasi
Capaian

Status
Capaian

- Padi

167.855

164.793

158.093

95,93

- Jagung

86.189

110.504

71.844

65,01

- Ubi kayu

171.584

176.557

115.186

65,24

- Ubi jalar

15.612

18.501

17.502

94,60

Produktivitas
tanaman
pangan/padi

ton/

5,17

5,32

5,21

97,93

Jumlah produksi
hortikultura

4.089.55
2

2.125.0
33

3.035.7
94

142,86

Jumlah produksi
buah-buahan

1.016.58
6

1.393.4
7

1.459.0
56

104,71

Jumlah produksi
tanaman
biofarmaka

3.928.98
8

3.150.2
99

5.005.9
89

158,91

Jumlah produksi
bunga

tang
kai

2.709.96
0

2.672.6
25

2.612.7
09

97,76

Jumlah produksi
perkebunan

ton

7.661

5.711

7.206

126,17

Peningkatan

level  sertifikasi
untuk
komoditas*

pertama,
ketiga

kedua

pertama
, ketiga

Persentase
teknologi  tepat
guna bidang
pertanian  yang
sudah

diterapkan

%

15

30

15

50,00

Persentase
luasan lahan
pertanian/perke
bunan ramah
lingkungan
(pertanian
organik,
pertanian sesuai
kaidah
konservasi)

%

50,00
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Indikator
Kinerja Program

Satu
an

Capaian
2017

2018

Target

Capaian

% Realisasi
Capaian

Status
Capaian

rasio petani yang
melakukan
usaha pertanian
organik

%

62,50

persentase
produksi
komoditas
pertanian
organik terhadap
total komoditas
pertanian

%

62,50

ood

Persentase
eksport hasil
pertanian
terhadap total
eksport non
migas

%

1,57

78,50

Jumlah populasi
ternak besar

ekor

23.229

23.162

24.019

103,70

Jumlah populasi
ternak kecil

ekor

275.046

281.824

277.932

98,62

Jumlah populasi
ungags

ekor

3.050.06
8

1.537.4
12

3.277.4
30

213,18

Jumlah produksi
telur

kg

1.920.65
3

1.708.3
99

1.817.8
47

106,41

Jumlah produksi
susu

liter

921.602

932.45

932.834

100,04

Jumlah produksi
daging

kg

8.034.89
9

8.879.9
05

9.556.1
43

107,62

Persentase kasus
ternak yang
tertangani

%

85

90

90

100,00

© ©6 6| 6 ©

Jumlah temuan
teknologi  tepat
guna bidang
pertanian yang
sudah

diterapkan

jenis

100,00

Persentase
kenaikan
pasokan produk

%

18

20

18

90,00
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2018

Indikator Satu | Capaian

Kinerja Program | an 2017 % Realisasi Status

Target | Capaian

Capaian Capaian

peternakan ke
perusahaan
pengolah

Rasio anggota
kelompok  tani| % 28,47 29,23 31,32 107,15 (0]
terhadap petani

Rasio anggota

kelompok tani |
ternak terhadap % 5,29 5,33 5,82 109,19 (0]

peternak

Persentase
penyuluh  yang
memiliki o

pendidikan % 65 60 71,5 119,17 (0]
formal pertanian
dan peternakan

Sumber: Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo, 2018

Keterangan Status Capaian:

(0] Telah Tercapai Realisasi capaian sudah > 100 %
[ Akan tercapai Realisasi capaian >80%- 99,99%
eee Perlu Perhatian Realiasasi capaian >40% dan <80%
AAAA Perlu Kerja Keras Realisasi capaian < 40%

Secara umum produksi tanaman pangan pada tahun 2018 mengalami
penurunan sebesar 78.615 ton apabila dibandingkan dengan produksi tahun
2017. Target capaian jumlah produksi hortikultura atau sayur-sayuran pada
tahun 2018 tercapai sebesar 142,86%. Karena target jumlah produksi hortikultura
yang direncanakan sebanyak 2.125.033 kw terealisir sebanyak 3.035.794 kw,
walaupun jumlah produksi hortikultura pada tahun 2018 mengalami penurunan
sebesar 1.053.758 kw apabila dibandingkan dengan jumlah produksi sayur-
sayuran pada tahun 2017. Target jumlah produksi bunga pada tahun 2018
tercapai 97,76%, menurun dari target yang direncanakan sebanyak 2.672.625
tangkai terealisir sebanyak 2.612.709 tangkai, dan apabila dibandingkan jumlah
produksi bunga pada tahun 2017 sebanyak 2.709.960 tangkai mengalami
penurunan sebanyak 97.251 tangkai. Penurunan jumlah produksi bunga ini
disebabkan oleh penurunan produktivitas dan luas panen pada beberapa jenis
bunga. Target capaian jumlah produksi perkebunan pada tahun 2018 tercapai
sebesar 126,17%. Peningkatan Level Sertifikasi untuk Komoditas pada tahun 2018
tercapai pada Level Pertama dan Ketiga, sedangkan Level Kedua tidak tercapai.
Kriteria Komoditas Pertanian Level Pertama adalah komoditas bebas pestisida,
sedangkan Kriteria Level Kedua adalah kandungan pestisida diambang batas dan
Kriteria Level Ketiga adalah kandungan pestisida masih bisa ditolerir. Sertifikasi
Komoditas Pertanian dibutuhkan sebagai salah satu syarat ekspor. Persentase
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Luasan Lahan Pertanian/ Perkebunan Ramah Lingkungan (Pertanian Organik,
Pertanian Sesuai Kaidah Konservasi) pada tahun 2018 tercapai sebesar 1% dari
target 2018 sebesar 2%, sehingga target kinerja hanya tercapai 50%. Rasio petani
yang melakukan usaha pertanian organik masih rendah di Kabupaten Wonosobo
dikarenakan masih banyaknya petani yang masih mengandalkan bahan kimia
seperti pestisida dan pupuk kimia untuk menjaga tanaman dari serangan hama
dan mempercepat tumbuh tanaman meskipun sudah banyak yang mulai
menggunakan system semi organik. Persentase Ekspor Hasil Pertanian terhadap
Total Ekspor tahun 2018 masih sama dengan tahun 2017, yakni sebesar 1,57%.
Ekspor hasil pertanian ini berupa ekspor salak, gula kelapa, kentang, benih bunga
dan sayuran, lobak, red bit serta kopi. Jumlah Populasi Ternak Kecil pada tahun
2017 sebanyak 275.046 ekor meningkat 2.886 ekor, sehingga menjadi sejumlah
277.932 ekor pada tahun 2018. Capaian kinerja mencapai 98,62% karena
populasi ternak kecil dibawah target tahun 2018 sebesar 281.824 ekor.

4) Perdagangan

Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perdagangan Berdasarkan Indikator
RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2018

No Indikator Kinerja Cap 2018 Target (RPJMD)
Program aian 2021
201 | Target | Capaian | Tingkat Status
7 2018 2018 Capaian | Capaian
(%)
1 | Rasio ketersediaan 0,8 0,92 0,8 86,96 O 1
kebutuhan bahan
pokok
2 | Rasio ketersediaan 0,9 0,3 0,9 300 Q 0,5
pupuk dan pestisida
3 | Persentase kenaikan 15 20 30 150 [0 30
UDKM
4 | Koefisien harga rata- 5,5 6 5,5 91,67 [ 8
rata pemerintahan
dan pasar
5 [ Rasio Metrologi Legal 20 22 20 90,91 0 25
yang di tera ulang
6 | Rasio kerjasama 0.05 0,12 0,05 41,67 Xy 0,2
pemerintah daerah
bidang
perdaganganterhadap
semua kerjasama
7 | Persentase kenaikan 25 11 25 227,27 @ 12,5
negara tujuan ekspor
8 | Nilai Ekspor bersih $48, 57,30 56,63 98,83 [ 66,7 juta USD
perdagangan (USD) 443, | jutaUS | jutaUSD
690. D
38
9 | Persentase los/kios 85 70 85 121,43 [0 90
yang dimanfaatkan
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10 | Persentase pasar 100 54 100 185,18 (0] 70
Tradisional yang
direvitalisasi

11 | Penurunan pedagang 0,3 1 2 200 [0 2

kaki lima yang

berjualan di tempat

yang bukan
peruntukannya

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, 2019

Keterangan Status Capaian:

0]
0

Telah Tercapai
Akan tercapai

Perlu Perhatian

AAAA Perlu Kerja Keras

5) Urusan Perindustrian

Realisasi capaian sudah > 100 %

Realisasi capaian >80%- 99,99%

Realiasasi capaian >40% dan <80%

Realisasi capaian < 40%

Capaian kinerja Urusan Perindustrian berdasarkan Indikator RKPD Tahun
2018 Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten
Wonosobo

Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)

Satua

Capaia
n 2017

2018

Target

Capaian

Tingkat
Capaian
(%)

Status
Capaian

Pertumbuhan
industri kecil
(%)

%

5,5

3.4

2.91

85.59

Persentase
kenaikan
Kapasitas
produksi
Industri

%

2,33%

6%

2.82

56.4

Persentase
industri kecil
yang berijin

%

59,53%

78

63.77

81.76
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Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)

Satua

Capaia
n 2017

2018

Target

Capaian

Tingkat
Capaian
(%)

Status
Capaian

Persentase
kenaikan
Jumlah Tenaga
kerja sektor
industri

%

-2.78%

6.6

82.51

Persentase
pertumbuhan
klaster dengan
status maju

%

40,00%

12

20

100

Persentase
klaster yang
memiliki SOP

%

40,00%

50

40

80

Persentase
kenaikan
jumlah klaster

%

20,00%

30

20

66.7

Persentase
kenaikan
Perkembangan
Serapan tenaga
kerja pada
sentra indutri
potensial

%

2,61%

5.04

63

Persentase
kenaikan
pelaku usaha
industri
potensial (per
sentra)

%

0,57%

5.7

71.25

10

% IKM yang
memperoleh
sertifikasi good
manufacturing
product

%

4,34

4.6

4.5

97.82

11

Produk
unggulan yang
sudah
ditetapkan
dengan SK

%

80

12

% IK yang telah
memanfaatkan
teknologi tepat

guna

%

4,37

7.5

5.72

76.27
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Sumber: DinasTenaga Kerja, Peri ian dan Tre igrasi, 2018

Keterangan Status Capaian:

(0] Telah Tercapai Realisasi capaian sudah > 100 %
0 Akan tercapai Realisasi capaian >80%- 99,99%
oo Perlu Perhatian Realiasasi capaian >40% dan <80%
AAAA Perlu Kerja Keras Realisasi capaian < 40%

Pada tahun 2018, sektor industri memberi kontribusi terhadap PDRB
sebesar 16.01 persen. Sumbangan sektor ini terhadap PDRB mengalami
penurunan dibanding tahun sebelumnya yang berada pada angka 16.08 persen,
atau mengalami penurunan sebesar 0.07 persen. Pada tahun 2018, IKM di
Kabupaten Wonosobo tercatat berjumlah 18.449 wunit usaha, mengalami
peningkatan sejumlah 521 unit usaha dari tahun sebelumnya yang berjumlah
17.928 unit. Dengan kata lain, pada tahun 2018 IKM tumbuh sebesar 2,91
persen, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 1.24 persen.
Namun laju pertumbuhan ini masih berada di bawah target pertumbuhan tahun
2018, yang ditarget tumbuh pada angka 3.4 persen. Pertumbuhan industri kecil
relatif lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, namun tingkat pertumbuhan
ini masih di bawah target pertumbuhan tahun 2018 yang berada pada angka 3.4
persen, atau diharapkan pada tahun 2018 IKM di Kabupaten Wonosobo bisa
bertambah sebanyak 609 unit. Pertumbuhan IKM bisa dipengaruhi oleh banyak
variable, diantaranya adalah kondisi makro perekonomian (yang ditandai dengan
pertumbuhan ekonomi daerah). Kontribusi sektor industri terhadap PDRB
cenderung berkutat pada kisaran angka 16 persen, bahkan pada tahun 2018
cenderung mengalami penurunan dibanding tahun 2017, namun produktivitas
sektor industri terus mengalami peningkatan, dengan jumlah penduduk yang
bekerja pada sektor ini juga mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan
industri. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor industri berada di
bawah pertumbuhan agregat, sekaligus bermakna pertumbuhan produktivitas
sektor ini juga berjalan tidak secepat pertumbuhan produktivitas agregat.

6) Transmigrasi

Capaian kinerja Urusan Transmigrasi

Berdasarkan Indikator RKPD tahun 2018

Indikator Capaian 2018 Target
No gmer_]a 2017 | Target | Capaian | Tingkat Status (R2P (.)I;VIID)
rogram 2018 2018 | Capaian(%) | Capaian

Persentase

| | kenaikan 0% |10,00% | 0O 0 AAAA | 10%
jumlah
transmigran

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Peri ian dan Tr igrasi, 2018

Keterangan Status Capaian:
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Telah Tercapai Realisasi capaian sudah > 100 %
o p p

[ Akan tercapai Realisasi capaian >80%- 99,99%
eee Perlu Perhatian Realiasasi capaian >40% dan <80%
AAAA Perlu Kerja Keras Realisasi capaian < 40%

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 terjadi stagnasi jumlah
transmigran dari tahun sebelumnya (2017) ditempatkan 5 Kepala Stagnasi jumlah
penempatan ini tidak lain disebabkan penentuan alokasi transmigran yang diatur
oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan provinsi Jawa Tengah
bersama seluruh dinas yang mengampu urusan transmigrasi se-Jawa Tengah.

c. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Perencanaan

Hasil Evaluasi pencapaian kinerja urusan perencanaan adalah dari 22
indikator sebanyak 11 telah tercapai, 3 akan tercapai, 8 perlu perhatian.

Capaian Kinerja Urusan Perencanaan

Kabupaten Wonosobo Tahun 2018

2018
Indikator Target

.. Capaia :
Kinerja . | Tingkat | Status | (RPJMD
n 2017 | Target | Capaia . .
Program 2018 | n 2018 C:[();;a Caiam ) 2021
(o]

o2

Persentase
dokumen
perencanaan
1 | pembangunan 96,00 100,00 | 100,00 100,00 0 100,00
daerah yang
ditetapkan
tepat waktu

Persentase
kesesuaian
Program dalam
RKPD dengan
program dalam
RPJMD

84,70 100,00 | 90,00 90,00 O 100,00

Persentase
kesesuaian
3 | program dalam 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 (0] 100,00
Renja SKPD
dengan
program dalam
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2018

Indikator Capaia Target
Kinerja n 212)17 Target | Capaia Tingk.a t Statlfs (RPJMD
Program 2018 n 2018 C:]();.l)a Caiala ) 2021
o

o2

RKPD

Peringkat dan
status kinerja >3 >3

4 | penyelenggaraa 2,93 (sangat 3,06 102,00 (0} (sangat
n Pemerintahan tinggi) tinggi)
Daerah

Presentase OPD
rnenyusun

5 | dokumen 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 (0
perencanaan

(Renja OPD)
tepat waktu

100,00

Persentase
serapan
kegiatan dan
anggaran

85,74 | 100,00 | 90,89 90,89 0 100,00

Persentase
aparat
perencana
yang memiliki
sertifikat diklat
perencanaan

100,00 | 40,00 | 27,59 | 68,97 coe 60,00

Persentase
keterisian
format data dan
g |informasidalam | ¢ 4 | 100,00 | 43,00 | 43,00 eoe 100,00
sistem
informasi
pembangunan
daerah

Persentase
ketersediaan
data dan

9 | informasi 90,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 0 100,00
perencanaan
pembangunan
daerah
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o2

Indikator
Kinerja
Program

Capaia
n 2017

2018

Target
2018

Capaia
n 2018

Tingkat
Capaia
n (%)

Status
Capaia
n

Target
(RPJMD
) 2021

10

Persentase
dokumen
perencanaan
sosial budaya
yang
terimplementasi
dalam kegiatan
OPD

80,00

100,00

100,00

100,00

100,00

11

Persentase
kenaikan
produksi
produk
unggulan dalam
OVOP dan
ODOP

3,00

6,00

2,70

45,00

30,00

12

Persentase
Kenaikan
jumlah/jenis
produk
unggulan dalam
OVOP dan
ODOP

14,29

6,00

20,00

333,33

30,00

13

Jumlah
pengembangan
kawasan
pedesaan
berbasis OVOP

50

50,00

14

Persentase
dokumen
perencanaan
wilayah dan
sumber daya
alam yang
terimplementasi
dalam DED

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

15

Persentase
kenaikan
Jumlah desa yg
menjadi pusat
pertumbuhan

1,00

9,00

5,08

56,44

18,00

16

Tingkat
aksesibilitas
(panjang Jalan/

1,01

79,60

101,4

127,45

80,00
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o2

Indikator
Kinerja
Program

Capaia
n 2017

2018

Target
2018

Capaia
n 2018

Tingkat
Capaia
n (%)

Status
Capaia
n

Target
(RPJMD
) 2021

Luas wilayah)

17

Persentase
kegiatan PD
yang sesuai
dengan
perencanaan
wilayah dan
sumber daya
alam

8,54

80,00

85,00

106,25

90,00

18

Persentase
Panjang jalan
kawasan
perbatasan
dalam kondisi
baik dan
sedang

48,24%

60,00

52,80

88,00

60,00

19

Persentase
kecamatan
yang sudah
memiliki
pemetaan detail
rawan bencana

40,00

56,50

42,00

74,34

100,00

20

Persentase
Desa Rawan
bencana yang
terpasang EWS
(early warning
system)

10,00

11,00

8,00

72,73

20,00

21

Persentase
dokumen
rencana
kontinjensi
yang tersusun
terhadap total
jenis bencana

35,00

45,00

35,00

77,78

75,00

22

Rapor
ketangguhan
bencana

Sedang

baik

Baik

Baik

Baik
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2018
Indikator Target

N " . Capaia i
° ;{mer_]a n 2017 | Target | Capaia Tcl:g:iit g:ai:;: (RPngD
rogram 2018 | n2018 | 2P P ) 202
n (%) n
Persentase
dokumen jenis
23 bencana yang 50,00 60,00 42,00 70,00 oo 100,00
sudah tersusun
dalam rencana
kontinjensi

Capaian kinerja urusan perencanaan pembangunan bisa dilihat dari
indikator RKPD 2018. Di mana dari 23 indikator, 11 indikator telah tercapai, 3
indikator akan tercapai dan 9 indikator perlu perhatian. Indikator yang perlu
perhatian antara lain persentase aparat perencana yang memiliki sertifikat diklat
perencanaan, di mana pada tahun 2018 baru mencapai 27,59% atau baru ada 9
orang dari 29 orang. Hal ini menunjukkan rendahnya motivasi pegawai dalam
mengikuti diklat, meskipun diklat tersebut sangat penting untuk menunjang tugas
pokok dan fungsi pegawai di Bappeda. Kedepannya perlu adanya kesempatan bagi
pegawai Bappeda untuk mengikuti diklat perencanaan sehingga akan
meningkatkan kemampuan dan profesionalitas dalam menunjang kualitas
pekerjaan. Indikator yang lain adalah persentase kenaikan produksi produk
unggulan dalam OVOP dan ODOP, dimana di tahun 2018 sebesar 2,7 % dan nilai
ini mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2017. Perlambatan ini terjadi
karena adanya kelangkaan buah khususnya carica yang dipengaruhi oleh musim
kemarau yang panjang sehingga berpengaruh pada penurunan produksi yang
cukup tajam. Sedangkan jumlah desa yang menjadi pusat pertumbuhan baru
5,08% yaitu desa Binangun, Randusari dan Lancar. Indikator lainnya yang perlu
perhatian adalah terkait dengan kebencanaan, di mana jenis bencana yang sudah
tersusun dalam rencana kontijensi baru 35% dan apabila dibandingkan dengan
seluruh bencana yang ada, rencana kontijensi yang tersusun baru 42% yaitu
rencana kontijensi tanah longsor di Kecamatan Kaliwiro, Kejajar dan Watumalang
serta review rencana kontijensi gunung Sindoro. Sedangkan kecamatan yang
sudah memiliki pemetaan detail rawan bencana baru 42% antara lain Kecamatan
Kaliwiro, Watumalang dan Sukoharjo. Sementara desa rawan bencana yang
terpasang EWS baru 8,00% yaitu desa Pulus, Gelangan, Garunglor, Tieng,
Pagerejo, Ngasinan.

1) Keuangan

Hasil Evaluasi: 25 indikator, 15 indikator telah tercapai,8 akan tercapai, 1
perlu perhatian, dan 1 indikator perlu kerja keras.

Capaian Kinerja Urusan Keuangan

Tahun 2018
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NO

Indikator Kinerja
Program

Capaian
2017

2018

Target
(RPJM

2021

Target
2018

Capaian
2018

%

Capaian
2018

Simbol
Status
Capaian

Opini BPK

WTP

WTP

Dalam
Proses

WTP

Persentase Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan Tepat
Waktu

90

100

90

90%

100

Predikat SAKIP

100

Persentase
tersedianya 7
layanan informasi
jasa konstruksi
tingkat kabupaten
pada sistem
informasi pembinaan
jasa konstruksi
(SIPJAKI)

100

85

100 1

17,64

93

Persentase Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan Tepat
Waktu

100

100

100 100%

100

%XKetepatan waktu
penyampaian
laporan keuangan
dan kinerja
berdasarkan PP No
58 Tahun 2005

100

100

90

90%

100

% Ketepatan waktu
penyampaian
laporan
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD

100

100

90

90%

100

% SKPD yang
melaporkan
inventaris barang
tepat waktu.

85

80

80 100%

100

Persentase
kenaikanPAD

10,95

6.99 140%
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Target

(RPJM
201 8 D)
NO Indikator Kinerja Capaian 2021
Program 2017
Target | Capaian % Simbol
2018 2018 Capaian Status
2018 Capaian
10 | Rasio realisasi PAD 106 100 106.94 107% [0 100
Persentase belanja Menuru Menur
11 | pegawai terhadap 43,90 n 39.01 Menurun (0] un
total belanja
1o | Persentase Realisasi | ¢, 59 0.85 77.33 9098% (0} 99
Belanja Modal ’ ’ : °
Persentase Realisasi
13 | belanja pemeliharaan 94,82 100 82.8 83% 0 100
infrastruktur
Persentase belanja . . .
14 | Modal Terhadap 17,03 | Meming | 938 Memtngka (o) Menin
Total Belanja Daerah g
Persentase belanja
barang dan jasa Mening Meningka Menin
15 terhadap total 19,21 kat 22.2 t o gkat
belanja
Persentase realisasi
16 | belanja barang dan 90,10 90 93.03 103% (0] 95
jasa
Rasio PAD terhadap
17 | Total Pendapatan 13,04 15.31 11.7 76% oee 20
Daerah
Rasio SILPA
18 | terhadap Total 15,30 971028 14.97 0% AAAA 5
Pendapatan Daerah
Persentase
19 | peningkatan BUMD 70 70 70 100% (0] 80
Berkinerja baik
Persentase
Kontribusi o
20 pendapatan BUMD 11,25 7.44 6.63 89% 0 8,39
terhadap PAD
Persentase Realisasi
21 | belanja barang /jasa 78,29 100 100 100% (0] 100
(eks BAU)
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Target

(RPJM
201 8 D)
NO Indikator Kinerja Capaian 2021
Program 2017
Target | Capaian %. Simbol
2018 2018 Capaian Status
2018 Capaian
Persentase Realisasi
9 | belanja pelayanan 80,00 100 82.11 82% 0 100
administrasi
perkantoran

Persentase Realisasi
23 | belanja pemeliharaan 97,32 100 82.63 83% O 100
sarpras aparatur

Persentase aset
24 | daerah dalam 80,00 80 80 100% (0) 85
kondisi baik

Persentase realisasi
25 | belanja modal 91,45 99 96.09 97% 0 99
sarpras aparatur

Sumber : BPPKAD Kab. Wonosobo, 2018 ( diolah)

2) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Hasil Evaluasi urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan adalah dari
5 indikator sebanyak 3 indikator telah tercapai dan 2 indikator perlu

perhatian.

Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Tahun 2018
Status
Capaia . Target
n 2017 2018 °a1:la‘a (RPJMD)
No Indikator
Kinerja 2021
Program °/f
Target Capaian Reailsas
2018 2018 .
capaian
2018
1 Persentase
capaian
sasaran kinerja 117% 87% 115% 132,19% (0) 90%
pegawai dengan
target
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Status
2018 capaia
n

Capaia
n 2017

Target
(RPJMD)
No Indikator
Kinerja 2021

Program %
Realisas
i
capaian
2018

Target Capaian
2018 2018

2 | Persentase
struktur
jabatan dan 89% 100% 79% 79% YY) 100%
eselonering
yang terisi

3 Persentase
pejabat yang
telah mengikuti
persyaratan
pendidikan 120% 64% 124% 193,75% (0] 70%
formal yang
sesuai dengan
bidang
tugasnya

4 Persentase
pejabat yang
telah
memenuhi 60% 80% 55,99% 69,98% oo 100%
persyaratan
pendidikan
pelatihan

5 | Persentase
pegawai ASN
yang mendapat | 0,08% 0% 0,10% 0,10% (0] 0%
hukuman
disiplin

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah, 2018 (diolah)

3) Penelitian dan Pengembangan

Hasil Evaluasi capaian kinerja urusan penelitian dan pengembangan adalah
ada 1 indikator dan telah tercapai

Capaian kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Wonosobo Tahun 2018
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%
ﬁ:: Reali
No Indikator Kinerja si Target | Realisasi | sasi | Status
: Program (Outcome) 201 2018 2018 Capa | Capaian
7 ian
2018
Persentase
pemanfataan hasil
penelitian dan
1 | pengembangan Z/? 72,5% | T7,78% 102)7 0]
Perencanaan
daerah

Capaian kinerja program penelitian dan pengembangan pada tahun 2018
telah tercapai sesuai target karena riset atau kajian yang dilaksanakan secara
umum memang yang dibutuhkan oleh perangkat daerah yang bersangkutan
sehingga hasilnya telah dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan maupun
dalam proses perencanaan selanjutnya. Berbagai riset dan kajian ilmiah
diharapkan tidak berhenti hanya sebatas saran dan rekomendasi kebijakan yang
berhenti pada ekspose hasil kajian saja, namun benar-benar dapat diaplikasikan
dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Selain itu, inovasi produk-produk
dan layanan publik juga diharapkan dilakukan dengan memperhatikan trend dan
kebutuhan masyarakat sehingga hasilnya ermanfaat dan dapat diterima oleh
masyarakat.

5) Fungsi lainnya
1) Pengawasan

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Urusan Pengawasan adalah dari 3 indikator,
sebanyak 2 indikator telah tercapai dan 1 indikator akan tercapai.

Capaian Kinerja Urusan Pengawasan tahun 2018

2018
3 Capaian % Target
h;:‘:::::r Satua 2%17 Cavai Realis | Status (RP%M
No n Target agala asi ca;l)lam D)
Program 2018 capaia
2018 n 2021
2018
1 Persentas Internal Interna
tindak
leari_ﬁlta %o 73,42% 82%71 87122 105% 0 100%
hasil . Provinsi %
pemeriksa
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2018
i Capaian % Target
hl::‘::::;:r Satua 2%17 Capaia Re:lis Status (RP%M
No n Target z asi calzlala D)
Program 2018 capaia
2018 n 2021
2018
an 91,81% Provins
aparatur i
internal BPK
dan BPK 69,13% 93,10
%
BPK
98,43
%
2 | Level APIP 2 1 2 200% 0 2
3 | Persentas
e OPD
yang % 2,13 | 409 | 3617 | 9043 0 100%
% Yo
menerapk
an SPIP

Sumber: Inspektorat, 2018 (diolah)

Capaian kinerja fungsi pengawasan berdasarkan RPJMD Kabupaten Wonosobo
tahun 2016-2021 yang tertuang dalam RKPD tahunan, pada tahun 2018
Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan aparatur internal dan BPK
menunjukkan capaian sesuai dengan target/ telah tercapai yaitu Internal
87,22%, APIP Provinsi Jawa Tengah 93,10% dan BPK 98,43%, dengan realisasi
capaian 105% melebihi target capaian, namun masih ada 1,57% temuan hasil
pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti. Untuk indikator level APIP capaian
2018 sudah tercapai pada level 2 (APIP mampu menjamin proses tata kelola
sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi).
Sedangkan untuk indikator persentase perangkat daerah yang menerapkan
SPIP dari target RPJMD yang tertuang dalam RKPD tahun 2018 sebesar 40%,
tercapai 36,17% atau 17 perangkat yang sudah menerapkan SPIP. Masih ada
sekitar 3,83% atau sekitar 31 perangkat daerah yang belum menerapkan SPIP.
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2) Urusan Administrasi Pemerintahan

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Urusan Administrasi Pemerintah adalah
dari 5 Indikator, telah tercapai semua.

Capaian Kinerja Urusan Administrasi Pemerintahan

Kabupaten Wonosobo Tahun 2018

2018
Target
Indikator Kinerja 3 (RPJM
No Satu Capaia | Targ | Capa Tmtgka St:tu D)
Program an n et ian

Capaia | Capa

2017 | 2018 | 2018 (%) ian

2021

1 | Persentase
penerapan SPP
dan SOP pada
OPD

% 76,60 85 |85,11| 110,12 (0] 100%

2 | Rata-rata
persentase
pencapaian SPM
oleh OPD

% 80 100 100 100 (0} 100%

3 | Persentase unit
pelayanan yang
melaksanakan % 100 100 | 100 100 (0} 100%
layanan sesuai
dengan SOP

4 | Persentase unit
pelayanan publik
yang menerapkan % 83,30 100 100 100 (0} 100%
unit pengaduan
publik

5 | Rata-rata nilai
integritas B

Pelayanan Publik (76.80)| B | (801 100 | @
OPD

6 | Persentase
kecamatan yang
menerapkan
PATEN

% 100 100 100 100 (0] 100%

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Wonosobo, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa bahwa capaian persentase
penerapan SPP dan SOP pada perangkat daerah di tahun 2018 mengalami
peningkatan menjadi 85,11 persen. Sejumlah 40 perangkat daerah dari 47 total
jumlah perangkat daerah yang ada telah menyusun dan menerapkan SOP dan
SPP. Sedangkan capaian indikator rata-rata persentase pencapaian SPM oleh
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perangkat daerah pelaksana urusan wajib pelayanan dasar seperti Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Satpol PP dan Linmas, BPBD, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Perhubungan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah mencapai
100%.

Pada tahun 2018, semua perangkat daerah di Kabupaten Wonosobo telah
melaksanakan layanan sesuai dengan SOP (Standart Operasional Pelayanan) dan
mempunyai unit layanan yang menerapkan unit pengaduan.

3) Urusan Kerjasama Daerah

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Urusan Kerjasama Daerah 1 indikator,

tercapai
Capaian kinerja Urusan Kerjasama Daerah
Tahun 2018
Indikator %
No Kinerja Realisasi | Target | Realisasi | Realisasi | Status
: Program 2017 2018 2018 Capaian | Capaian
(Outcome) 2018
1 | Persentase
MOU yang 62.5
ditindaklanjuti | 69,23 % 0/’ 100 % 160 % (0]
dengan °
kerjasama

Capaian kinerja program Kerjasama Pembangunan pada tahun 2018 telah
melampaui target yang ditetapkan, terutama disebabkan karena jumlah
Kesepakatan Kerjasama atau MoU yang ditandatangani hanya berjumlah empat
dan kemudian kesemuanya sudah ditindaklanjuti dengan kerjasama atau
kegiatan. Kerjasama pemerintah daerah dengan berbagai pihak lain merupakan
langkah strategis mengingat berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah
daerah dan banyaknya peluang kerjasama yang menguntungkan. Sejauh ini
kerjasama masih dilakukan secara sporadis oleh masing-masing sektor maupun
OPD dan belum ada format kerjasama yang integratif antar berbagai sektor. Untuk
mencapai manfaat yang lebih optimal perlu diformulasikan kerjasama Pemkab
Wonosobo dengan pihak-pihak lain secara integral antar berbagai sektor sehingga
manfaat bagi pembangunan Wonosobo bisa lebih dapat dirasakan.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

2.3.2.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
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a. Bidang Pendidikan

1. Perkembangan kurikulum pendidikan dasar masih harus diimbangi
dengan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang
bersertifikat sesuai diklat yang diikuti

2. Keterbatasan guru PNS dan Kepala Sekolah sehingga proses pelayanan
pendidikan kurang maksimal.

3. Masih terdapat perbedaan kualitas dan mutu layanan pendidikan antar
satuan pendidikan

b. Bidang Kesehatan

1. Masih ada toko obat, apotek, toko alat kesehatan dan fasilitas
kesehatan yang belum memiliki izin oprasional.

2. Ada beberapa puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana standar
masih kurang dari 24 puskesmas yang ada di kabupaten Wonosobo

3. Cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin dan cakupan
penduduk yang memiliki jaminan kesehatan masih kurang. Sesuai
undang-undang nomor 82 th 18 pasal 6 bahw setiap penduduk
Indonesia wajib ikut serta dalam program Jaminan kesehatan, mulai
tanggal 1 Januari 2019 Kabupaten Wonosobo sebagai salah satu dari
100 kabupaten/kota prioritas di Indonesia dalam penanganan stunting
serta naiknya kasus bumil KEK perlu menjadi perhatian prioritas.

4. Masih meningkatnya angka penderita penyakit HIV/AIDS di Wonosobo.

5. Waktu tunggu / durasi waktu tunggu masih belum sesuai yang
diinginkan masyarakat yaitu waktu tunggu pelayanan obat, dikarenakan
loket obat belum memadai dan SDM pengelola obat masih kuran

6. Kepuasan pasien rawat inap baru mencapai 83,89 % dan BOR ( Bed
Occupancy Rate) : 89,82%. Dengan lahan terbatas 7.445 m2 tidak
memungkinkan pengembangan layanan dan penambahan tempat tidur

7. Kesadaran sebagian masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup
bersih dan sehat (PHBS) masih kurang seperti buang air besar
sembarangan (ODF), penduduk usia kurang dari 18 tahun banyak yang
merokok

c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Tingginya curah hujan dan beban muatan kendaraan besar angkutan
barang yang melebihi kemampuan beban jalan menyebabkan umur teknis
jalan cepat rusak

2) Pesatnya laju pertambahan kendaraan yang tidak sebanding dengan laju
pertambahan luas maupun ruas jalan

3) Alokasi anggaran yang belum sesuai dengan kebutuhan ruas jalan yang
menyebabkan perbaikan infrastruktur jalan belum bisa tuntas untuk satu
ruas jalan

4) Masih terdapat kondisi rusak pada jaringan irigasi kewenangan kabupaten
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5)
6)
7)

1)

2)

3)

1)

2)

3)

S)

6)

7)

Belum optimalnya akses pelayanan air minum layak;
Masih rendahnya akses sanitasi masyarakat

Belum optimalnya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana
Tata Ruang;

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada masyarakat miskin masih
cukup besar;

Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh dan prasarana sarana
umum belum optimal;

Belum mantapnya Sistem Data dan Informasi perumahan dan

kawasan permukiman.

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Msyarakat

Masih banyaknya masyarakat yang kurang memahami perlunya kecintaan
terhadap tanah air, pentingnya rasa persatuan, dan pengamalan Pancasila
sebagai Idiologi Negara

Kelompok-kelompok radikal selalu memanfaatkan situasi dan moment-
moment tertentu untuk kepentingannya sendiri/ kelompoknya sehingga
dapat menimbulkan kerawanan sosial

Belum terpadunya pemahaman terhadap Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat yang merupakan urusan wajib pemerintahan

Adanya keterbatasan letak geografis dan topografi yang potensial terhadap
terjadinya bencana alam dan luasnya cakupan wilayah penanganan
penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yangberagam
menghambat kecepatan penyebaran arus data dan penanganan bencana

Terbatasnya armada dan peralatanpemadam kebakaran (mobil pemadam)
sehingga penanganan kebakaran kurang efektif

Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami Peraturan
Perundang-undangan maupun Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah

Masih adanya kelompok masyarakat yang tidak mengindahkan adanya
Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah

Bidang Sosial
Data PMKS belum valid/lengkap

Tidak terlayaninya penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam
keluarga miskin oleh berbagai program akibat ketidaktahuan keluarga
maupun ketidakmampuan program menjangkau keberadaannya

Keterbatasan kapasitas (SDM, sarana dan prasarana) bagi penyelenggaraan
kegiatan pelayanan/rehabilitasi dan keberagaman kondisi dan keberadaan
penyandang masalah kesejahteraan social
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- Kurangnya koordinasi di kalangan dinas/instansi dalam pelayanan
penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam keluarga miskin.

- Belum adanya SOP yang baku dalam pelayanan PMKS

2.3.2.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
a. Bidang Tenaga Kerja

1) Kualitas dan kapasitas lembaga pelatihan kerja belum sesuai dengan
kebutuhan pencari kerja dan permintaan pasar kerja

2) Masih terbatasnya lapangan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah
tenaga kerja yang tersedia, serta ketidaksesuaian peluang kerja yang ada
dengan pendidikan dan kemampuan yang dimiliki oleh para pencari kerja.

3) Rendahnya kompetensi tenaga kerja

b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Tenaga pelaksana yang berkompeten menangani dan memberikan
pelayanan serta pendampingan terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak masih terbatas, baik dari sisi medis, psikologis,
psikososial maupun hukum.

2) Masih ada pemahaman bahwa perencanaan penganggaran responsive
gender hanya urusan OPD pengampun urusan tertentu saja.

3) Belum adanya sistem yang kuat untuk mengikat masing-masing OPD
untuk melaksanakan perencanaan kegiatan yang responsif gender

4) Konsep dan strategi Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan Pengarus
Utamaan Hak Anak (PUHA) belum sepenuhnya difahami oleh semua pihak,
sehingga kurang maksimal dalam implementasinya.

c. Bidang Pangan

'[Commented [H1]:

1) Pola konsumsi pangan penduduk yang belum seimbang
2) Rendahnya konsumsi protein hewani
3) Kualitas konsumsi pangan masyarakat masih jauh dari aman, baik
pada produk pangan segar maupun produk pangan olahan,
d. Bidang Pertanahan

1) Aset tanah pemerintah kabupaten yang ada belum semuanya
bersertifikat
2) Banyak Aset desa belum tercatat
3) Belum optimalnya pengendalian untuk mempertahankan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
e. Lingkungan Hidup
1) Belum optimalnya penangangan persampahan
2) Meningkatnya limpasan air permukaan
3) Masih terjadinya praktik pertanian yang mencemari lingkungan
(pengolahan lahan yang masif dan penggunaan pestisida, pupuk kimia
yang berlebihan)
4) Menurunnya kualitas air sungai (tercemar e-coli dan bahan kimia
lainnya)
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5) Masih maraknya kegiatan pertambangan sirtu dan kegiatan lain yang

mengubah bentang lahan yang dianggap merusak lingkungan
f. Perhubungan

1) Belum optimalnya tingkat pelayanan angkutan umum, dan
kesinambungan antarmoda, serta pelayanan terminal (barang dan
penumpang);

2) Kondisi topografis turunan curam yang mengakibatkan rawan
kecelakaan.

3) Penataan kawasan parkisr yang belum optimal

g. Koperasi dan UKM
1) Rendahnya daya saing koperasi dan UMKM dalam mengakses pasar.
2) Masih kurangnya kemampuan koperasi dan UMKM dalam penguasaan
teknologi informasi.
3) Belum optimalnya kemitraan usaha antara koperasi dan UMKM dengan
pelaku usaha lainnya

h. Penanaman Modal
1) Masih rendahnya investasi karena belum tersedia peta dan peluang
investasi serrta regulasi khusus yang mengatur kemudahan dan insentif
penanaman modal
2) Masih terdapat tumpang tindih regulasi penanaman modal antara pusat,
provinsi dan kabupaten/kota.

i. Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Budi)

1) Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya
administrasi kependudukan belum diimbangi dengan kwantitas SDM di
Disdukcapil

2) Pemanfaatan data kependudukan yang belum optimal di instansi instansi
yang sebenarnya membutuhkan data kependudukan dalam ruang lingkup
bidang kerjanya

3) Program KTP Elektronik yang terkendala terkait blangko dan distribusi ke
alamat.

j. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Winy)

1) Kapasitas kelembagaan pemerintahan di tingkat lokal dan kelembagaan
sosial ekonomi yang masih terbatas dalam mendukung peningkatan sumber
daya pembangunan perdesaan

2) Kapasitas aparatur Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terbatas
3) Belum semua Bumdes aktif dan berkembang

4) Kualitas pengelolaan bumdes belum memperhatikan kelayakan usaha dan
proyeksi.

5) Masih tumpang tindihnya regulasi di tingkat pusat antara Kementerian
Dalam Negeri dengan Kementerian Desa tentang Pengelolaan Dana Desa

6) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan desa
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1)

2)
3)

7) Perubahan regulasi di tingkat pusat yang berubah dan berkembang secara
cepat berdampak masif pada implementasi di tingkat desa

8) Belum aktifnya kelembagaan Posyantekdes untuk pengembangan TTG
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Pola pikir masyarakat yang berubah dari pilihan penggunaan kontrasepsi
modern menjadi kontrasepsi tradisional

2) Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang Program
Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga

3) Pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi masih rendah, ini
ditandai dengan Usia Kawin pertama perempuan masih tinggi,

4) Terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak
program di tingkat desa/rw maupun RT untuk berpartisipasi dalam
pelaksanaan program KKBPK

Komunikasi dan Informatika

1) Kurangnya jumlah operator IT di OPD, sedangkan tuntutan pemanfaatan di
bidang IT semakin banyak

2) Jangkauan jaringan Fiber Optik belum menyentuh ke semua OPD

3) Aplikasi-aplikasi yang digunakan masih belum terintegrasi yang
mengakibatkan belum efektifnya proses bisnis di berbagai OPD

4) Website Pemkab wonosobokab.go.id dan website OPD menjadi salah satu
indikator penilaian kinerja layanan informasi publik di tingkat Provinsi

5) PPID tingkat OPD belum mampu mengelola informasi

6) Fitur keamanan dari aplikasi yang sudah dibuat belum diuji
ketangguhannya

. Kepemudaan dan Olahraga

1) Pembangunan sarana dan prasarana yang belum tuntas

2) Belum optimalnya daya saing dan kemandirian pemuda dalam menghadapi
pasar kerja

3) Peningkatan life skill para pemuda masih terbatas

4) Terbatasnya upaya pembinaan atlet terkait dengan pendanaan maupun
fasilitas latihan

. Kebudayaan

Sertifikat kompetensi terkait penanganan cagar budaya budaya belum dimiliki
oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB)

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian situs dan cagar budaya

Sarana dan prasarana khusus kesenian yang belum ada di Kabupaten
Wonosobo sebagai sarana kegiatan seni budaya dan ajang promosi
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4)

5)

q.

Belum adanya cagar budaya yang ditetapkan menjadi destinasi wisata sejarah
dan budaya, karena masih minimnya informasi tentang cagar budaya tersebut
termasuk dari sisi sejarahnya.

Perkembangan era modern/digital, membuat generasi muda enggan belajar
tentang seni budaya tradisi karena lebih disibukkan dengan hal-hal yang
berbau modern.

. Statistik

1) Masih terbatasnya ketersediaan data dan informasi yang akurat dengan
keadaan saat ini (up to date) untuk proses perencanaan pembangunan. Hal
ini menyebabkan proses perencanaan pembangunan itu sendiri terkadang
dilakukan dengan menggunakan data yang tidak up to date.

2) Tingkat keterisian data masih tergolong sedang disebabkan oleh beragam
persepsi masing-masing Perangkat Daerah terhadap pentingnya data dan
beragamnya instrumen pengumpulan data

3) Belum adanya data pendukung/ metadata pada data
Persandian

1) Masalah keamanan kurang mendapat perhatian dari para pemilik dan
pengelola sistem informasi atau aplikasi.

2) Keterbatasan SDM sandi yang dimiliki pemda dan keterbatasan
kemampuan dalam pengelolaan informasi berklasifikasi

3) Belum ada program dan kegiatan yang khusus menyasar urusan
Persandian

4) Pemahaman pentingnya persandian pada setiap urusan

5) Indikator wurusan persandian yang sudah tidak sesuai dengan
perkembangan teknologi persandian

Perpustakaan

1) Perlunya stimulasi terhadap kalangan pelajar dan mahasiswa yang
berdomisili di desa-desa untuk menumbuhkan Budaya dan Minat Baca
masyarakat

2) Belum maksimalnya pembinaan yang dilakukan oleh seksi Perpustakaan
terhadap perpustakaan yang ada di masing-masing Perangkat Daerah,
Kantor Kecamatan, Desa, serta Lingkungan Sekolah

3) Masih minimnya penyelenggaraan diklat/pelatihan bagi pengelola
perpustakaan baik tingkat kabupaten ataupun Perangkat Daerah,
Kecamatan, Desa dan Sekolah

4) Belum berkembangnya perpustakaan digital/digital library untuk
pengembangan e-library
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5) Perlunya peningkatan kemampuan terhadap teknologi informasi bagi
pengelola perpustakaan

6) Masih minimnya sarana dan prasarana perpustakaan di desa maupun
sekolah.

s. Kearsipan
1) Belum terlaksananya Tata Naskah Dinas Elektronik secara menyeluruh

2) Masih adanya paradigma yang menempatkan arsip sebagai posisi marginal
dan membebankan tugas kearsipan pada petugas arsip atau arsiparis
semata

3) Kurangnya apresiasi Perangkat Daerah terhadap bidang kearsipan yang
menjadikan arsip tidak mendapat perhatian secara proporsional sehingga
penataan dan penyimpanan arsip belum sesuai dengan kaidah atau aturan
kearsipan yang baku

4) Masih terbatas dan belum terstandarisasinya sarana kearsipan di masing-
masing Perangkat Daerah sehingga menyebabkan arsip tidak tertata secara
sistematis (tidak sesuai dgn prosedur yang ditetapkan)

5) Belum adannya aturan yang tegas pada tataran operasional bidang
kearsipan sehingga belum bisa menerapkan sanksi terhadap pelanggaran di
bidang kearsipan

2.3.2.2. Layanan Urusan Pilihan
a. Kelautan dan Perikanan

1) Belum optimalnya produksi perikanan
2) Masih minimnya penggunaan induk unggul bersertifikat oleh pembenih
ikan

b. Pariwisata

1) Eksplorasi alam yang berlebihan untuk pertanian, perumahan, dan industri
kawasan Dieng dan Wonosobo secara umum yang berdampak pada
perubahan landscape kawasan sehingga minat kunjungan menurun

2) Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap
keberlangsungan dan perkembangan pariwisata belum diimbangi dengan
sarana dan prasarana yang memadai

3) Kurangnya kompetensi sumber daya manusia, baik pada pengelola,
maupun pelaku usaha pariwisata.

4) Kurangnya daya dukung transportasi, baik kualitas infrastruktur jalan
maupun aksesibilitas lainnya.

c. Pertanian

1) Berkurangnya produksi pengan

2) Lemahnya akses pelaku utama terhadap permodalan dan terbatasnya
ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian (benih, bibit, pupuk,
pestisida, obat-obatan, alsintan) pendukung pengembangan system
agribisnis

3) Fluktuasi harga produk pertanian yang diakibatkan ketersediaan bahan
pangan tidak kontinyu sepanjang tahun serta lemahnya tata niaga dan
panjangnya rantai distribusi produk pertanian
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4) Pengelolaan usaha pertanian yang belum berorientasi pasar regional
maupun internasional

d. Perdagangan

1) Kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional yang belum mampu
bersaing dengan toko modern

2) Minimnya tertib niaga bagi para pelaku usaha perdagangan

3) Tingginya tingkat persaingan produk lokal dengan produk asing dari
dampak perdagangan bebas.

e. Perindustrian

1) Masih rendahnya produk industri kecil dan menengah yang memenuhi
standarisasi;

2) Belum optimalnya inovasi teknologi industri;

3) Lemahnya data, inovasi, diversifikasi dan pengembangan produk

f. Transmigrasi

1) Kondisi daerah tujuan penempatan transmigrasi yang masih minim fasilitas
bahkan dalam beberapa kasus lokasi belum sepenuhnya siap saat
transmigran telah datang di lokasi

2) Penyerahan lahan kepada transmigran sering kali terkendala bahkan
sampai bertahun tahun transmigran tidak mendapat lahan yang
dijanjiakan secara penuh

2.3.2.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Perencanaan

1)
2)
3)

Belum optimalnya koordinasi internal antar bidang.
Kurangnya SDM yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi.

Belum optimalnya analisa usulan program dan kegiatan PD sehingga
terjadi ketidakselarasan output, outcome yang dihasilkan dan
kontribusinya pada pencapaian sasaran daerah.

b. Keuangan

1)

2)

3)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah, hal ini disebabkan oleh
pembayaran pajak dan retribusi tidak lancar akibat kesadaran
masyarakat sebagai Wajib Pajak dan Retribusi masih rendah, petugas
pungut tidak langsung setor Kas daerah, masih ada komponen-
komponen pajak dan retribusi yang belum tergali potensinya
sertapengelolaan potensi PAD yang belum optimal.

Efisiensi dan efektivitas belanja SKPD dalam pelaksanaan APBD belum
optimal

Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan SKPD
masih di bawah 100% penyebabnya antara lain Kurangnya jumlah SDM
pengelola keuangan daerah,
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c. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
1) Kompetensi ASN belum terpetakan

2) Belum terbangunnya sistem/ pola karier dalam manajemen
kepegawaian

3) Belum maksimalnya upaya penegakan disiplin.
d. Penelitian dan Pengembangan

1) Kelembagaan kelitbangan yang masih sangat terbatas baik secara
kategori kelembagaan (sub bidang) maupun sumber daya sehingga
kegiatan kelitbangan belum optimal

2) Hasil riset dan kajian ilmiah belum sepenuhnya digunakan sebagai
dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunandan
sebaliknya tidak semua perencanaan dan kebijakan pembangunan
diambil berdasarkan riset dan kajian ilmiah

3) Kegiatan kelitbangan dan inovasi belum menjadi prioritas dalam
kegiatan pembangunan terutama dalam menghasilkan berbagai inovasi
layanan publik dan inovasi produk-produk berbasis teknologi

4) Masih minimnya upaya alih teknologi, kekayaan intelektual serta hasil-
hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah
daerah, perguruan tinggi dan lembaga litbang. Selain itu belum
maksimalnya penyebarluasan informasi hasil-hasil penelitian dan
pengembangan, perekayasaan dan inovasi kepada masyarakat luas.

e. Fungsi Lainnya
1) Administrasi Pemerintahan

- Penyelenggaraan urusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah oleh Perangkat Daerah belum optimal.

- Belum menyeluruhnya implementasi Evaluasi Jabatan yang telah
ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi karena :

- Belum ditetapkannya Jabatan Pelaksana berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun
2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana

- Diperlukan evaluasi tentang Jabatan Pelaksana yang dibutuhkan oleh
setiap Perangkat Daerah.

- Belum tersedianya dokumen Analisis Jabatan Pelaksana dan Analisis
Beban Kerja berdasarkan struktur Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh
Bupati untuk keperluan kebutuhan formasi PNS

- Belum terbitnya Validasi Kamus Kompetensi Jabatan Pemerintah
Kabupaten Wonosobo oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi. Kamus Kompetensi Jabatan merupakan unsur
dalam penyusunan Standar Kompetensi Jabatan ASN sebagaimana amanat
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Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2014.
Sehingga Peraturan Bupati terkait Standar Kompetensi ASN belum dapat
diterbitkan.

- Masih diperlukan penguatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP)

- Belum maksimalnya penyelenggaraan implementasi Reformasi Birokrasi
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Desain Reformasi Birokrasi

- Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik sesuai Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik masih berada
dalam Zona Kuning dengan nilai rata-rata 54,88 dengan predikat
kepatuhan Sedang

- Tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih belum
maksimal dan capaian kinerja masih rendah

2) Pengawasan
- Temuan terhadap penyelenggaraan pemerintahan masih cukup banyak

- Masih ada temuan hasil pemeriksaan APIP internal maupun eksternal yang
belum ditindaklanjuti

- Penerapan SPIP di OPD masih rendah
3) Kerjasama

- Kemitraan atau kerjasama dengan lembaga atau korporasi dalam bentuk
CSR belum dikelola secara optimal dan memiliki payung hukum di tingkat
lokal Kabupaten Wonosobo Perlu segera ditetapkan regulasi tentang
pengelolaan kemitraan/kerjasama dalam bentuk CSR korporasi serta perlu
dibentuk lembaga pengelola CSR korporasi tersebut

- Masih terdapat peluang kerjasama dengan daerah lain yang memiliki
kelebihan atau keunggulan dalam pengelolaan pembangunan Berbagai
kegiatan kunjunganke daerah lain yang dilakukan oleh beberapa OPD bisa
ditindaklanjuti dengan melakukan kerjasama dengan daerah yang memiliki
keunggulan dalam bidang-bidang tertentu.

- Masih terdapat peluang kerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki tools
dan sumber daya yang lebih besar atau yang lebih baik. Perlu penjajagan
peluang kerjasama dengan berbagai pihak yang berpeluang untuk
melakukan kerjasama atau kemitraan.
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